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BUPATI CIREBON

bahwa dalam rangka memngkatkan tertib sdrministrasi pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah secara efisien, cfektif, ransparan dan dapat
dipertanggung jewabkan, maka perlu dibuat Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pengelolaan Anggaran Belanja Daerh Tabun Anggaran 2007;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagmimana dimaksud pada huruf a, maka
Petunjuk Tekmis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun
Anpgaran 2007, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten, dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Megara tanggal & Agustus 1950,

Undang-Undang Republik Indonesia MNomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan MNegara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Republik [ndonesia Nomor 1 Tahum 2004  tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tshun 2004
Momor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

Undang-Undang Republik Indongsia MNomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daersh
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4438},

Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor
4503),
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informas: Keuanpan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 45767,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4578),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuvangan dan Kinena Instansi Pemenintah {Lembaran Megara
Republik Indonesia tahun 2006 MNomor 25, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4212),

Kepotusan Presiden Republik Indonesia Momor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadasn Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran
MNegara Republhik Indonesia Nomor 4330) beserta perubahan-perubahannya
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006,

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor | Tahun 2001 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Circbon
Tahun 2001 Nomor 3 Sen E.2);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon MNomor 50 Tahun 2001 tentang
Program Pembangunan Dacrah Tahun 2001 — 2004 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 88 Sen E. 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerdh Kabupaten Cirebon Tahun
2006 Nomor 18 Sen D110

Peraturan Menten Dalam Negeri Republik Indinesia Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAM BUPATI TENTANG PETUNIUK TEKNIS PENYUSUMNAN
DAN PENGELOLAAN ANGOARAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGUARAN 2007
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BARB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan

Wb

10,

Dracrah adalah Daerah Kabupaten Cirebon

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Femenntahan Daerah adalah penvelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonami dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem den prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Bupati adalah Bupat Cirebon,

Keuangann Daerah adalah semus hak dan kewajiban daersh dalam rangka penyelenggaraan
pemenniahan daerah vang dapat dinilai dengan nang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan
vang berhubungan dengan hak dan kewajiban dacrah

Peraturan Dacrah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan
persetujuan bersama Kepala Daerah.

Pengelolaan Kevangan Daersh adalah  keseluruhan kegiatan yang meliputi  perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertangpungiawaban dan pengawasan kevangan daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daemah, selanjuinya discbut APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah vang dibahas dan disetmjui bersama oleh pemerintah doerah dan
DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Urganisasi adalah unsur pemerintabian daerah yang terdin dari DPRD, Bupati / Wakil Bupat dan
satuan kerja perangkat dagrah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada
pemenintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutmya disebut SKPED adalah perangkat

dacrah selaku pengguna anggaran ¢ pengguna barang, vang melaksanakan pengelolaan kevangan
daerah.

- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Buopati yang karena jabatannya

mempunyal Kewenangan menyelenggsrakan seluruh pengelolaan kevangan daemh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah vang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah vang selanjuinya disebut denpan Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak schagai bendahara wmum daerah.

. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam

kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

.Pengguna Anpggaran yang selanjutnya disebut PA  adalah pejabat pemegang kewenangan

pengrunaan anggaran uniuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD vang dipimpinnya.
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Pengpuna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.

Kuasa Bendahara Uimum Dasrah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diber
kuasa untuk melaksanakan sebagian fugas BUD.

Kuasa Penggusma Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengpuna anggaran dafam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pgjabat Penatausahaan Keuangan SKPD vang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan vang selanjutnya discbut PPTK adalah pejabat pada unit kerja
SKPD vang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya

- Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat vang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran scbagai pemilik pekerjaan, yang beranggungjawab atas pelaksangan
pengadaan barang/jasa

. Pejabat Pengadean adalah 1 (sam) orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa  dengan nilai  sampai  dengan
Rp 30.000.000,00 (lima puluh juta rupizh)

. Pamtia Pengadaan adalah tim vang diangkat oleh Pengguna Anggaran®uasa Pengguna Anggaran

untuk melaksanakan pemilihan penvedia barangjasa.

. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk uniuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKFPD

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional vang ditunjuk mencrima, menvimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempenanggungjiawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pade SKPD.

. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdint atas satu atau lebih entitas akuntansi vang

menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  wajth menyampaikan  laporan
pertanggaungjawaban berupa laporan kevangun.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran | pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan kevangan untuk digabungkan
pada entitas pelaporan.

. Unit kerja adalah bagian dan SKPD vang melaksanakan satu atau beberapa program.
.Rencana Kenja dan Anggaran SKPD yang sclanjutnya discbut RKA-SKPD adalah dokumen

perencansan dan penganggaran vang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegatan SKPD serta rencana pembiavaan sebagal dasar penyusunan APBD.

. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD vang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen

yang memuat pendapatan, belanja dan pembvavaan yang digunakan sebapai dasar pelaksansan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD vang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah
dokumen vang memuat perubaban pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
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Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atay lebih
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yvang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesual dengan misi SKPD.

3. Kepiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh saw atau lebih unit kerja pada SKPD

sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan ferdin dan sekumpulan
tidakan pengerahan sumber daya baik vang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dan beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan (impad) uniuk menghasilkan kelvaran (cwpu) dalam bentuk
barmng/jasa.

Bagian Kedua
Azas Umum
Pasal 2

Dengan dicanangkannya Otonomi Daerah vang seluas-luasnya, sesuai dengan semangat Undang
Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat dan Pemenntahan
Dacrah, maka Bangsa Indonesia telah memasuki era barn dalam sistem pemerintahan. Paradigma
lama pemenntaban yang sentralisik telah berubsh memadi pemenntah daersh yang otonom
dengan kewenangan vang seluas-luasnya dalam mengelola segenap sumber daya dan potensinya
dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kondisi Perekonomian Indonesia vang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ke arsh pemulihan
akibat knsis keuangan vang berdampak menjadi krisis multi dimensi, semakin menyadarkan kita
tentang pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana APBD, khususnva dana
pembangunan, Paradigma lama vang sangat kental dengan prinsip pengelolaan wang rop down
fspecific block grang) sudah berganti dengan paradigma baru vang berprinsip dovtom wp (Mlock
grunt). Peran Pemenntah dalam pembangunan lagi dominan dalam mengelofa pembangunan.
Peran masyarakat akan semakin diberdayakan schingga diharapkan dapat menghidupkan sektor
ekonomi di dagrah-dacrah demi memingkatkan taraf hidup masyarakat di tingkat akar rumpat
sehingga mampu mendorong kemandinian dan peran serta masyarakat dalam Pembangunan di
Daerah.

Untuk mencapai hasil fersebut diperlukan suatu iklim atau suasana vang kondusif baik dari unsur
hirokrasi, masvarakat maupun dunia usaha (Privaie Sector). Selain iklim kondusif distas juga
diperlukan manajemen pemerintah dan pembangunan vang berorientasi pada kepentingan
masyarakat, mulai dar tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengenddlian dan pengawasan
dalam kerangka administrasi vang berbentuk sistem.

Sistem tersebut harus dapat dilaksanakan secara aktual dan produktif dalam bentuk manajemen
modern dengan tiga fungsi pokoknya yaitu perencanaan yang matang, pelaksanaan vang tepat dan
pengawasan vang ketat.

Selaras dengan pencrapan konsep manajemen modemn i setiap jajaran pemenntahan terkait
harus lebih mengembangkan dan menvempurnaken sistem perencanaan, sistem penganggaran dan
pembiavaan seria sistem pemantavan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan teratami
dalam pengelolaan APBD.
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Dalam angks upaya pengembangan dan penyempurnasn sistem inilah, petunjuk teknis
pengelolaan Anggaran Pembangunan APBD Kabupaten Cirebon disusun dengan maksud agar
dapat dijadikan pedoman sekaligus acuan bagi Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cirebon dalam mengelola kegiatan

Keuangan daerah dikelofa secara tertib, tast pada peraturan perundang-undangan, efekuf, efesien,

ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan,
dan manfaat untuk masyarakat,

Secara tertib sehagaimana dimaksud pada avat {7) adalah bahwa kevangan daerah dikelola secara
tepat waktu dan tepat guna vang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan,

Taal pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat {7) adalah bahwa
pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Efeknf sebagaimana dimaksud pada avat (7) merupakan pencapaian hasil program dengan target
vang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efesien schagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum
dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
Ekonomis sebagaimana dimaksud pada avat (7) merupakan pemerolechan masukan dengan
kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat vang terendah,

Transparan scbagaimana dimaksud pada ayst (7) merupakan prinsip keterbukaan vang
memungkinkan masyarakat untuk mengetabui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya
tentang keuanpan dacrah.

Bertanggung jawab sehagaimana dimaksed pada avat (7) merupakan perwujudan kewajiban
seseorang untuk mempenanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber dava dan
pelaksanaan kebijakan vang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan vang telah
ditetapkan.

Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalab keseimbangan distnbusi kewenangan dan
pendanaannya dan / atau keseimbangan distnbus: hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan
vang obyektif

Kepatutan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah tindakan atau sustu sikap vang

dilakukan dengan wajar dan proposional.

Manfast untuk masvarakat scbagaimana dimaksud avat (7) adalah bahwa Keuangan deerah
diutamakan untuk pemenuhan kebutuban masvarakat.

Dengan terbitnva pedoman / petunjuk teknis ini, diharapkan akan dapat mewwjudkan terub
admmmistrasi dalam pengelolaan kegatan | vang pada wlirannya akan lebih meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran kegiatan khususnya dan pembangunan di Kabupaten
Crrebon.

Petunjuk Tekms sebagnimana dimaksud pada poin 18 merupakan pedoman bagi Badan / Dinas /
Kantor / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam Penyusunan dan
Fengelolaan Angparan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
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Bagian Ketiga
Mekanisme [ Prosedure Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan

Paragraf Pertama
Perencanaan dan Penyusunan APBD

Pasal 3
Perencanaan APBD secara keseluruhan yang mencakup penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA)Y APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan kegiatan
vang saling terkait

Paragrafl Kedua
Prosedur Perencanaan dan Peayusunan APBD
Pausal 4

APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja, vaitu suatu sistem anggaran yang
mengutamakan upaya pencapaian hasil kera atau output dari perencanaan slokas biava dengan
mput vang telah ditefapkan Berdasarkan pendekatan prestasi kinerja, APBD disusun dengan
sasaran tertentu vang hendak dicapar dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu dalam rangka
menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) APED vang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang
disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebiyjakan anggaran vang dimuat dalam
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian prestasi
kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD memuat komponen-komponen kebijakan, program
dan tingkat pencapawn yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan Pemenintah Dagrah yang
akan dilaksanakan dalam saw tahun angparan. Komponen dan prestasi kinerja pelayanan yang
diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masvarakat dengan mempertimbangkan kondisi
dan kemampuan daerah, termasuk prestas: kinerja yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran
sebelumnya

Penyusunan Kebijakan Umum Angparan (KUA) APBD pada dasarnya merupakan bagian dari
upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditewapkan dalam rencana sirategis
daerah.

Untuk mengantisipasi adonya perubahan lingkungan, Pemerintah Daerah dan DPRD perlu
melakukan penjaringan aspiras) masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuban dan
keinginan masyarakat. Penjaringan aspirasi masvarakat dapat dilakvkan dengan berbagai
pendekatan, baik berupa usulan, saran, pendapat dan gagasan. Penjaringan aspirasi masyarakat
dimaksudkan untuk memben kesempatan kepada masyvarakst yntuk berparusipasi dan terlibat
dalam proses penganggaran dacrah Paruisipasi dan keterlibatan masyarakat dapat berupa ide,
pendapat dan saran sebagar masukan vang bermanfaat dalam penyusunan konsep arah dan
kebijakan umum APBD.
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Paragral Ketiga
Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Angearan SKPD
Pasal 5
Satuan kerja menyusun REKA {Rencana Kerja dan Anggaran) dengan mengisi format-format yang

telah ditetapkan dan menyampaikan ke Bupati melalui Bagian Keuangan Setda selaku PPED.
Pengaturan bentuk / jenis format dan tata cara pengisian format RKA sesuni dengan ketentuan
vang berlaku,

Penyusuman RKA dilakukan sesuai dengan jadwal vang telah ditetapkan dalam Surat Edaran
Hupan.

Penyusunan RKA harus memperhatikan sinergitas antars kegiatan dengan program dan antara
kegiatan itu sendin, dengan memperhatikan Tupoksi serta Renstra vang telah ditetapkan.

{5) Penyusunan REA harus berdasarkan KUA dan FPA.
Paragraf Keempat
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 6
i1} Tim Anggaran Pemenntah Dacrah yang sclanjutnya disingkat TAPD adalah tim vang dibentuk
dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan sena melaksanakan kebijjakan Bupaii dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dan pejabat perencana, PPKD dan pejabat lainnya sesual dengan kebutuhan,
{2y Pembahasan RKA dilakukan dalam bentuk penclitian dan diskusi melalui kelompok keta-
kelompok kera yang dibentuk oleh Keputusan Bupati.
(3} RKA yang telah dibahas tersebut menjadi bagian dari Dokumen Rencana Peraturan Daerah
tentang APBD Kabupaten Cirebon untuk diusulkan ke DPRD Kabupaten Cirehon oleh Bupan.
Pasal 7
B Jadwal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD)
NO | URAIAN WAKTU KETERANGAN
| A.  APBD
1. | Penyusunan RKPD) | Akhir bulan Mei |
2. | Penyampaian Rancangan KUA kepada | Awal bulan Juni | 1 bulan
H_ep'.l]s Daerah
| 3. | Penvampaian Rancangan KUA dari Kepala | Pertengahan bulan Jum
I Daerah kepada DPRD _
p————— T — 3 minggu
4 | KUA disepakati antara Kepala Dacrah Minggu Pertama bulan Juli
dengan DPRD
| 5. | Penyusunan Rancangan PPAS | minggu
6. | Penvampaian Rancangan PPAS ke DPRD | Minggu kedua bulan Juli
7 | PPAS disepakati antars Kepala Daerah - Akhur bulan Juli 3 minggu
dengan DPRD I
8. | Penctapan Pedoman Penyusunan REKA- Awal bulan Agustus | minggu
SKPD oleh Kepala Daerah




——

NO URAIAN WAKTL . KETERANGAN
9. | Penvampaian Raperda APBD kepada - Mmggu pertama bulan i

DPED _ Oktober
10. | Pengambilan Keputusan bersama DPRD Paling lama | {satu} bulan | 2 bulan

dan Kepala Daerah terhadap RAPBD sebelum tahun anggaran

' vang bersangkutan { awal
| bulan Desember).
11. | Penetapan Hasil Evaluasi 15 han kerja (pertengahan
bulan Desember) .

12, .Pmatapanthtenmng APBD & Raper Akhir Desember (31

| KDH tentang penjabaran APBD bila sesum | Desember)

| hasil evaluasi
13. | Penyempumaan sesual hasil evaluas 7 Hani Kena Akhir bulan
| . | Desember
14, | Pembatalan berdasarkan hami evaluasi | 7 hai kena setelah
hasil evaluasi dan
I . Menteni Dalam
I Megeri/Gubemur.

15, | Penghentian dan pencanutan pelaksanaan 7 Hari Kerja Awal bulin Januari

Perda tentang APBD bersama DPRD .
16. | Penetapan Kepulusan Pimpinan DPRD | 3 hari kerja setelah

tentang Penyempumaan Perda APBD dan | | keputusan ditetapkan

penyvampaian hasil penyempurnaan

berdasarkan hasil evaluasi
{7, | Penetapan Perda APBD dan Peraturan 31 Desember

Kepala Dacrah tentang Penjabaran APBD |
18, | Penvampaian Perda APBD dan Peraturan | 7 Hari Kerja

Kepala Dagrah tentang Penjabaran APBD
Kepada Menter: Dalam Negen / Gubernur

B. DALAM HAL DPRD TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP RAPERDA

TENTANG AFPBD

Penyampeaian Rancangan Peraturan Kepala

I Paling lama 15 hari kerja

| Draerah kepada Mentert Dalam Neger: / setelah Raperda ndak
Gubernor dalam hal DPRD tidak disetujm DPRD
mengambil keputusan bersama terhadap { pertengahan bulan
Raperda ientang APBD sampai dengan Desember) .
batas waktu vang ditetapkan undang- -

~ undang.

2 l Penpesahan Manter Dalam Negeri / Paling lama 30 han kerja | bulan

Gubernur terhudap Rancangan Peraturan ( pertengahan bulan Januan)

- Kepala Daerah -




BAB 1l
PFPELAEKESANAAN

Bagian Pertama
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
Paragrafl Pertama
Penvusunan DPA-SKPD
Pazal &

{1} Prosedur :
a) DPA-SKPD disusun oleh Kepala Satuan Kerja selaku penanggungjawab dan Pembina Program,

berdasarkan Peraturan Dacrah tentang APBD, dalam pelaksanaan penyusunannya dilakukan
oleh unsur perencana dan dikoordinasikan oleh Bagian Tata Usaha atau unsur Perencana Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang bersanghutan

bl Khusus untuk DPA-SKPD dilingkungan Sekretanat Daerah, konsepnya dikoordinasikan oleh

c)

Kepala Sub Bagian terkait pada Bagian masing-masing sebelum digjukan kepada Kepala
Bagian vang bersangkutan.

DPA-SKPD yang telah disusun oleh Satuan Kerja disampaikan kepada TAPT untuk diteliti dan
dihimpun scbagai bahan pengkajian DPA-SKPD selanjutnya.

(2} Persyaratan vang harus diperhatikan |

ap

b)

c)

Biava Kegiatan vang ditetapkon dalam APBD harus dinnci penggunaannya didalam DPA-
SKPD dan biaya vang ditetapkan didatam DPA-SKPD termaksud merupakan batas pengeluaran
tertinggi untuk masing-masing kegiatan

Pengeluaran biaya yang tercantum didalam DPA-SKPD harus mencapai sasaran fungsional
kegiatan vang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip hemat dan wajar serta disusun
berdasarkan standar pembakuean biava sebagaimana ketentuan vang berlaku

Penggunaan biava penalanan dinas  disesumkan dengan urgensi  kegiatan dengan
memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas. Untuk Perjalanan Dinas dalam rangka studi
perbandingan ke Luar Negen hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat
vang berwendng,

Bagian Kedua
Kekvuasaan Pengelolaan Keuangan Dacrah

Paragraf Pertama
Pemegang Kekeasaan Pengelolaan Kenangan Daerah
Pasal 9

Bupan selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan
daerah dan mewakili pemenntah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah vang dipisahkan
Pemegang kekuasaan pengelolaan kevangan daerah sebhagaimana dimeksud pada avat (1)

mempunyal kewenangan menetapkan |

a. kebiakan tentang pelaksanaan APBD,
b. kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

jo



{4)

(1)

(2)

(3]

(4)

kuasa pengguna anggaran / pengguna barang;

bendahara penerimaan dan / atau bendehera pengeluaran;

pejabat yang bertugas melakekan pemungutan penerimaan daerah;

pejabat yang berfugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

pejabat vang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan

pejabat vang bertupras melakukan pengujian atas tagihan dan memenntahkan pembayaran
Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpehkan sebagian atau
seluruh kekuasaannya kepada

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola kevangan daerah;

b Kepala SKPKD selaku PPED; dan

c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran | pengguna barang,

Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
berdasarkan pninsip pemisahan kewenangan antara yang memenntahkan, menguji, dan yang
menerima atau mengeluarkan vang

= o A 6

Paragrafl Kedua
Koordinator Pengelolaan Keusangan Daerah

Pasal 10

Sekretanis Daerah selaku koordinmor pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan peran dan

fungsinya dalam membaniu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan

petyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan kevangan daerah

Sekretaris Daerah selaku koordmator penpelolaan keuangan dacrah scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai tugas koordinas: di idang :

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

b. penvusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang dacrah;

c. penyusunan rancangan APBD, rancangan peruhahan APBD;

d. penyusunan Rapeda APBD, perubahan APBD, dan penanggungjawaban pelaksanaan APBD,

€. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan

f.  penvusunan laporan kewangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanasn AFBD.

Sclain mempunyal tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretans Daerah

METPUNYal tugs

a. memimpin TAPD;

b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBLY,

¢. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

d  membenkan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DFPA-SKPD, dan

e melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keusngan dacrah lainnva berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati,

Koordinator pengelolaan keuangan dacah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat {3) kepada Bupati



(1)

(2]

(4]

(1)

(2)

Paragraf Ketiga
Pejabat Pengelola Kenangan Daerah

Pasal 11

Kepala SKPKD selaku PPED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b mempunyai

fugas :
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan kevangan daerah;

f.

menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

melaksanakan pemungutan pendspatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

melaksanakan fungsi BUD;

menyusun laporan kewangan dacrah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
dan

melaksanakan tugas |ainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Dagrah.

PPED dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang |

a.

o

1]

E.
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

i

1

menvusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD,

mengesahkan DPA-SKPD'DPPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD,

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas dacrah,
melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan Surat Penvediaan Dana (SPDY);

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pembenan pinjaman atas nama pemerintah daerah;

menyajikan informasi keuangan dacrah, dan
melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan kevangan dserah
selaku kuasa BUD.
PPED beranggungrawab atas pelaksanzan tugasnya kepada Bupati melalui Sckretaris Daerah

Pasal 12

Penumjukan kuasa BUD schagaimana dimaksud dalam pasal 11 avat (3} ditetapkan dengan

Keputusan Bupats

Fuasa BUD sebagaimana dimaksud pada avat (1), mempunyai lugas :

a
b,

L.

menyviapkan anggaran kas,

menviapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

menyimpan seluruh bukti ashi kepemilikan kekayaan daerah,

memantau pelaksanaan penenmaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembagpa
keuangan lainnya yang ditunjuk;

12



mengusahakan dan mengatur dana vang diperlukan dalam pelaksanaan APBDY,
memnyimpan uang dacrah;
melaksanakan penempatan uang deerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah;
melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban
rekening kas umum daerah;

J.  melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

I melakukan penagihan pistang daerah,
{3} Kuasa BUD beriangpungiawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

el — b1 - B

Pasal 13

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainaya dilingkungan SKPKD uniuk melaksanakan tugas-
ll.l.g&ﬁ sebagai berikut ;

menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBLY,

melakukan pengendalian pelaksanaan APED;

melaksanakan pemungutan pajak daerah,

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemenntah daerah,
melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah, dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

qq:—anp.ﬂp‘ﬂi

Pasal 14

(1} PPED selaku BUD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan
penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yvang dimuat dﬁlﬂ'n DPA-SKPD dan
anggaran kas;

(2) Penyiapan draf SFD dilaksanakan cleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPED selaku BULD,

{3) SPD diterbutkan terdin atas 3 lembar ;

a. Lembar | umuk SKPD
b, Lembar 2 untuk Pengawasan Daerah
¢. Lembar 3 untuk arsip PPKD selaku BUD
(4) PPEI} selaku BUD mencatat SPD yang diterbitkan kedalam Register SPD

Paragraf Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

Pasal 15

Kepala SKFD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang scbagmmana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3) huruf ¢ mempunyai fugas :

menyusun RKA-SKPD,

menyusun DPA-SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
melaksanakan anggaran SKPD vang dipimpinnya.

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Melakukan penatausahaan pelaksanaan anggaran SKPD mencakup

(1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)

{2) Surat Ketetapan Retnbusi ( SKR) Dacrah

(3) Surat Tanda Setoran (STS)

{4) Surat Perintah Membayar (SPM

{5} Surat Penolakan Penerbitan SPM

{6} Surai Pengesahan Laporan Penanggungjawaban

(7) Register Penerbitan SPM

(8) Regmster Penolakan Penerbitan SPM

g, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

N
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(1)

{2)

(3}

(4]
|5)

{6}

(7)

(8)

()

mengadakan ikatan / perjanpan kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran vang telah
ditetaplan;

menandatangani Sural Perintah Membayar (SPM),

mengelola wtang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD vang dipimpinnya:

mengelola barang milik daerah / kekavsan daerah yvang menjadi tanggungjawab SKPD yang
dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD vang dipimpinnya,

melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati, dan

berlanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalu Sekretaris Daerah.

Paragraf Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang
Pasal 16

Pejabat pengguna anggaran / pengguna barang dilingkungan Sekretariat Daerah dalam
melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Asisten
dilingkungan Sekretariat Daerah selaku kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang.
Pejabal pengguna angparan/pengguna barang pada Badan/Trinas dalam melaksanakan fugas-tugas
dapat melimpahkan sebagian kewenangannyva kepada Kepala Bagian/Kepala Bagian Tata
Usaha'Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang,
Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, kompetensi jabatan,
behan kerja, jumlah anggaran vang dikelola, rentang kendali dan pertimbangan objektil lainnya.
Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.
Kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang bertanggungyawab atas pelaksanaan togasnya
kepada pengguna anggaran / pengguna barang.
Pelimpahan wewenang kepada Kepala BagianKepala Bagian Tata Usaha/Kepala Bidang dapat
chatur sebagai berikut
a. Kepala Bagian Tata Usaha dapat ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengelola
pendapatan dan belanja tidak langsung dan/atau belanja mengikat, meliputi :
- Gap dan wnjangan pegawai negen sipil, honorarium tenaga kontrak kerja/pegawai tetap
non PNS; dan
- Program dan Kegiatan penunjang pelaksanaan urusan wapib dan urusan pilihan, vaitu
program dan kegatan yang mengakomodir eks BALL
b. Kepala Bagian‘Kepala Bidang mengelola program dan kegiatan vang sesual dengan tugas
pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya (eks BOP dan BM Publik ).
Kuass Pengguna Anggaran dalam pelaksanzan anggaran belanja SKPD berdasarkan pelimpahan
wewenang dan Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang menggunakan anggaran
belanja SKPD dan melaksanakan penatausahaan mencakup .
a Buku Kas Umum
b. Buku Kas Pembantu
¢ Buku Rekapnulasi Penerimaan Harnan
d Surat Pertanggungjawaban
¢ Tanda-tanda Bukti Pengeluaran/Pembayaran
I Surat Pernvataan Pengajuan (SPP)
Dalam rangka pengadaan barangfjasa, Kuass Pengguna Angparan membentuk Panitia/Pejabat
Penpadaan Barang/Jasa

Paragral Keenam
Pejabat Pembuat Komitmen
Pasal 17

Dalam kegiatan dan‘atau  proses pengadaan  barangfasa BadanDinas, Pengguna
Anpgaran/Pengguna Barang dapat menunjuk Kuoasa Pengguma Anggaran di lingkungan
BadanDinas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD
selaku Pengguna Angparan yang bertanggungawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

14



(2)
(3}

(4

(5]

i6)

{7}

{8)

Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Kantor/'Kecamatan dapat menunjuk Kepala Seksi vang

diangkat dengan Keputusan Pengguna AnggaranPengguna Barang

Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai beriku :

a. Memiliki integritas moral;

b. Memiliki disiplin tinggi;

¢ Memiliki tanggungjawab dan kualifikas) teknis serta manajenal untuk melaksanakan tugas
vang dibebankan kepadanya;

d. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 memilikt sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa
pemerintah  atau memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadasn  barangfjasa
pemerintah;

e, Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam
sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.

Yang dimaksud persyaratan manajerial sehagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢, antara lain

a Berpendidikan sekurang-kurangnya Diploma 3 (D3} sesuai dengan bidang keahlian yang
diperlukan;

b. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa
pemerintah atau memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatthan pengadaan barengfjasa
pemenntah;

¢ Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun memimpin/mengorganisasikan kelompok kerja
yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa;

d  Memiliki ketaatan yang tinggri dalam melaksankan setiap tugas/pekenjaannya;

e. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam
sikap dan perilaku antara lain tidak terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme { KKN),

f. Penilaian kondite dan prestasi kera (Dafiar Penilaian Pelaksanaan Pekenaan) untuk masa 3
(tiga) tahun terakhir dengan milai rata-rata minimal "Baik™

Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah |

a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketemtuan-ketentuan mengenal peningkatan
penggunaan produksi dalam negen dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil
termasuk koperasi kecil, senta kelompok masyarakat,

¢. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendin (HPS), jadwal, tata cara pelaksanzan
dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan
pengadaan;

d. Menctapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia‘pejabat pengadaan/umit layanan

pengadaan sesuai kewenangannya,

Menetapkan besaran uvang muka yang menjadi hak penyedia barangfasa sesuai ketentuan

vang berlaku;

Menviapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barangjasa kepada pimpinan instansinya;

Mengendalikan pelaksanaan perjanjian‘kontrak;

Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Bupat dengan berita acara

penyerahan;

Menandatangani pakta inlegritas sebelum pelaksanaan pengadan barang/jasa dimulai

thabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa

apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan

dilampauwinya batas anggaran yang tersedia

Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dan segi admimstrasi, fsik, kevangan, dan

fungsional atas pengadaan barang/jasa vang dilaksanakannya.

Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen

anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan vang bersangkutan telah dialokasikan,

dengan  ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barangfasa (SPPBJ) dan
penandatanganan kontrak pengadaan barangfasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk
kegiatan sebagaimna dimaksud pada avat (5) disahkan

L]
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Paragrafl Ketujuh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pasal 18

Pejabat pengeung anggaran / penggung barang dan kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna
barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kera SKPD
selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Penunjukan pejabat sebapaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi
Jjabatan, anggaran kegmatan, beban kerja, lokasi dan‘atan rentang kendali, pertimbangan objektif
lainnya dan Tugas Pokok dan Fungsi.

Pejabat Pelaksana Tekmis Keglatan yang ditunjuk oleh pengguna anggaran [/ pengguna barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
pengguna anggaran | pengguna barang

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran | kuasa
pengguna barang sebagsimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Dacrah adalah Kepala Sub Bagian sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsinys yang ditetapkan oleh Asisten sclaku Kuasa Pengguna
Anggaren/Kuasa Pengguna Barang,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD adalah Kepala Sub Bagian sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yang ditetapkan oleh Kuasa Penpguna Angparan/Kussa
Pengguna Barang.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada BadanDinas adalah Kepala Sub Bagian/Sub
Bidang/Kepala Seksi sesuai denpan Tugas Pokok dan Fungsinya yang ditetapkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pejabat Pelaksana Tekmis Kegiatan pada Kantor adalah Kepala Seksi sesuai dengan Tugas Pokok
dan Fungsinya vang ditetapkan oleh Kepala Kantor selaku Pengguna AnggaranPengguna
Barang,

Pgjabat Pelaksana Teknis Kegpatan pada Kecamatan adalah Kepala Seksi yang ditetapkan oleh
Camat selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas mencakup

Mengendalikan pelaksansan kegiatan,

Melaporkan perkembangan pelaksansan kegiatan;

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengelusran pelaksanaan kegiatan;

Menandatangani Surat Perminiaan Pembayaran (SPP),

Bertanggungjawab, baik dari segi kevangan, administrasi, fistk maupun fungsional untuk

kepatan vang dipimpinnya;

Mengadakan pemenksaan Kas terhadap Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kegiatan

vang dipimpinnya sedikimya 3 (tiga) bulan sckali dan bertangpungjawab terhadap

penyelenggaraan pembukuan / pencatatan secara tertib;

g Menandatangani tanda bukti pembayaran (kwitansi);

h, Dapat mengadakan ikatan dengan pihak ketiga atau Penyedia Barang/Jasa setelah mendapat
penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan dilarang mengadakan ikatan yang akan
membawa akibat dilampawinva batas anggaran vang tersedia dalam DPA-SKPD atau
dokumen lain yang disamakan

oan TR

—

Dokumen anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf ¢ mencakup dokumen
administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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(1)

(2}

(3)

(3)

(6]

(7)

(%)

Paragraf Kedelapan

Pejabat Penatausahaan Kevangan SKFD
Pasal 19

Untuk melaksanskan anggaran vang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan
pejabat yang melaksanakan fungsi tats ussha kewangan pada SKPD sebagai Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.

Dalam hal im Kepala Sub Bagian yvang mempunvail tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola
keuangan pada BadanDinas atan Sekretars/Kepala Tata Usaha pada KecamatanKantor dapat
diangkat untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai PPE-SKPD.

PPE-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas |

a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa vang disampaikan oleh bendaham
pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GLJ, SPP-TU dan SPP-1S gaji dan tunjangan PNS serta
penghasilan lainnva yang ditctapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan vang
diajukan oleh bendahara pengeluaran;

¢. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

d. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);

e. melakukan verifikas: harian atas penerimaan;

f melaksanakan akuntansi SKPD; dan

g menviapkan laporan keuangan SKPD.

PPR-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabai vang bertugas melakukan pemungutan

penerimaan daerah, bendahara, dan‘atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan maupun Pejabat

Pembuat Komitmen,

Penatausahasn Keuangan SKPD terdin darn :

a Penatausahaan Penerimaan merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan,
menyetof, membayar, menyerahkan dan mempertanggungawabkan penerimaan uang vang
berada dalam pengelolaan SKPD dan atau SKPKD.

b, Penatausshaan Pengeluaran merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan,
membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang berada dalam
pengelolaan SKPD dan atan SKPKD.

Pejabat Pelaksana Penatausshaan Penenimaan pada SKPD yaitu Pengguna AnggaranKuasa

Pengguna Anggaman (PA/KPA), PPK-SKPD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu (jika perla).

Pejabat Pelaksana Penatausahaan Penerimaan pada SKPKD yaitu PPKD selaku BUD dan Kuasa
BUD.

Dokumen Penatausahaan Penerimaan terdin dan :

&, "Anggarad kas

DPA-SKPD

Buku Kas Umum

=

g 0

Rekapitulasi Penenmaan Harian {RPH)
Surat Ketetapan Pajak Daerah { SKP-Daerah)
Bukti pencrimaan lainnya yang syah

e m
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(%)

g Nota kredit bukti setoran
h. Buku simpanan/bank

J-

Perincian penerimaan per rincian obyek
Registerast penenimaan kas.

Proses penatausahaan Penerimasn melalui Bendahara Penerimaan yaitu -

i

Pihak ketiga mengisi surat tanda bukti pembayaran berdasarkan SKP-Daerah, SKRD dan
tanda bukti lainnva yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan

Bendahara penerimaan mengisi 5TS sebagai bukti penyetoran penerimaan

Bendahara penenmaan menenma uvang dan mencocokkan antara surat tanda buokt
pembayaran, 5TS dan SKP-Daerab/SKRD/1anda bukti penenmaan lainnya yang sah
Dokumen-dokumen vang digunakan olch bendahara penerimaan yatu

Bukn Kas Umum

Rekapitulas) Penerimaan Hanan

Surat Ketetapan Pajak Daerah { SKP-Dacrah)

Surat Ketetapan Retnbusi Daerah (SKRD)

Surat Tanda Bukt Pembayaran

Surat Tanda Setoran (STS)

Bukti penerimaan lainnva vang sah

S N s

¢. Bendahara penenmaan mencatal penenmaan kedalam buku kas umum

Bendahara penerimaan melakukan rekapitulasi penenmaan secara hanan kedalam RPH
Bendahara penerimaan harus selalu menyetor penerimaan kas ke rekening kas umum daerah
pada bank pemerintah vang ditunjuk paling lambat | (satu) han kerja setelah penerimaan uang
kas

Setoran ke rekening kas umum dianggap sah, bilamana kuasa BUD sudah menenma buki
nota kredit

Bendahara penerimaan secara administratife harus mempertanggungjawabkan penerimaan
yang menjadi tanggungjawabnya kepada pengguna anggaran disertai dengan bukti-bukti
penerimaan / setoran

Bendahara penerimaan secara fungsional harus mempertanggungjawabkan pencrimaan yang
menjadi  tanggungiawabnya kepada PPKD selaku BUD  disertm dengan  bukti-bukti
penerimaan'setoran paling lambai tanggal 10 bulan benkutnya

PPED selaku BUD akan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas pertanggungjawaban
bendahara penerima

Berdasarkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis, PPED akan menerbitkan surat pengesahan
terhadap pertenggungjawaban bendahara penerima

Bendahara penerimaan dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung
kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan pemjualan jass atau bertindak sebagm
penjamin atas kegiatan /pekerjaanpenjualan
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n. Bendahara penerimaan dilarang membuka rekening dengan atas nama pribadi pada bank atau
@ro pos dengan tyuan pelaksanaan APBD
0. Bendahara penerimaan dilarang menyvimpan uang, cek atau surat berharga lebih dan 1 (satu)
hari kerja.
{10} Pejabat Pelaksana Penatausshaan Pengeluaran pada SKPD yaitu Pengguna Anggeran/Koasa
Pengpuna Anggaran (PA/KPA), PPK-SKPD, dan Bendahara Penpeluaran.
(11) Pejabat Pelaksana Penatausahaan Pengeluaran pada SKPKD yaitu PPKD selaku BUD dan Kuasa
BUD
{12} Dokumen Penatausahaan Pengeluaran terdin dari
d. Anggaran Kas
b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKFD)
¢. Surat Penyediaan Dana (SPD)
d, Register SPD
e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdini atas
1. SPP-Uang Persedinan (SPP-UP)
2. SPP-Ganti Uang Persediaan {SPP-(GLT)
3. SPP-Tambahan Uang {SPP-TLI)
4. SPP-Langsung {SPP-LS)
f.  Regster SPP
g Surat Penintah Membayar (SPM)
h. Register SPM
1. Surat Penintzh Pencairan Dana (SP2D)
J. Register SP2D
k. Buku Kas Umum
. Buku Simpanan/Bank
m. Buku Pamar
n. Buku Pajak PFN/PPh
0. Register Penutupan Kas
p. Penncian Pengeluaran per Rincian Obyek
(13} Proses Penatausahaan Pengeluaran terdin atas :
4. Penatausahasn pengeluaran pembebanan langsung (LS) terdin atas
1. Penertutan Surat Penyediaan Dana (SPD)
Pengajuan SPP
Penerbitan SPM
Penerbitan SP2D
b. Penetausahaan pengeluaran pembebanan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU)
dan Tambahan Uang Persediaan (TU) terdin atas -
1. Penerbitan Surat Penyvediaan Dana (SPD)

::..-I-r-\.-'l

=

1%



(2)

(4]

(3)

Pengajuan SPP
Penerbitan SPM
Penerbitan 5P2D
Penggunaan Dana

=

Peranggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ)

Paragraf Kesembilan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 20
Bupati atas usul PPED berdasarkan ajuan dan Kepala SKPD menctapkan bendahara penerimaan
dan bendahara pengeluaran uniuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangks pelaksanaan
anggaran pada SKPD

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pejabat fungsional,

Bendahara penenimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung
dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penjualan, serta membuka rekening / giro
pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi

Bendahara penenmaan dan / atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat
dibantu oleh bendahra penenimaana pembantu dan / atan bendahara pengeluaran pembaniu

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab alas
pelaksanaan tugasnya kepada PPRD selaku BUD.
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Paragral Kesepuluh
Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan
Pasal 21

1} Untuk Organisasi di Lingkungan Sckretariat Daerah -

PENGGUNA ANGGARAN /
PENGGUNA BARAMNG

KUASA PENGGLINA
AMNGGARAN

FEJABAT PEMBLIAT
KOMITMEN

PEJABAT PELAKSANA PPK - SKFD
TEENIS KEGIATAN ( PPTK )

2y Untuk Organisasi di Lingkungan SKPD (Badan/Dinas) ;

PENGGUNA ANGGARAN /
PENGGUNA BARANG

KUASA PENGGUNA
ANGGARAN KUASA
PENGGUNA BARANG /
PEJABAT PEMBLIAT
KOMITMEN

PEJABAT PELAKSANA PPK - SKFD
TEKNIS KEGIATAN

3) Untuk Organisasi di Lingkungan Sekretanat DPRD

PENGGUNA ANGGARAN /
PENGGUNA BARANG

KUASA PENGGUNA
ANGGARAN / KUASA
PENGGUNA BARANG /

PEJABAT PEMBUAT

KOMITMEN

PEJABAT PELAKSANA PPE - SKPD
TEKNIS KEGIATAN { PPTK )
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4} Umiuk Organisasi di Lingkungan SKPD (Kantor)

KEPALA KANTOR
PENGGUNA ANGGARAN

KEPALA SERSI

KEGIATAN [ PPTK ) / Fj PK

PEJABAT PELAKSANA TERNIS

5} Untuk Organisasi di Lingkungan SKPD (Kecamatan) .

CAMAT

PEMGGUNA ANGGARAN

KEPALA TATA USAHA

PPK - SKPD

KEEPALA SEEST
PETABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN { PPTK }/ P PK

Kelerangan : - Pj.PK adalah Pejabat Pembuat Komitmen
- PPK adalah Pejsbat Penatausahaan Keuangan

Paragraf Kesebelas

SEERETARIS

PPK - SKPD

Bagan Alir Proses Penatausshaan Keuangan
Pasal 11

I. Proses Pencairan dan Pembayaran LS

PEJABAT PENGGUNA |

ANGGARAN/KUASA P=_‘- REAAER
5PM

P e s

PENGELUARAN
{SEP-LS)

PFTE
{ menyiagpkan dokamen)

Keterangan : =% SPP - LS Pembayaran gaji dan Tumjangan

LIAMG

TAGIHAN &

==+ SPP - LS Pengadaan Barang / Jasa
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b. Proses Pencairan dan Pembayaran UP/GULITU

PEJIABAT PENGGUNA ]
AMNGEARANKLIASA _J

SPM - UPAGLTL

¥
[ PPK - SKPD J
ry
SPP - UPGLITU

BENDAHARA AR

o KUASA
BTy

SPID

o Bank

PENGELUARAN
{SPF-LS)

¢. Pejabat Penatausahaan Keuvangan — SKPD ( PPK - SKFPD )

PEIABAT PEMGUILIMA
AMNGGARANEUASA

1

|

FPK - SKPD

1 {SEKRETARIS/TATA USAHAKEUANGAN)

J

| ,

PENYIAPAN VERIFIKAS]
EPM SPJ

d. Hubungan Fungsional dan Administrasi Bendahara

!

AKUNTANSI &
PELAPORAN
KEUANGAN

ANGGARANTKUASA

PEIABAT PEMNGGUNA ]

[ PPRD SELAKU BUD J
I

BENDAHARA
PENARIMAAN

TS
RPH
SPI PENDAPATAN

Ll fF van

BENDAHARA
PENGELUARAN

(IR

SPP - UPAGUITULS
BUKU-BUKLU
SPJ - BELAN]A




Paragraf Keschelas
Fejabat Pengelolaan Kenangan
Pasal 22

Penunjukan pejabat pengelolaan kevangan schagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 21
berdasarkan pertimbangan tekms dapat ditunjuk dengan Keputusan tersendin setelah dikonsultasikan
dan mendapat persetujuan darl Ketua Tim Anggaran,

Paragral Keduabelas
Pengaturan Perjalanan Dinas
Fasal 23

{1} Sctiap pegawai yvang akan melaksanakan peralanan dinas harus dilengkapi dengan Surat Perintah

Perjalanan Dinas (SPPD) yang berfungsi pula sebagai surat tugas, diatur sebapai berikut -

4. Bupati / Sekretans Daerah untuk menandatangani surat tugas
- Asisten Pemerintah, Asisten Perekonomn & Kesgjahternan Rakvat dan  Asisten

Administras,

- Kepala Satvan Kerja Perangkatl Daerah.

b. Asisten Pemeriniahan, Asisten Perekonomian dan Kescjahteraan Rakyat dan  Asisten
Administrasi untuk menandatangani sural lugas para Kepala Bagian dilinghungan Seda

¢. Kepala Satuan Kerja untuk Sekretans / Kepala Bagian / Kepala Bidang / Kepala Seksi | Kepala
UPTD .

d. Pejabat Pelaksana Tekmis Kegatan untuk Kepals Sub Bidang / Kepala Seksi / Kepala Sub
Bagian dan Pelaksana '

¢ Setiap pegawai yang melaksanakan SPPD harus melaporkan hasilnya.

{2} Setap pembayaran biava honoranum, pembelian barang / pekerjaan dan jasa-jasa lainnya harus
dikenakan pajak dan pengeluaran lainnya sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku,

Bagian Ketiga
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran

Paragral Pertama
Peongajuan SPP-UP
Pasal 24

{1} Bendahara pengeluaran berdasarkan SPD, mengajukan SPP-UP kepada PA / KFA melalui PPK-
SKPD

(2} SPP-UP diajukan untuk pengisian uang persediaan {revolving) yang ditujukan bukan pembayaran
langzung

(3] Kelengkapan SPP-UP terdin dan :
a. Swrat Pengantar SPP-UP
b Ringkasan SPP-UP

Rincian SPP-LIP

Salinan SFD

Draf surat permyataan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa

=L

uang yang diminta tidak dipergunakan untuk kepertuan selain vang persediaan
. Lampiran lain vang diperlukan
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{4} SPP-UP vang diajukan dibuat rangkap 3 (lembar 1 & 3 untuk PPK-SKPD, lembar 3 untuk arsip
bendahara pengeluaran),

(5) Bendahara pengeluaran mencatat SPP-UP yang diajukan kedalam register SPP-UP / SPP-GU |
SPP-TUL

Paragraf Kedua
Pengajuan SPF - GLU
Pasal 25

{1) Bendahara pengeluaran berdasarkan SPD, mengajukan SPP-GU kepada PA | KPA melalwm
FPE-SKPD.
{2) SPP-GL] disjukan untuk mengganti uang persediaan (revolving) yang telah dipunakan.
(3} Kelengkapan SPP-GU terdin dari |
a.  Surat pengantar SPP-GLU
b Ringkasan SPP-GL
¢. Rancian SPP-GL
d. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban (SPJ) atas penppunsan dana SPP-UP/GU
periode ssebelumnya.
Salinan SPD
Draf sural pernyataan pengguna anggaran'kuasa pengguna anggarn yang menyatakan bahwa
uang vang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain panti uang persediaan.

= -ﬂj

g Lampiran [an yang diperlukan,

(4] SPP-GU yang diajukan dibuat rangkap 3 (lembar 1 & 2 untuk PPK-SKPD, lembar 3 untuk arsip
bendabara pengeluaran)

| 3) Bendahara pengeluaran mencatat SPP-GU vang digjukan kedalam register SPP-UP / SPP-GU /
SPP-TL.

Paragral Ketiga
Fengajuan SFP - TU
Pasal 26

(1) Bendahara pengeluaran berdasarkan SPD, mengajukan SPP-TU kepada PA/KPA melalu PPK-
SKPD.
(2) SPP-TU diajukan untuk menambah vang persediaan yang akan digunakan untuk melaksanakan
kematan vang bersifat mendesak.
{3) Karakteristik SPP-TU antara lain ;
& Digunakan untuk melaksanakan kegiatan yvang bersifat mendesak.
b. Besaran nilai rupiah tambahan vang berdasarkan persetujuan PPRD.
¢. Tambahan uang harus habis digunakan dan dipertanggungjawabkan pada periode yang sama
dengan perminizan tambahan uang.
d Jika tambahan uvang persedizan tidak habis digunakan, maka sisa vang harus disetor kembali
pada akhir periode permintaan uang persedraan.
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{4) Kelenghapan SPP-TU terdiri dan -
. Surat pengantar SPP-TU

Ringkasan SPP-TL!

Rincian SPP-TU

Salinan SPD

Surat pengesahan SPJ

Diraf surat pernyataan penggune anggarankuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa

uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan,

(5) SPP-TU vang diajukan dibuat rangkap3 (lembar 1 & 2 untuk PPK-SKPD, lembar 3 untuk arsip
bendahara pengeluaran),

{6) Bendahara pengeluaran mencatat SPP-TU yang diajukan kedalam register SPP-UP / SPP-GU |
SPP-TU

LB R RN -

Paragraf Keempat
Pengajuan SPP-LS
Pasal 27

(1} SPP-LS ada dua jenis vaitu :

a. 5PP-LS Pembayaran Gaji & Tunjangan
b, SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa

(2} Berdasarkan SPD atau vang dipersamakan dengan SPD, Bendahara pengelusran mengajukan SPP-
LS Pembayaran Gaji & Tunjangan Kepada PA/KPA melalusi PPK-SKPD.

(3) Berdasarkan SPD atau vang dipaersamakan dengan SPD bendahara pengeluaran dengan
persetujuan PPTK mengajukan SPP-LS Pengadaan Barang / lasa kepada PA / KPA  melalw
PPE-SKPD.

(4) Kelengkapan dokumen SPP-LS Pembayaran Gaji & Tunjangan terdini dan :

2. Surat pengantar SPP-LS

b. Ringkasan SPP-LS

c. Rincian SPP-L.5 dan

d. Lampiran SPP-LS Pembayaran Gaji & Tunjangan yang mencakup :

Pembayaran Gaji Induk

Gaji susulan

Kekurangan gaji

{3aj terusan

Uang duka wafat'tewas yang dilengkap dengan daftar gaji induk/pajt susulan’kekurangan

gaji/uang duka wafat

6. SKCPNS

7. SKPNS

8 5K Kenaikan Panghkar

% 8K Jabatan

Iy Kenaikan Panghkat

1. Surat Pernyataan Pelantikan

12, Surat pernyataan masih menduduks jabatan

h L Lad jud —

13, Surat pernvataan melaksanakan tugas
14, Daftar Keluarga (KP4)
5. Fotocopt sural mikah



16, Fotocom akte kelahiran
17. SKPP
18, Daftar potongan sewa umah dinas
19 Surat keterangan masih sckolahkuliah
20, Surat pindah
21 Sural kematian
22, 55P PPh Pasal 2] dan
23 Kelengkapan tersebut digunakan sesuai peruntukannya,
(3) Relengkapan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barangasa mencakap :
4. Surat pengantar SPP-LS
b. Ringkasan SFP-LS
¢. Rincian SPP-LS dan
d. Lampiran $PP-L3 Pengadaan barangjas mencakup :
Salinan SFD
Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait
58P disertai fakiur pajak (PPN dan PPh) vang telah ditandatangani wajib pajak

gttt

rekanan

L

mencaniumkan nomor rekening pihak ketiga
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

Berita Acara Serah Tenma Barang/Jasa
Berita Acara Pembayaran

o e

disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

Surat pernyatagn pengguna anggaankuasa pengguna angparan mengenai pencélapan

Surat perjanjian kerjasama’kontrak antara pihak ketige dengan pengguna anggaran vang

Kwitanst bermateral, nota'faktur vang ditandatangam mhak ketipa dan PPTK serta

[0, Surat jaminan bank atau yang dipersamakan vang dikeluarkan oleh bank atau lembaga

keuangan non bank

|1. Dokumen lain yang dipersvaraikan untuk konirak-kontrak yang dananya sebagian atau

seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/ibah luar negen

12. Benta acara pemenksaan vang ditandatangam oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur

panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa

13, Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah

kerja
14.  Photo'bukuwdokumentas: tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan

15, Potongan jamsostek { potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku'sural pemberitahuan

jamsostek )

6. Khusus untuk pekerjasn konsultan vang perhitungan harganys menggunakan biava
personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti
kehadiran dan tenaga konsultan scseai dengan pentabapan waktu pekerjaan dan bukti
penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukt pengeluaran lainnyva berdasarkan nincian

dalam surat penawaran
17.  Kelengkapan tersebut digunakan sesuai peruntukannya,
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{&) SPP-LS yang diajukan dubuat rangkap 3 (lembar | & 2 untuk PPK-SKPD, lembar 3 untuk arsip
PPTK danvatau bendahara pengeluaran).
{7} Bendahara pengeluaran mencatat SPP-LS yang diajukan kedalam register SPP-LS.

(&)

{7

(&)

(9)

(18]

L

Bagian Keempat
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Paragral Pertama
Penerbitan SPM = UP / 5PM - GU / SPM - TU
Pasal 28

PPE-SKPD mewakili PE/KPA menerima  SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU vang diajukan oleh

Bendahara Pengeluaran,

PPK-SKPD atas nama PA/KPA menelit kelengkapan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TLUL

PPK-SKPD mencatat SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU yang diterima kedalam register SPP-UP /

SPP-GU/SPP-TU.

Iika kelengkapan SPP-UPSFPP-GUSPP-TU  dinvatakan lengkap dan  sah, PPK-SKPD

menyampaikan SPM-UP/SPM-GL/SPM-TU untuk ditandatangani oleh PAKPA.

lika kelengkapan dokumen SPP-UP/SPP-GLI/SPP-TU dinyatakan tidak lengkap dan sah, maka

PPR-SKPD menolak untuk  menerbitkan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU  dan  selanjutnya

mengembalikan SPP-UP/SPP-GL/SPP-TU kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi dan

deperbaki,

PAKPA menerbitkan SPM-UP/SPM-GLISPM-TU paling lambat 2 han kera terhitung sejak

diterimanya pengajuan SPP-UP/SPP-GLYSPP-TU yang dinvatakan lengkap dan sah,

PAKPA melalw PPK-SKPD mengembalikan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU paling lambat 1 hari

kerjn terhitung scjak diterimanya pengajuan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU yang bersangkutan,

PPE-SKPD mencatat penerbitan SPM-UP/SPM-GL/SPM-TU vang diterima ke dalam Register

Penerbitan SPM.

PPE-SKPD mencatat penolakan penerbitan SPM-UP/SPM-GLI/SPM-TU yang ditenime ke dalam

Repister Penolakan SPP.

Penerbitan SPM-UP/SPM-GLISPM-TU terdin atas 3 lembar yang terdin atas

a. Lembar | & 2 dikirim ke Koasa BUD

b. Lembar 2 akan dikembalikan ke PPE-SKPD setelah dibubuhi cap " Telah diterima oleh
Kuasa BUD tanggal dan Nomor ™

¢ Lembar 3 sebapgai arsip PPK-SKPD.

Paragraf Kedua
Penerbitan SPM - LS
Pasal 29

PPK-SKPD atas nama PAYKPA menerima SPP-LS baik SPP-LS Pembayaran Gap & Tunjangan
dan SPP-LS Pengadaan barang/Jasa yang diajukan oleh bendahara pengeluaran,
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PPE-SKPD mencatat SPP-LS yang diterima kedalam register SPP-LS.

PPE-SKPD atas nama PA/KPA meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS.

Jika kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan

SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA.

Jika kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakan tidak lengkap dan sah, maka PPK-SKPD menolak

untuk menerbitkan SPM-LS dan sclanjumnya mengembalikan SPP-LS kepada bendabam

pengeluaran untuk dilengkapi dan diperbaiki.

PA/RPA mencrbitkan SPM-LS paling lambat 2 (dus) har kerja terhitung sejak diterimanya

pengajuan SPP vang dinvatakan lengkap dan sah,

PA/KPA melalw PPK-SKPD mengembalikan SPP-LUIP, SPP-GU dan SPP-TU paling lambat |

(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP vang bersangkutan.

PPK-SK.PD mencatat menerbitkan SPM-LS kedalam register penerbitan SPM,

PPK-SKPD mencatat penolakan penerbitan SPM-LS yang diterima kedalam register penolakan

SPP

Penerbitan SPM-LS terdiri atas 3 lembar yvang terdiri atas ;

a. Lembar | dan 2 dikinim ke Kuasa BUD

b. Lembar 3 sebagai arsip PPK-SKPD.

c. Lembar 2 akan dikembalikan ke PPK-SKPD setclah dibubuhi cap ™ Telah diterima oleh
Kuase BUD tanggal dan Nomor ™.

Bagian Kelima
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Pasal 30

Kuasa BUD menerima SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS yang diajukan oleh PA/KPA.
Kuasa BUD mencatat SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS yang ditenima kedalam register
SPM-UP/SPM-GL/SPM-TU/SPM-LS
Kouasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP/SPM-GLVSPM-TU/SPM-LS.
Jika kelengkapan dokumen SPM-UP/SPM-GLI/SPM-TLI/SPM-LS dinyatakan lengkap dan sah,
Kuasa BUD menyiapkan SP2D untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Jika kelengkapan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS dinyatakan tidak lengkap dan sah, maka
kuasa BUD menolak untuk menerbitkan SP2D dan selanjutnva mengembalikan SPM-UP/SPM-
GU/SPM-TU/SPM-LS kepada PAKPA untuk dilengkapi dan diperbaiki.
Kuasa BLID menerbitkan SP2D paling lambat 2 han kerja terhitung sejak dilerimanya pengajuan
SPM-UP/SPM-GL/SPM-TU/SPM-LS yang dinyatakan lengkap dan sah.
Kuasa BUD mengembalikan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS paling lambat 1 (satu) hari
kerja terhitung scjak dvenimanva pengajuan  SPM-UP/SPM-GL/SPM-TU/SPM-LS  yang
bersangkuan,
Kuasa BUD mencatat penerbitan SP2D kedalam register penerbitan SP2D.
Kuasa BUD mencatat penolakan penerbitan SP2D yang ditenma kedalam register penolakan
SPRA
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(10) Penerbitan SP2D terdiri atas 3 lembar yang terdini atas :

(2
(3
4
(5]
{6}

17

(&)

{10)

i)

a Lembar 1 diterima‘dikinm ke Bank.

b. Lembar 2 ditenima/dikinm ke SKPD setelah dibubuli cap ™ Telah diterbitkan SP2D
wnggal dan Nomor ™

c. Lembar 3 sebagm arsip BUIWKuasa BUD dilengkap lembar | SPM dan bukt
pengeluaran asli

Bagian Keenam
Pengzunaan Dana
Pasal 31

PPE-SKPD atss nama PA/KPA ménerima SPID lembar 2 { SP2D lembar 2 yang dibubuhi cap
“Telah diterbitkan SP2D tanggal, dan Nomor ™ ).
PPR-SKPD mencatat SP2D vang ditenima kedalam register SP2D.
PPE-SKPD menyerahkan SP2D ke bendahara pengeluaran
Bendahara pengeluaran mencatat SP2D vang diterima kedalam register SP2D.
Bendahara pengeluaran (atau pihak ketiga) menerima transfer uang ke rekemingnyva dan Bank
vang telah ditumuk.
Bendahara pengeluaran mencatat transfer'penerimaan kas kedalam buku kas wmum disis
peneTmasn.
Bendahora pengeluaran mencatat kedalam buke simpananbank (jikea pembebanan uang
persediaan/Ganti uang dan tambahan uang persediaan)).
Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran kas Kedalam buku kas umum disisi pengeluaran,
Bendahara pengeluaran meneatat pengeluaran kas kedalam bueku kas umum dan buku panjar, jika
uang vang dikeluarkan sebelum disentai bukti transaksi.
Bendahara pengeluaran mencatat pemotongan dan penyetoran pajak kedalam Buku pajak
PEN/PPh.
Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Pasal 32

Secara administratif. bendahara pengeluaran harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang
persediaan (UP), Ganti Uang (GU'), Tambah Uang (TU)) kepada Pengguna Anggaran berupa
pembuatan dan penvampaian laporan pertanggungjawaban,

Dokumen laporan pertanggungiawaban penggunaan vang UP, GU, TU harus disertal dengan
lampran

& Ringkasan pengeluaran per rincian obyek beserta bukti pengeluaran yang sah,

b. Bukt atas setoran PPNPPh ke kas negara

¢, Register penutupan kas,

Bendahara pengeluaran harus menvampaikan laporan peranggungjawaban beserta lampirannya
kepada penggun anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
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(1)

(2)

(3]
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Khususnya bulan  Desember, bendahara penpeluaran  harus  menyampaiakn  laporan
pertanggunyjawaban kepada pengguna anggaran melalui PPR-SKPD sebelum tanggal 31
Dresember
PPR-SKPD melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran vang dibuat oleh
bendahara pengeluaran. Verifikasi dilakukan dengan -

1. Penelitian kelengkapan dokumen

b. Keabsahan bukti-buku pengeluaran vang dilampirkan,

¢ Pengujian perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek.

d  Perhitungan pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran.

e, Pengupian kebenaran sesuai SPM dan SP2D periode sebelumnya
Selain melakukan perangjawaban secara administratif, bendahara pengeluaran secara fungsional,
bendahara pengeluaran SKPD harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada PPKD selaku
BUD.

Bagian Kedelapan
Penyvusunan Rancangan APBD
Paragraf Pertama
Pasal 33

Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyviapkan rancangan surat edaran kepala dacrah tentang
pedoman penyusunan RKA-SKFD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
Rancangan surat edaran Bupah fentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana
dimaksud pada avat (1) mencakup ;

a PPA vang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pemdapatan dan
pembiayaan,

b. Sinkronisast program dan kegiatan antwr SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai
dengan standar pelavanan minimal yang ditetapkan;

¢. Batas waktu penvampaian RKA-SKFD kepada PPKD;

d. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan SKPD terkait dengan prinsip-prinsip
pemingkatan efisiensi, efektifitas, transfaransi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam
rangka pencapaian prestasi kega; dan

e. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD,
analisis standar belanja dan standar satuan kerja.

Surat edaran kepala daerab perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud

pada avat { 1) diterbitkan paling lambar awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

FParagraf Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Pasal 34

Berdasarkan pedoman penyasunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3),
kepala SKPD menyusun REA-SKPD
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REA-SKPD disusun dengan menggunaken pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah
daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja,

Pasal 35

Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal
22 ayar (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju

Prakiraan maju sehagaimana dimakswed pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk
program dan kegatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran
vang direncanakan

Pendekatan penganggaran terpadu sehagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dilakukan
dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan
pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
Pendekatan penganggaran berdasarkan prestas: kerja schagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat
{2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan amtara pendanasn dengan keloaran yvang
diharapkan dari kegiatan dan hasi] serta manfast vang diharapkan termasuk cfisiensi dalam
pencapaian hasil dan keluran tersebut.

Pasal j6

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKFPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksod
dalam pasal 22 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD meayevaluasi
hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 anggaran berjalan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan vang
belum dapat dilaksanakan dan / ataw belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk
dilaksanakan dan / atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau | (satu) tabun berikutnya
dari tahun yang direncanakan,

[alam hal svatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir entuk pencapaian prestasi kera
vang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang difencanakan,

Pasal 37

Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestas: kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal %0 ayat
{2} berdasarkan padn indikator kincrja, capaian atau target kinega, analisis standar belanja,
standar satuan harga, dan standar pelavanan minimal.

[ndikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan ukuran keberhasilan yang akan
dicapa: dan program dan kegratan yvang direncanakan,

Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan
dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efeknvitas pelaksanaan dari senap
program dan kegiatan

Analisis standar belamja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran
atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegratan,
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Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan harge satuan setiap unit
barangfjasa yang berlaku disuatu dacrah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah,
Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja
dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yvang merupakan urusan wajib daemh,

Bagian Kesembilan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD

Paragraf Pertama
Penyviapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKFPD

Pasal 38

FPKD paling lama 3 (tiga) hari kema setelah peraturan dacrah tentang APBD ditetapkan,
memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD,
Rancangan DPA-SKPD sebapaimana dimaksud pada avat (1), mennei sasaran yang hendak
dicapai, program, kegiatan, anggaran vang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan
rencana penarikan dam tiap-tap SKPD serta pedapatan yang diperkirakan.
Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPED paling lama & (enam) han
kerja setelah pembernitahuan sebagaimana dimaksud pada avat (1).
Format DPA-SKPD schagaimana dimaksued pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran B-1
pératuran menter) ini.

FPasal 39

TAFD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling
lama 15 (lima belas) han kena sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tenfang penjabaran
APBD.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada avat ( 1), PPKD mengesahkan rancangan
DPA-SKPD dengan persetujuan sekretans dacrah.

DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} disampaikan kepada
Kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
olch kepala SKPD selaku pengguna anggaran | pengguna barang.

Paragral Kedus
Pergeseran Anggaran
Pasal 40

Pergescran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran
antar obyek belanja dalam jenis belanja dan atau rincian obyek belanja diformulasikan dalam
DPPA-SKPD.
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{2} Pergescran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas

persetujuan DPFRD.

(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan
sekretaris daerah

(4) Pergeseran anpgaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan avat (3) dilakukan dengan cara
mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, uniuk
selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

{3) Pergeseran anggaran antar umit organisast, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan
dengan cara merubeh peraturan daerah tentang APBD,

(&) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat
pergeseran scbagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan
peraturan kepala dasrah tentang penjabaran perubahan APBD.

Paragraf Ketiga
Penelitian Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DPA-SKPD)
Fasal 41

(1} Peneliian DPA-SKPD dilakukan oleh Tim Peneliti pada jadwal tertentu, agar terkoordinasi untuk
pentajaman sasaran kegiatan dan percepatan proses / pengesahannya.
{2} Dalam pelaksanaan penelitian DPA-SKPD Tim Penelitt bertugas sebagai bertkut -

a) Melaksanskan penelaahan dalam lingkup program dan kegiatan, target dan sasaran fungsional
kegiatan dengan memperhatikan RKA-nya senta penjabaran langkah-langkah kegiatan.

b} Mclaksanakan penclashan terhadap mama kegiatan, kode rekening, rencana alokasi dana
pertriwulan, dan target perhifungan biaya (perkalian / penjumlahan) pada form-form lampiran
DPA-SKFPD.

¢) Melaksanakan penclaahan mengenar besaran / efisicnsi biaya, harga satuan biaya (bahan, upah)
dan mempertajam alokasi kegiatan dalam lingkup sasaran administratf kegiatan.

Paragrafl Keempat
Pengesahan DPA-SKPD

Pasal 42

{1} DPA-SKPD yang telah diteliti disyahkan oleh Bupati melalui Bagian Keuangan Setda.

(2} DPA-SKPD yang sudah ditandatangani / disyahkan diagendakan oleh Bagian Keuangan dan
disampaikan kepada Satuan Kerja yang bersangkutan,

(3) Prosedur penvusunan, penelitian dan pengesahan DPA-SKPD tersebut diatas berlaku untuk APBD
Mumi maupun Perubahan
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Bagian Kesepuluh
Mekanisme Perubaban/Pergeseran DPA
Pasal 43

Perubahan /| Pergeseran kematan dapat dilakukan berdasarkan ketemtuan / petunjuk yang
berlaku,yaitu -

1} Kewenangan Pejabat Pelaksana Tekms Kegiatan dengan persetujuan Kepala Satuan Kerja
urtuk

4)

a)

by

€l

Perubahan targetharga sampa dengan 10 % (sepuluh persen) dari rincian obyek
kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD sepanjang tidak merubah alokasi rincian
obyek dalam jenis belanja.

Perubahan pengadaan tansh melebihi volume yang tercantum dalam DPA-SKPD
sepanjang tidak melampaul jumlah harga yvang tersedia unnik keperluan termaksud dan
sesuai dengan fungsinya dalam mendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

Perubahan karena adanya teknis administratif baik angka maupun buraf

Kewenangan Bupati , adalah sebagai berikut

i)

b)

FPerubahan targetharga diatas 10 % (sepuluh persen) rincian obyek kematan yang
tercantum dalam DPA-SKPD sepamjang tidak merubah alokasi rincian obyek dalam
jenis belanja,

Perubahan targetharga yang mencakup beberapa itemn uranan pengeluaran obyek
kegiatan sepanjang tidak merubah alokasi rincian obyek dalam jenis belanja;
Perubahan/pergeseran dan masing-masing uraian jenis belanja;

Perubshan tujuan fungsional kegiatan,

Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Bagian Kegiatan dan Bendahara,
Perubahan/pergeseran Alokasi Dana Triwulan,

Perubahan Kegiatan/lokasi Pekerjaan.

Prosedur Perubahan / Pergeseran DPA-SKPD, sebagai berikut -

a)

]

Meskipun untuk perubshan / pergeseran sebagaimanz butir 1) sudah menjadi
kewenangan Kepala Satan Kerja, namun dalam rangka tertb admimistrasi dan
pengendalian, sebelum proses perubahan | pergeseran dilaksanakan, terlebih dahulu
dikonsultasikan kepada Bagian Kevangan dan Bagian Administrasi Pembangunan serta
Bapeda. i

Perubahan / pergeseran yang dikonsultasikan / dikonfirmasikan tersebut diatas,
dituangkan dalam dokumen perubahan / pergeseran selamjutnya drtuangkan dalam
bentuk Keputusan Kepala Satuan Kerja yang tembusannya disampaikan kepada Bagian
Keuangan, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bappeda,

Prosedur perubahan / pergeseran DPA-SKPD yang harus mendapat persetuyjuan Bupati,
sebagal berikut
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Perubahan | pergeseran DPA-SKPD yang haruz mendapat persetujusn Bupati, digjukan
secara formal / tertulis melalul surat / nota dinas Kepala Satuan Kél]a yang bersanghkutan
kepada Bupati melalwi Ketua Tim Anggaran dengan tembusan kepada
a} Bapeda,
b) Bagian Keuangan Seida
¢) Bagmn Administrasi Pembangunan Setda

5) Setelah melaln tahap pengkajian Tim Peneliti terhadap perubahan pergeseran termaksud

dituvangkan dalam bemuk Keputusan Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Bapian
Keuangan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bappeds dan Badan Pengawasan Daerah

6) Pengajuan perubahan / pergeseran alokasi kegiatan agar memperhatikan jadwal waktu
sebapgai benkut

a) Untuk kegiatan yang dialokasikan pada Triwulan I, perubahan / pergeseran DPA-SKPD
tidak melebihi Bulan Februarn.

b) Untuk kegiatan yang dialokasikan pada Triwulan 11, perubahan / pergeseran DPA-SKPD
tidak melebihi Bulan Mer

¢} Untuk kegiatan vang dialokasikan pada Triwulan I, perubahan / pergeseran DPA-
SKPD tidak melebihi Bulan Juli,

d) Untuk kegiatan yang dialokasikan pada Triwulan IV, perubahan / pergeseran DPA-
SKPD tidak melebihi Bulan September.

Bagian kesebelas

FPerencanaan Teknis {Desain) dan Pengawasan Teknis untuk Kegiatan Fisik
yang ada diluar Dinas teknis

Pasal 44

Kegiatan yang ada di Setda / Badan / Dinas / Kantor vang berupa kegiatan fisik, untuk perencanaan
dan pengawasannya dilakukan oleh Dinas Teknis vang terkan / jasa konsaltan yang telah mendapat
rekomendasi dan Dinas tekms terkait serta melalul proses pengadaan penvedia jasa konsultans:
sesual ketentuan yang berlaku,
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BAR 111

FENGENDALIAN

Bagian Pertama
Azas Umum

Pasal 45

(1) Pada dasammya Pengendalian kegiatan pembangunan merupakan rangkaian Kkegiatan yang

menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan, dalam arti bahwa didalam kegiatan pengendalian
dimaksud sudah termasuk unsur pengendalian sekaligus pembinaan.

{2} Jenis Pengendalian kegiatan terdiri dari pengendalian umum dan pengendalian kegistan,

(3)

(4)

Bagian Kedus
Pengendalian Umum

Pasal 46

Pengendalian Umum dilakukan terhadap semua kegiatan yang bertujuan untuk :

a) Mengamat dan mengawasi secara terus menerus bagaimana hasil guna dan daya guna
keseluruhan kegiatan

bi Mengamati penggunaan sumber dana dan daya oleh seluruh kegiatan agar sesual dengan
kebijaksanaan vang digariskan,

Pengendalian Umum dilakukan dengan cara sebaga benkut |

a) Mendapatkan laporan bulanan / triwulan sebagai umpan balik;

b Mendapatkan Sural Pertanggungawaban setiap bulan;

c) Menpadakan pembinaan terhadap para Pemegang Kas,

d) Mengadakan peninjavan lapangan secara peniodik,

e} Mengikuti terus menerus umpan balik dan hasil peninjauan lapangan untuk mengetahui
apakah pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan masih relevan dengan tujuan dan sasaran
pembangunan yang telah ditetapkan.

Pengendalian Umum dilakukan Bupat yang dibantu oleh ;

a) Kepala Bspeda selaku pengendahi fungsional kegiatan dalam rangka pencaparan sasaran
umum kegiatan.

by Sekretaris Daerah Cg. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan selaku Pengendali
Administrast kegiatan. Pelaksanaan pengendahan termaksud apabila diperlukan dapat
mengikutsertakan unsur Dinas Teknis terkant.

¢} Sekretaris Dacrah Cq. Kepala Bagian Keuangan selaku Pengendali Administrasi dan
Keuangan dalam rangka efisiensi dan efekuvitas pengeluaran kegiatan.
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(1)

i2)

(3)

(4]

Bagian Ketiga
Pengendalian Kegiatan
Pasal 47

Pengendalian Kegiatan, bertujuan

a)

b}

Mengaman dan mengawas) secars terus menerus bagaimana hasil guna dan daya puna
kegiatan |
Mengamati agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan biaya dan jadwal vang direncanakan.

Pengendalian Kegiatan dilaksanakan dengan cara -

a)
b)

€

Mendapatkan laporan sebagai umpan balik;

Mengadakan peninjauan lapangan dengan tujuan ;

1) Untuk mengamat perkembangan pelaksanaan kegiatan,

2) Untuk menguji kebenaran laporan vang diterima

Mengikuti perkembangan hasil umpan balik dan peninjauan lapangan apabila ada indikasi
penyimpangan akan diberikan peringatan awal,

Pengendalian dilakukan melalus ;

al

Pengendalian Kegatan, dilimpahkan kepada .

1) Bapeds sebagai pengendali sasaran fungsional program kegiatan;

2) Bagian Administrasi Pembangunan sebagai pengendali administrasi dan operasional
kegiatan;

3} Bagian Keuangan, sebagai pengendali administrasi keuangan operasional kegiatan;

4) Kepala Unit Kena sebagai Pengendali teknis dan Administrasi semua kegiatan pada
inslansinya.

Jadwal Pelaksanaan Pengendalian

a)

b)
cl
d}

Bulan Januan untuk pengendahan sasaran fungsional kegiatan-kegiatan Triwulan IV 1ahun
vang lalu serta persiapan pelaksanaan tahun berjalan

Bulan April untuk pengendalian kegiatan-kegiatan Triwulan | pelaksanaan tahun benjalan
Bulan Juli untuk pengendalian kegiatan-kegiatan Triwulan 11 pelaksanaan tahun berjalan.
Bulan Oktober umiuk pengendalian kegiatan-kegiatan Triwulan [H pelaksanaan tahun
berjalan
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BAB IV
PELAPORAN
Bagian Pertama

Azas Umum

Pasal 48

(1} Pelaporan merupakan kegiatan vang harus ditempuh dan dilaksanakan baik pada saat kegiatan

(2}

berjalan maupun akhir pelaksanzan kegiatan,

Dan hasil pelaporan dapat diketahui tahapan keberhasilan kegiatan maupun permasalahan yang
dihadapi dan langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan sehingga kegiatan dapat berjalan
sesual dengan perencanaan semula,

Bagian Kedua
Paragrafl Pertama

FPelaporan Kegiatan
Pasal 49

Jenis dan mekanisme pelaporan kegiatan diatur sebagai berikut :
a) Kepala Unit Kerja setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya,
menyampaikan Laporan Keadaan Kas (LKK) kepada Bupati Cq. Bagian Kevangan.
b) Pelaporan Gaji :
|} Pemegang Kas Gaji Pegawai Kabupaten, setiap bulan selambat-lambamya tanggal 10
bulan benkutnya melaporkan realisasi pembayaran gaji kepada Bupati Cq. Bagian
Keuangan menurut Model Laporan A-1, A-2 & B-1.
2) Bupati setiap bulan sclambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikuinya melaporkan
realisasi pembayaran gaji kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Kevangan menurut Model
Laporan A-1, A-2 dan B-1.

Paragaral Kedua
Penyampaian Laporan Kegiatan

Pasal 50

(1) Agar laporan dapat berfungsi sebagai dokumen informasi, maka dalam pengisiannya harus tepat

materi dan penyampaiannya harus tepat waktu paling lambat tanggal 10 bulan benkumya.

(2) Bag BadanDinasKantor yang mempunyai kegiatan dari sumber dana non APBD

Kabupaten,pelaporannya terpisah dan disampaikan kepada Bupati ¢/q Bappeda dengan tembusan
kepada Bagan Administrasi Pembangunan Setda.

{3} Kematan yang belum menyampaikan laporan tepat wakty, proses SPP berikutnya ditangguhkan

dulu sampai dengan kewajiban menyampaikan laporan dipenuhi



(1)

(2)

()

(2)

Bagian Ketiga
Serah Terima Kegiatan
Pasal 51

Pada saat kemiatan sudah melaksanakan serah terima kedus, Kepalas Satuan Kena dapat
menyerahkan kepada pengguna / pemakai untuk dimanfaatkan,
Kegatan yang hasilnya akan menjadi asset dacrah diserahtenmakan kepada Bupati melalui
Bagian Perlengkapan untuk penvelesaian inventarisasinya, dengan format schagaimana terlampir,
dengan tembusan disampaikan kepada
a) Kepala Satuan Kena vang bersangkutan;
b) Bagian Administrasi Pembangunan Seida;
¢} Badan Pengawasan Daerah Kabupaten
Bupati menverahkan kembali kepada Kepala Satuan Kerja untuk dimanfaatkan dan dipelihara
serta dicatat dalam dafiar inventarisasi pada satuan kega vang bersangkutan

Bagian Keem pat I

Paragrafl Pertama
Laporan Triwulanan
Pasal 52

Pemerintah Dacrah menyampaikan laporan triwulan schagai pemberitahuan pelaksanaan APBED
pada DPRD.

Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada point (1) diatas disampaikan paling lambat |
(satu) bulan setelah berakhimya triwulan vang bersangkutan,

FParagral Kedua
Laporan Akhir Tahun Anggaran
Pasal 53

Setelah Tahun Anggaran berakhir, Kepala Daerah menyusun Laporan Pertangpungjawaban Keuangan
Daerah yang terdin dan :

a.
b.

=4

Laporan Perhitungan APBD.
Nota Perhitungan APBD.
Laporan Aliran Kas

d. Neraca Daerah

Pasal 54

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 53 harus
mengungkapkan

a

Secara wajar dan menyeluruh dari kegistan pemerintsh daerah, pencapatan kinerja keuangan daerah
dan pemanfaatan sumber daya ekonomi serta Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
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Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab teradinva selisih antara realisasi dengan
ANgEArAnnya,

Konsistens: penvusunan laporan keuangan antara satu periode akutansi dengan penode akutansi
sebelummya,

Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan,

. Transaksi atou kejadian penting yang terjadi setclah tanggal tutup buku vang mempengaruhi
kondisi kenangan; dan

Catatan-catatan terhadap isi laporan kewangan dan mformasi tambahan lainnya yang diperlukan
vang merupakan satu kesatuan vang tidak termsahkan dan pelaporan keuangan,

Pasal 55
Laporan Perhitungan APBD sebagaimang dimaksud dalam Pasal 53 point (3} berups perhitungan
atas pelaksanaan dar semua vang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, bak
Kelompok Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan,

Bagian Kelima
Mekanisme Pembuatan Berita Acara Fisik / Konstruksi
Pasal 56

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ditandatangam oleh
1) Dikontrakkan -
- Pengawas Lapangan / Konsultan Lokal
= Kontraktor / Pelaksana
Pejabat Pembuat Komitmen
- Kepala Satuan Kerja
21 Diswakelola :
- Pclaksana
- Pengawas Lapangan dari Dinas Terkait atan konsultan (ila menggunakan)
- Pgjabat Pembuat Komitmen
- Kepala Satuan Kerja

Pasal 57
Benta Acara Pengajuan Pembayaran / Termyn ditandatangani oleh -
1} Berita Acara Pembavaran / Termyn .
- Kontraktor / Pelaksana
- Pejabat Pembuat Komitmen
- Kepala Satuan Kerja
- Kepala Bagian Administrasi. Pembangunan Setda Kab.Cirebon
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grah Teri ma / 100% (P h Terima Kedua / Masa Pemeliharaan (FHO)
- Kontraktor / Pelaksana

- Pejabat Pembuat Komitmen
- Kepala Satuan Kerja
- Kepals Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon

Bagian Keenam
Mekanisme Pembuatan Berita Acara Pengadaan Barang
Pasal 58
{1} Berita Acara Pemenksaan Pekerjaan ditandatangani oleh
-  Panitia Pemeriksa Barang
- Kontraktor / Pelaksana
- Pejabat Pembuat Komitmen
- Kepala Satuan Kerja
{2) Berita Acara Pembayaran / Termyn ditandatangani oleh .
- Kontraktor / Pelaksana
- Pejabat Pembuat Komitmen
- Kepala Satuan Kerja
- Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon

Bagian Ketujuh
Mekanisme Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Pembayaran
Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi
Pasal 59

i I} Benta Acara Pemeriksaan Pekerjaan ditandatangani oleh

- Panitia Pemeriksa Hasil Kegiatan

- Kontraktor / Pelaksana

- Pejabat Pembuat Komitmen

- Kepala Satuan Kerja
{2) Berita Acara Pembayaran / Termyn ditandatangani oleh :

- Kontrzktor / Pelaksana

Pejabat Pembuat Komitmen
- Kepala Satuan Kerja
- Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Circbon



Standar Maksimum Tarif Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Dacrah :

Standar Pembakuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

BAB V
STANDAR PEMBAKUAN BIAYA KEGIATAN
Bagian Pertama

Paragrafl Pertama
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pasal 60

TARIF TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR |
- W UANG | HOTEL DELUXE NOM SUITE

HARIAN | KELAS | grranG | BINTANG | BINTANG | BINTANG | PINTANG

. SUITE LiMa | EMPAT THGA DA Bl

| | NANGGROE ACEH 300000 875000 650000 SOD0GO | 350000 | 250000 | 200.000

| DARUSSALAM el

2 | BUMATERA UTARA 300.000 | 3930000 B00.000 | 550.000 | 400000 | 300000 | 200000
r1AG 00000 | 2670000 | S00000 | 550000 | 400000 | 300.000 | 200,000

4 | KEPULAUAN RIAU 300,000 | 3100000 700 000 450000 | 350000 | 200000 | 130000

3 TAMBI 00000 | 813000 600,000 S00.000 | 300000 | 200000 1 50,000
6| SUMATERABARAT | 300.000 [ 2670.000 |  §50.000 | 600000 | 400000 | 300.000 [  250.000
7 | SUMATERA SELATAN | 300.000 | 1 440,000 | 750000 | S00.000 | 350000 | 250.000 | 200.000

B | LAMPUNG 300000 | 2.220.000 SS0.000 | 400000 | 350000 | 300000 | 200.000

¥ | BENGKULL 300000 | 650.000 600000 | 400000 | 350000 HO0, O 200,000

| 10 | BANGKA BELITUNG 300000 | 975000 550000 | 400000 | 350000 | 250000 | 150.000
11 | BANTEN 300000 [ 2 750 000 T00.000 S00.000 | 400.000 00080 | 200,000

12 | JAWA BARAT 350000 | 1630000 | S00.000 | 600000 | 450000 | 350000 | 250.000

13 | DETJAKARTA 450,000 | 7.920.000 | 120000 | 700000 | 550000 | 400.000 | 300.000
14 | JAWA TENGAH 30000 | 3352000 | B00.000 | 60000 | 450000 | 350.000 | 230000
| 151DI YOGYAKARTA | 350000 | 1722000 | 750000 | 550000 | 400000 | 300000 | 200000
i6 | JAWA TIMUR | 350000 | 4.770.000 | BOG.KO | 600.000 | 450000 | 350000 |  250.000

1T BALI 00000 | 7233000 1SO0.000 | 1.100.000 | B30.000 | T00.000 | 450.000

19 EE&:FNWMJ* | 350,000 | 4650.000 |  750.000  600.000 | 450,000 | 3o0000 | 200000

19 ;ﬁ%&ﬂﬁﬁm ISOO00 | 1625000 | 600000 |  S00.000 | 350000 | 250000 | 200000
21 E:TEEWT AN 300000 | 682000 | 700000 | S00000 | 350000 | 250000 | 200.000

KALIMANT ;
20 | TENGAN a4 300.000 | 522 000 as&_ufa 500000 | 350000 | 250000 | 200000
EALIMANT AN i

| Ll o ﬂ‘ Al 300000 | 3 goo 000 | 650000 inifm 400000 |  2%0.000 | 150.000
| 23 | KALIMANTAN TIMUR 350.000 | 5.250.000 RO 00K 650.000 | 500000 | 350.000 | 200.000
24 | SULAWES] UTARA 300,000 | 2. 380,000 F50.000 | 600.000 | S00.000 | 350000 | 200000
|25 | GORONTALOD 300000 | 796,000 | 650000 | SO0.000 | 450.000 | 300000 | 150.000
26 | SULAWESI BARAT 300000 | 198000 GO0GOD | SODO00 | 400000 | 300000 | 150.000
B | SULAWESI SELATAN 350000 | 2500000 | 800000 | 650.000 | S00.000 | 350000 |  200.000
25 | SULAWESI TENGAH 300000 | 900000 [ TOO000 | S00.000 [ 400000 | 300000 | 150,000
19 %hm B0 | Mboed’| TNIOT| SNO00| WM0mO| G008 | 200N
30 | MALUKD 300,000 | 650.000 600.000 | 450.000 | 300.000 | 200000 | 150.000

3 | MALURU UTARA 300 Q00 2000100 G00.000 | 450,000 | 300000 | 200000 I

32 [ PAPUA 450000 | 1220000 | 850000 | 600000 | 450.000 | 350000 | 250000

33 | [RIAN JAYA BARAT A00.000 | 960.000 | 650000 |  S00.000 | 400.000 | 300000 |  200.000
RATA-RATA 1.284.030 T40.900 | 545455 | 413636 | 303030 zm.ﬂi:
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Keterangan :

1. Uang Harian terdiri dari pang makan, uang saku dan transport lokal (bersifat Lump Sump, dan
tidak berlaku untuk Dikiat, Bintek dan Kegiatan lainnya yang sudah ada pos anggarannya).

2. Untuk transport ke tempat tigjuan hanya dibenkan untuk pergi pulang sesuai tiket.
3, Apabila menggunakan kendaraan dinas maka uang pengganti transport diperhitungkan sebesar
biaya tiket.
4. Perjalanan Dinas dalam wilayah pulau Jawa menggunakan kendaraan bermotor atau Kereta api,
5. Peruntukan Hotel Berbintang :
a. | Holel Bintang Lima . | Pejabat Negara (Kewa/Wakil Ketsa dan
Anggota Lembaga Tinggi negara seria Menteri
b. | Hotel Bintang Empat : | Pejabat Negara Lainnyva, Pejabat Eselon 1 dan
Pejabat Eselon I
Hotel Bintang Tiga . | Pejabat Eselon 111 / Golongan IV
d. | Hotel Bintang Dua . | Pejabat Eselon IV / Golongan 111
e. | Hotel Bintang SatuMelati | : | PNS Golongan Ul 11 dan Golongan [

6. Untuk Pejabat Negara diberikan fasilias Hotel Bintang Lima Kelas Suitc Apabila dalam Provinsi
tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka kepada Pejabat Negara tersebut dapat diberikan
tarif kamar hotel tertinggi di Provinsi tersebut,

7. Standar maksimum tarif satuan biaya Uang Hanan Pegalanan Dinas Luar Daerah khususnya ke
Wilayah [1] Cirebon ( Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab.Majalengka) kecuali Kota Cirebon
sebesar Rp. 1530.000,00

Paragral Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 61
Biaya maksimum Penjalanan Dinas Lokal di Dalam Wilayah Kabupaten -

a Zonal . Rp. 30.000,00 (Kee, Sumber, Dukupuntang, Plumbon, Wery, Kedawung,
Plered, Depok, Kota Cirsbon, Talun dan Tengahtani)

b, Zonall : Rp 50.000,00 (Kec. Palimanan, Klangenan, Gunungjati, Mundu, Greged,
Astanajapura, Beber, Gempol dan Jamblang)

¢ Zomalll : Rp. 70.000,00 (Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaningin, Arjawinangun,
Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug,
Waled, Babakan, Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan,
Lemahabang, Susukan Lebak, Pasaleman, Pabuaran,
Karangwareng dan Suranenggaia)

Catatan ; - Zona Wilayah kerja Cabang Dinas, biaya Perjalanan Dinas lokal masuk Zona |
- Perjalanan Dinas antar instansi maksimal 5 km tidak dikenakan biaya perjalanan.

Bagian Kedua
Standar Pembakuan Biava Selama Kegiatan
Pasal 62

{1} Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Fisik Konstruksi / Non Konstruksi
a. Kordinator Pengawas Lapangan

- Maksimum Rp. 300.000,00/ bulan
b. Pengawas Lapangan
- Maksimum Ep. 250.00:0,00 / bulan

Catatan ;| Jumlah waktu disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan + waktu pemeliharaan,
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b. Honorarium Panitia / Pejabat Pengadaan Barang/Jasa per paket maksimum

|I T
' : . Panitia Panitia Panitia
Ve | e | P | gy e | P
sd. < Rp. 25,00 Rp 150.000,00 ; _ =

| >Rp 2500 sd Rp. 50,00 . Rp. 15000000 | Rp 15000000 | Rp. 150,000,00
~Rp, 50,00 3d. Rp. 100,00 ; Rp. 300.000,00 | Rp. 22500000 | Rp 200.000,00
> Rp. 100,00 sd. Ry, 250,00 - | Rp 45000000 | Rp 27500000 | Rp. 275.000.00
> Rp, 250,00 sd. Rp. 500,00 . Rp. 52500000 | Rp. 37500000 | Rp. 37500000
=Rp. 500,00 ed Rp. 75000 - Rp  $30.000.00 | Rp. 400.00000 | Rp. 400 000,00
=~ Rp. 750,00 sd Rp. 1.000,00 2 Rp. 600.00000 | Rp. 450.000,00 | Rp. 45000000
>Rp. 1.000,00 s.d Rp 2.500,00 - Rp 67500000 | Rp 500.000,00 | Rp. 500.000,00
>Rp. 2.500,00 5d Ry 5.000,00 = Rp. 750.00000 | Rp $50.000,00 | Rp. 350,000,00

K > Rp. 5.000,00 . Rp. 1.000.000,00 | Rp 600.000,00 | Rp. 600.000,00

Catatan ; |, Jumlah Pejabat Pengadaan maksimum 1 orang
2. Jumlah Panitia Pengadaan :

- Nilai Pagu > Rp. 25 juta s.d Ep. 500 juta maksimum 3 orang

- Nilai Pagu > Rp. 500 juta maksimum 5 orang

3. Nominal Honorarium dapat diberikan secara proporsional tergantung kedudukan

dalam kepanitizan.
¢ Honorarium Panitia Pemerniksa / Penerima Barang/Jasa per paket maksimum :
Panitia - »
: Biaya Keseluruhan mmh:’:’“ r.-.m;ﬂ:mlm Pmupuiﬂlﬁm Miﬂﬁm
el aogiue | Popduni | Fepmien |
Lannya
| sd. <Rp 50 juta Rp 17500000 | Bp. 17500000 | Rp. 175.000,00 5 orang
>Rp 50juta sd Rp 500juta | Rp 200000,00 | Rp. 200.000,00 2 5 arang
> Rp. 500 juta | Rp. 30000000 | Rp. 300.000,00 - S orang
> Rp. 50 juts sd Rp 200 jua | : Rp. 200.000,00 5 orang
= Rp. 200 juta = - Rp. 30000000 & orang

Catatan©  Nominal Honoranium dapat diberikan secara proporsional tergantung kedudukan
dalam kepanitiaan.

(2} Standar Biaya Kegiatan Auditor dari Bawasda Per Paket / Kegiatan
(Kec Sumber, Dukupuntang, Plumbon, Weru,

a Zomal :© Rp. 40000000

b, Fonall

¢. Zomalll ; Rp. 600,000.00 /orang

© Rp. 500.000,00 / orang

{/ orang

Kedawung, Plered, Depok, Kota Cirebon, Talun dan
Tengahtani)

{Kec Palimanan, Klangenan, Gunungjati, Mundu,

Greged, Astanajapura, Beber, Gempol da.n Jamblang)

(Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwarningin,

Arjawinangun, Panguragan, Kapetakan, Sedong,

Karanpsembung, Ciledug Waled, Babakan, Losari,
Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang,
Pasaleman, SusukanLebak, Pabuaran, Karangwareng
dan Suranenggala)
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Bagian Ketiga
Standar Prosentase Biaya Kegiatan

Pasal 63
(1) Standar Prosentase Biaya Kegiatan Fisik
~.__  Biaya Keseluruhan - ||
{juta Rp). B | Ti0- 1.000
Komponen H.,__\_R 0250 250 — 500 _ 500 - 730 1.000 Eiara
| Kematan ) |
I, PERSIAPAN .
4
Lo 883 25 2,25 2 1,75 1,5
2. PELAKSANAAN
- KONSTRUKSI/ 92.5 93,25 94,25 525 | 96,15
KEGIATAN FISIK |
- PENGAWASAN | ‘
q
| ST 3,0 275 | 235 175 1,25
| 3. ADMINISTRASI .'
| (PENGELOLAAN 2.0 175 1.5 125 1.0
KEGIATAN] (dalam %) |
JUMLAH 100 l 100 10D 100 100
Keterangan

< Untuk Kegmatan Fisik Konstruks! yang belum mempunyai DED (Detail Enginering Desain)
dengan desainnya menggunakan jasa Dinas Teknis biaya Persiapan ditambah 2 %

- Apabila pembuatan DED menggunakan jasa konsultan maka harus dimunculkan tersendin
dalam DPA-SKPD vang bersangkutan.
1. PERSIAPAN ¢ Digunakan untuk
- Re Desain dan Pembuatan RAB
- Rapat Persiapan !
- Honoranum Pejabat'Panitia Pengadaan Barang / Jasa

- Pembuatan Dokumen Pengadsan Barang/Jasa dan/atau dokumen
prakualifikas
1. PELAKSANAAN : Dipunakan untuk -

- Pelaksanaan itu sendin (biaya konstruksi)
- Pengawasan
* Perjalanan Dinas Monitoring
* Honor Pengawas Lapangan
* Biaya Serah Tenma Kegiatan (PHO/FHO)
3. ADMINISTRASI : Digunakan untuk |
- ATK
- Ewvaluasi dan Monitoring
- Dokumentasi
= Pelaporan
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(2) Standar Prosentase Biaya Kegiatan Non Fisik/Non Konstruksi ;

Biaya Keseluruhan
T Wﬁlmﬁ: A - 1,000
Kianocas ‘-hh__x [ =250 250 — 500 | S04 -T50 TH) — 1.000 K
| Kepiatan e | | )
1. PERSIAPAN - i i 5
(@alarm %) . - 2 L5 135
2. PELAKSANAAN :
MON KONSTRUKSL ! KEGIATAN 95,5 95 96,5 97 975
NON FISIK ( dalam % )
3. ADMINISTRAS!
(PENGELOLAAN 2,0 1,75 1.5 |23 1.0
KEGIATAN) (dalam ) |
Eeterangan .
Untuk Kegiatan yvang memerlukan jasa pihak ketiga dengan komponen kegiatan berupa |
1. PERSIAPAN - Dipunakan untuk :
- Rapat Persiapan
- Honorarium PejabatPanitia Pengadaan Barang/Jasa
- Pembuatan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan‘atau Dokumen
Prakualifikasi
2. FELAKSANAAN Digunakan untuk

- Pelaksanaan itu sendin {Pengadaan Barang/Jasa)
3. ADMINISTRAS]I © Digunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa

- ATK

- Pelaporan

Bagian Keempat
Standar Biaya Kegiatan Lembur
Pasal 64

(1) Uang Lembuar diluar jam kerja pada hari kerja minimal 2 jam dan maksimal 3 jam atau 14 jam
dalam seminggu diluar hari hbur
a  Liang Lembur PNS

- Golongan | Rp.  5.000,00/ jam

- Golongan 11 Rp. 650000/ jam

- Golongan T Rp. 8.000,00/ jam

- Golongan IV Rp. 9.500,00/ jam

b Uang Lembur Non PNS Rp. 650000/ jam

(2} Uang makan lember diberikan setelah bekerja lembur Rp. 10000,/ jam

sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut

(31 Pada hari libur tanif uang lembur dihitung sebesar 200 % dan tarf lembur hari kerja.

(4] Penvediaan biava lembur dibatasi hanya untuk pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan
pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan
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Bagian Kelima
Standar Biaya Kegiatan Rapat
Pasal 65

(3) Jamouan Makan .. el iz ansa. TR C20000000 1 otk

(b} Jamuan Hm_l_.,an ........................................................................... . Rp 7500, (4} / orang

Catatan ; - Setiap kali rapat peserta mendapat jamuan ringan, apahala pelaksanaan rapat lebih
dari jam 12.00 WIB maka peserta dimungkinkan mendapat jamuan makan.
- Untuk pelaksanaan rapat diluar jam kerja maka peserta mendapat jamuan ringan dan

jamuan makan,
Bagian Keenam
Standar Honorarium dan Tunjangan
Paragral Pertama
Standar Biaya Hoograrium Pengelolaan Keuangan
Pasal 66
(1} Honorarium Pengelolaan Kevangan Daerah
* Bendahara Umum Daerah Rp. 1.000.000,04 / Bln
» Pelaksana Rp.  500.000,00 / Bln
(2) Honorariom Penanggung Jawab Pengelola Kenangan SKPD
* Pengguna Anggaran Rp. 550.000,00/ Bln
s  Kuasa Pengguna Anggaran (Khusus i Setda) Rp. 500.000.00 / Bln
¢ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rp.  450.000,00/ Bln
¢ Pejabat Penatausahaan Keuangan Rp. 400.000.00 / Bln
= Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Rp. 35000000 / Bln
¢ Bendahara Pembanty Rp.  300.000.00 / Bln
» Pelaksana Verifikasi pada Penatausahaan Keuangan Rp.  250.000,00/ Bln
* Pelaksana Penyiapan SFM pada Penatausshaan Keuangan Rp. 250.000,00/ Bin
* Pelaksana Akuntans: pada penatausahaan Kevangan Rp.  250.000,00/ Bln

{(3) Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maksimum
. I.-".tasan Langsung Bendahara

NILAT PENERIMAAN HARGE“'RE;"’:IW‘“‘” SATUAN

=Rp 200 juta 450.000,00 | | Bulan

> Rp. 200 Juta s d Rp. 500 juta 550.000,00 ! Bulan

> Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar 600, 000,00 ! Bulan

Ll = Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 milyar 700.000 IEI'I} | Bulan

= Rp 35 milyar 800.000,00 | Bulan .
* Bendahara -

NILAT PENERIMAAN "'“'RGE“'RS;ETU‘"‘H SATUAN

= Rp. 200 juta J00.000,00 / Bulan

> Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 juta 400.000,00 { Bulan

> Rp 500 Juta s.d Bp 1 milyar i — 500.000,0:0 { Bulan

= Rp. 1 milyar s.d Rp 5 milvar | &00 000,00 / Bulan

= Rp. 5 milyar l 70000000 { Bulan

* Pelaksana (maksimum § orang) Rp. 200.000,00/ Bln
{4) Honorarium Penyelenggara Ujian
= Penyusunan / pembuatan bahan ujian Ep. 2500000/ Naskah / Mata Upian
* Pemenksa hasil ujian Rp. 500000/ Peserta / Mata Ujian
» Pengawas ujian Rp. 200.000,00 / Oranag / Kali
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. Pasal 67
Uang Minum Hanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ...
(maksimum 22 han kerja per bulan)
Bagian Kedelapan
Standar Biaya Tunjangan Kerja Daerah
Pasal 68
- Sekretaris DPRD/K.cpala Badan/Dinas’ Kasatpol PP .............. Rp
- Kepala Kantor / Bagian / Bidang / Camat ... ................. RpP
- Kepala Sub Bagian / Seksi / Tata Usaba ..o KB
- Sekretarie Camat ......................0 s Rp.
- Sekretanis Lurah ... .....ooovieinnaniiiiinnens Rp.
- Kepala Seksi di Kelurahan .................. Ep,
- Motulen { Setwan } ........cooorreriinriiins Rp.
- Tumjangan Pelaksana ... ..o it nsi s sasions Ep.
- Penyuluh Pertanian / Keluarga Berencand .............................. B
- Tunjangan Kesejahteraan Gura Sekolah Negeni ... ... . Rp.
Bagian Kesembilan
Paragraf Petama
Standar Biaya Tunjangan Khusus
Pasal 69

Bagian Ketujuh

Standar Biaya Uang Minum Harian PNS

(1) Tunjangan Daerah Khusus pada Sekretariat Daerah

Sekretaris Daerah
Asisten

Kepala Bagian
Kepala Sub Bagian
Pelaksana

(2) Tunjangan Kesejahteraan {Khusus) per Tahun

*

Tunjangan Tahunan

{3) Tunjangan Khusus Per Bulan
a. Bagian Humas Setda

Protokol

b. Bagian Umum Setda

8 8 B

Sandi Telkom Setds

Sandi Telkom Kecamatan

Ajudan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaniat Daerah)
Sespri (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daersh, Asisten)
Supir (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten)
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500.000,00
S00.000,00
SO 00, 00
500.000,00
350.000,00
350.000,00
250.000,00
200,000 00
150.000,00
150,000,00
100,000,00

ceveiineiniees R 1.000,00 / han

2.500.000,00 |/ Bln
1.000. 000,00

/ Bln
{ Bln
/ Bln
/ Bln
/ Bln
/ Bln
/ Bln
/ Bln
/Bin
! Bln
! Bln
/Bln

- Rp. 15.000.000,00 / Bln

:Rp. 5.000.000,00 / Bin
:Rp. 1.500.000,00 / Bln
‘Rp.  750.000,00 / Bln
‘Rp. 30000000 / Bln
Rp. 200.000,00
cRp. 250.000,00
:Rp 4350.000,00
cRp.  250.000,00
-Rp. 80000000
:Rp 800,000,00
‘Rp. 650,000,00



¢. Kantor Arsip dan Dokumen
*  Pengelola Arsip Daerah !

- Penanggungjawab (Kepala Kantor) :Rp.  400.000,00
=  Pembina{ KTU / Kasi ) ' Rp. 300.000,00
- Pelaksana Gol. IV & Gol Il 'Rp. 150.000,00
- Pelaksana Gol. 11 & Gol | :Rp.  100.000,00
= Arsiparis
1. Arciparis Pertama ;
= Arsipans Pertama (Gol. [Ila — [IL'b) :Rp.  300.000,00
* Arzipans Muda (GolllLlc - IIL4d) Rp.  400.000,00
e  Arsipanis Madya (Gol. [Via—IVic) “Rp.  500.000,00
e«  Arsiparis Utama ( Gol.IV/d - TV/e) Rp. 60000000
2. Arsiparis Terampil
* Arsiparis Pelaksana (Gol, [I'b — 11/d) Rp. 200.000,00
» Arsiparis Pelaksana Lanjutan  (Gol. ITa- [ILb)Y  Rp.  300.000,00
= Arsiparis Penyelia (Gol. Illfe—111id) :Rp. 40000000
- Petugas Pengelola Kearsipan pada SKPD Rp. 10000000
- Medical Check Up bagi Arsiparis Kabupaten
dan PNS pada Kantor Arsip dan Dokumen per tahun Rp.  350.000,00
d. Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertambangan
1 Penyuluh Kehutanan Ahli Penyuluh Kehutanan Madya Rp. 440.000,00
Penyuluh Kehutanan Muda Rp. 330.000,00

Penvuluh Kehotanan Pertama Rp. 220,000,000
2 Penyuluh Kebutanan Terampil  Penyuluh Kehutanan Penyelia ~ Ep.  264.000,00

Penyuluh Kehutanan Rp. 220.000,00
Pelaksana Lamjutan

Penyuluh Kehutanan Ep.  197.000.00
Pelaksana

¢. Badan Pengawasan Daerah (Bawasda)
¢ Tunjangan Konpensasi Fungsional Auditor

o Auditor Ahli Madya :Rp. 1.250.000,00
o Auditor Ahli Muda Ep. 1.000.000,00
o Auditor Penyelia Pertama 'Rp. 75000000
o Auditor Penyelia ‘Rp.  630.000,00
o Auditor Pelaksana Lanjutan ‘Rp. 55000000
o Auditor Pelaksana ‘Rp. 500.000,00
. Satuan Polisi Pamong Praja
o Kepala Satuan ‘Rp. 500.000,00
o Kepala Bidang / Bagian TU cRp. 350.000,00
o Kasi / Kasubbag :Rp.  250.000,00
o Anggota cRp. 17500000
g. Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata
- Tunjangan Pengelola Perpustakaan Dagruh per bulan
o Kepala UPTD Perpustakaan ‘Rp. 300.000,00
o Pustakawan Gol. [11 ‘Rp.  250.000,00
o Pustakawan Gol 11 ‘Rp.  200.000,00
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h. Dinas Cipta Karya

- Bidang Pemadam Kebakaran

o Anggota Petugas Kebakaran : Rp.  650.000,00
- Bidang Kebersihan dan Pertamanan i

& Sopir “Rp.  650.000,00

o Km cRp. 600.000,00

o Penyapu jalan -Rp.  600,000,00

o Petugas Gerobak ' Rp. 600,000,000

o Penvapu Pasar :Rp.  600,000,00

o Petugas TPA :Rp.  600.000,00

o Harian Kantor  Rp.  6040.000,00

o Operator Alat Berat . Rp.  600.000,00

o Pemungut Retribusi cRp.  600.000,00

o Petugas Taman ‘Bp.  20.000,00 / hari

o Upah Penyiraman :

- Suprr -Rp.  22.500,00 / hari
- Kmu ‘Rp.  20.000,00 / han

= Perbengkelan

= Penjaga Bengkel cRp.  600.000,00

o Mekanik ‘Rp. 65000000

o Penjaga Pool Kendaraan ‘Rp.  600.000,00

o Petugas Benghel ‘Rp.  600.000,00

i, Dinas Perhubungan

o Petugas/ Sopr Patwal Rp. 650.000,00
o Sopir FIU :Rp.  600.000,00
o Tekmsi PJU :Rp.  600,000,00

Bagian Kesepuluh
Standar Upah Tenaga Kontrak (Non PNS) per Bulan

Pasal 70
+  ljasah Dokter Spesialis Rp. 1. 750.000,00
¢ ljasah Dokter / [jasah Magister (S2) Rp. 1 400.000,00
+  [jasah Sarjana (51} atau Diploma [V REp. 850.000,00
¢  [ljasab Sarjana Muda Akademi atau D.III  Rp. 750.000,00
+ ljasah D.II Ep. F00,000,00
¢ ljasah D] Rp. 650.000,00
+ SLTA Rp GO0 000,00

Bagian Kesebelas
Standar Pembakuan Biava Lainnya
Pasal 71

Standar Pembakuan Biaya yang belum diatur dalam Peraturan im akan diatur lebih lanjut pada
Keputusan tersendiri,



tal

(b}

e
(d)
le)

(f}
()
{h)
(1}
i)
(k)

{1)

(a}

(b}

(e)

Bagian Keduabelas
Standar Biaya Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan dan Lain-lain

Pasal 72

Penceramah

1. Eselon I dan sederajat ..., .. max,
2. Eselon Il dan sederajat ............. max
3. Eselon 111 dan sederajar ... ......... max
4. Eselon [V dan sederajat .. max
MNara Sumber

1. Eselon [ dan sederajat .., ........... max
2. Eselon 11 dan sederajat .............. max
3. Eselon 111 dan sederajat ... . .. max
4. Eselon |V dan sederajat ... ... ... max

Akomodasi untuk penceramah dan nara sumber dari luar Kabupaten [ Kota Cirebon

Akomodasi untuk penceramah dan nara sumber dari luar Kabupaten / Kota Cirebon

sehesar tanif hotel.

Ryp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Ep
Rp.

600.000,00
500 000,00
450,000.,00
400, 000,00

f OTang
/ orang
/ orang
{ orang

500.000.,00
450.000.00
4040.000.00
350.000.00

lorang
! orang
{ orang
{ orang

300 0,00
250,000 .00
200.000,00
150.000,00
200.000.00
150.000,00

50,000,000

40.000.00

! orang
| orang
| otang
{ orang
J jarm
{ jam
{ jam
{ hari

30.000,00 /omng

30.000,00 /orang

40000000 sd Rp 750.000.00

00, 000,00
S00.000,00
450.000,00
400.000,00

! orang
! orang
{ orang

f orang

500,000,00
450.000,00
400, 000,00
350.000,00

{ orang
{ orang
/ OTang
/ urang

sebesar tarit hotel

Untuk Penceramah dan Nara Sumber lainnva disesuaikan dengan Eselon 11
Moderator -

1. Esclon Il dan sederajat ... ... max  Rp

2, Eselon Il dan sedermjat ............max  Rp

3. Eselon IV dan sederajat ... ......... max Rp.
Notulen .......coooimeiean Rp
Pengajar / DOSEIL .. v on s sivsimiorerinnms Rp
Istraletor .. o il Rp
Pembaniu Instruktur .. Ep
Uang saku peserta .. Rp.
Pengganti Tmnspuﬂasn Peserta Pulang PJ:IgI

1. Desa ke [bukota Kecamatan ... ... Rp

2. Desa/Kelurahan / Kecamatan ke

[bukota Kabupaten . Rp.

Upacara Pembukaan da.n Penu!upan

{Spanduk, MC, Pembaca Doa dil} .. Rp.

Bagian Ketigabelas
Standar Biaya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Pasal 73

Penceramah :

1. Eselon T dan sederajat ,..........,.. max Rp
2, Eselon U dan sederajat .............. max Rp.
3, Esclon [ll dan sederajat .., ... ....... max Rp.
4. Eselon 1V dan sederajat .. ... ... max Rp
Nara Sumber :

1. Eselon | dan sederajat ....... . max Rp.
2. Eselon I dan sedergjat ... ........... max Rp.
3. Eselon 11l dan sederajat ., ... ....... max Rp
4. Esclon IV dan sederajat ... ... .. ... max Rp.



(d)

Untuk Penceramah dan MNare Sumber lainnya disesusaikan dengan Eselon 11

{e) Moderator :
1. Eselon [l dan sederajat ............_ max Rp 300.000,00 | orang
2. Eselon I11 dan sederajat ... ..........max Rp 250.000,00 | orang
3. Eselon [V dan sederajat ... ,....... max Rp. 200.000,00 / orang
IEY NOBEEN ..o s Rp. 15000000 / orang
{(g) Pengajar/Desen .............................. Rp. 200.000,00 / jam
{h) Instruktur Rp. 150.000,00 /jam
(1) Pembantu Instrukwr ... Hp. 50.000,00 /jam
(j} PengamatKelas .................. Rp. 20,000,007 jam
ik} Jamuan Makan dan Jamuan Ringan .. ... Rp 20,000,00 | porsi
{1} Jamuan nngan'snack/ekstra fooding ... Rp. 7.500,00 / porsi
{m)] Kamar Peserta ... Rp. 80.000,00 /kamar / han
in) RuangKelas_............, Rp. 40000000 [ har
(o) AulaUnmama. ........ Rp. S00.000,00 / han
(p) BiayaKelas ..., Rp.  400.000,00 / hari
(g) KamarDosen ... ... Rp. 200.000.00 / kamar/ hari
(r) Ruang Sekretanat..............coooonnen Rp. 200,000,00 | kamar/ han
(s} Ulang Saku Peserta :
1. Dnklat Kepemimpinan :
- Diklatpim T IV ... Rpe 1.7500000,00 | orang
- Diklatparn Tk 111 Rp.  3.250.00000 /orang
- Diklatpim TR 010 .. ..o Rpo B.500.000,00 [ orang
2. Diklat Teknis / Substamtif | Fungsional:
-Dibawah 7 han .. ......cooiiceiniionios  RP 300.000,00 | orang
-Antara@ hans'd 15hari ... __....... Rp S00.000.00 | orang
=Diatas 15han .....oviiieane Rp. 750.000,00 | orang
(t) Upacara Pembukaan dan Penutupan
(Spanduk, MC, Pembaca Doa dll)........ Rp. 400.000,00 sd Rp. 750,000,00
Bagian Keempatbelas
Standar Biaya Kegistan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pimpinan/Anggota DPRD
Pasal 74
Diklat Teknis / Substantif / Fungsional Rp. 150,000,00 [ han
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Bagian Kelimabelas
Standar Klasifikasi Harga Dasar Penanganan Bangunan Pemerintah

Pasal 75
{a)  Bangunan Gedung :
1} Gedung tidak bertingkat ... Rp. 165000000 /m2KelasC
2). Gedung bertingkat ... Rp. 185000000 /m2 Kelas C

3). Khusus untuk gedung bertingkat, tingkat 2 dan selanjutnya perhitungan dikalikan faktor :
2 lantai = 1,090
3lantai =1,120
4 lantai = 1,135
3 lants = 1,162

6 lantai =1,197
7 lantai = 1,236
8lantai = 1,263

ib) Rumah Dinas:

1} Luas bangunan 36 /50 /70 m2 ........ Rp 1.600.000,00 /m2
2). Luas bangunan 120m2 ...._........... Rp 1600.000,00 /m2
3). Luang bangunan 250 m2 ... ........_... Rp. 160000000 /m2

{c) Pekerjaan Pagar Standar :

1). Pagar belakang / samping gedung ... Rp 38500000 /m’
2). Pagardepangedung ..........ooooovien. Rp. 44500000 /m’
3). Pager belakang/sampinng rumah dinas Rp. 40000000 /m’
4}, Pagar depan rumah divas ._.............. Rp.  450.000,00 /m’
Bagian Keenambelas
Standar Pemeliharaan Bangunan dan Perawatan Bangunan
Pasal 76

(@) Pemeliharaan Bangunan
Pemehiharzsan bangunan adalah psaha mempertahankan agar bangunan tetap dapat berfungsi
melalu operas penpgunaan yang benar serts menjaga terhadap pengaruh vang merusak.
Pemeliharaan bangunan merupakan upaya menjaga terhadap pengaruh yang merusak, agar
kondisi / kekuatan bahan dan penampilan bangunan dalam keadaan tidak menurun/menyusut
secara drastis / mendadak sehingga bangunan dapat mencapal umur sesugi réncana.
Pemeliharaan bangunan dilakukan untuk menghindan kerusakan komponen [ elemen
bangunan akibat keusangan / kelusuhan sebelum umumnya berakhir.
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(b} Perawatan Bangunan
Perawatan Bangunan adalah kegiatan memperbaiki kerusakan yang tejadi agar bangunan
dapat berfungsi dengan baik sebagaimana semula/tetap maupun fungsi yang baruberubah
sesuai kataporinya.
Perawatan bangunan dikatagorikan dalam 3 (tiga) jenis vaitu ; Rehabilitasi, Renovasi dan
Restorasi.

1}, Rehabihitas
Rehabilitasi adalah memperbaiki bangunan vang telah rusak sebagian dengan maksud
mengeunakan sesuai fungsi ferientu vang tetap, baik arsitektur maupun struktur
bangunannya dipertahankan sebagaimana semula (tetap) sedangkan wtilitas bangunan
dapat berubah.
Rehabilitasi diukur dengan tingkat kerusakan dapat dikelompokan dalam ;
al. Rehab. Ringan untuk kerusakan ringan.dengan tingkat kerusakan 10 % - 25 %,
by Rehab. Sedang untuk kerusakan sedang dengan tingkat kerisakan 26 % - 50 %
¢). Rehab Berat untuk kerusakan berat,dengan tingkat kerusakan 51 % - 79 %
d)  Rehab Total untuk kerusakan total dengan tingkat kerusakan sama dengan / lebih

besar dari 30 %,

2} Renowvasi
Renovasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud
mengpunakan fungsi tenentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur
maupun utilitas bangunannya dapat berubah.
Renovasi dinkur dengan tingkat kerusakan dapat dikelompokan dalam :
a)  Renovasiringan untuk kerusakan nngan
bl Renowvasi sedang untuk kerusakan sedang
¢).  Renovasi berat untuk kerusakan berat.

3).  Restorasi
Restorast adalah memperbatki bangunan vang telah rusak beérnt scbagian dengan
maksud menggunakan schagian fungsi vang tertentu yang tetap atau berubah
dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannyva, sedangkan struktur bangunan
dan utilitas bangunan dapat berubgh
Restorasi diukur dengan tingkat kerusgkan dapat dikelompokan dalam
a).  Restorasi ringan untuk kerusakan ringan
b}  Restorasi sedang untuk kerusakan sedang
c)  Restorasi berat untuk kerosakan berat.
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Bagian Ketujuhbelas
Matriks Hubungan Kegiatan dan Indeks Besaran (%) Terhadap Harga Satuan Tertinggi
Per-M2 Bangunan Untuk Pekerjaan Perawatan

Pasal 77

Hubungan kegiatan pemeliharaan, perawatan (Rekabilitasi, Renovasi dan Restorasi) dengan
tingkat / intensitas penvusutan untuk pemelibarsan serta kerusakan untuk perawatan {Rehabilitasi,
Renovasi serta Restorasi), kaitannya dengan biaya perawatan vang terinct pada masing-masing
Jenis kegiatan perawatan, ditetapkan dengan indeks besaran (%) terhadap harga satuan tertinggi

per m2 bangunan untuk pekerjaan perawatan sebagaimana pada Pasal 78,

Bagian Kedelapanbelas

Penetapan Tingkat/Intensitas Kerusakan dan Koefisien/

Indek Besaran (%) Pengali Biava Perawatan
{Rehabilitasi, Renovasi dan Restorasi)

Pasal 78
Pemeliha- Penctapan Tingkat / Intensitas Kerusakan dan
HKEE' atan raan Koefisien Besaran (%) 1]
{Rutin) Rehabilitasi Renpvasi Restorasi
\\ Ambang | Ambang | Indek % | Ambang | Indek % | Ambang | Indek %
Intensitas ™ %o Keru- | % Keru- | Standar | % Keru- | Standar | %& Keru- | Standar
sakan sakan Harga sakan Harpa sakan Harga
Tahunan = |0 4 - - - - =
Ringan - 10-25 | (15-30) | 10-25 | {15-30) 10-25 {15-30)
Sedang - 26-50 | (31-55) | 2650 | (31-58) | 26-50 {31-55)
Lﬂmn % 51-79 | (56-84) | 51-79 | (56-75) | S51-79 (56-84)
Bagian Kesembilanbelas
Standar Harga Maksimum Komponen Pekerjaan Jalan
Pasal 79
{a) Pekerjaan Pemelhaman Penodik dan Peningkatan Jalan :
I. Lapis Pondasi .
- Lapis Sifu ... Maksimal Rp. 192.000,00 /M
- Pasangan Telpond Tebal 15em .., .... Maksimal Rp. 3900000 /M
- Pasangan Macadam Tebal [0cm ., ... ... Maksimal Rp. 45.000,00 /M*
-AgregatKelas A ... Maksimal Rp. 300.000,00 /M
2, Lapis Penutup :
o PR TRE oo cinioiets s Maksimal Rp. 12.000,00 /M
-Lapis ATE tebal Sem ... ...... ....... Maksimal Rp. 114.000,00 /M
=Lapis ACtebal Sem ..., Maksimal Rp. 120.000.00 /M
- Lapis HRS Tebal 3Cm ... Maksimal Rp. 7RO000,00 /M
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- Lapis Penetrasi Tebal $Cm ........_......
- Lapis Semi Penetrasi Tebal 3 Cm ... ...

- Laburan Aspal ................,

- Sand Sheet .
(b) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin

Pekerjaan perbatkan perkerasan jalan,

bahu jalan, Kupasan semak/damija,
perbaikan dan pembersihan saluran ... ..

= Penanganan Khusus ... .

Maksimal Rp
Maksimal Rp.
Maksimal Rp
Maksimal Rp

67.000,00 /M*
46.000,00 /M
13.000,00 /M
62.000,00 /M

< Rp. 90.000,000.00/Km (lebar 3,0 m)

< Rp. 385.000.000,00 / Km (lebar 3.0 m)

Bagian Keduapuluh
Standar Biaya Exploitasi dan Pemelibharaan Kendaraan

Kendaraan Pejabat Negara . ...

Mobil Tankt ...............

Bus (25 hr x 10 Iiter x Rp 4.300,00)
Mimi Bus ...,

P Ui i G TR,
Jecp ! Sedan/ Hardop ............

* * # # F # ® # # #

Treuk Kebersihan (DKP)
(30 hrx 35 Iner x Rp 4.300,00)

Paszal B0

Sepedd Mabor ..o il

hiohil Truck P BoX .oooviiiimin

Pusling {25 hr x 10 liter x Rp 4.500,00) ...

Ep.

Ep.
Ep.
Rp.
Rp.

Ep.

1. 500,000 00
200.000,00
450.000,00
450,000,00

1.075.000,00
S00.000,00
S00.000,00
500.000,00

1.125.000,00

4 .515.000,00

[ hulan
! bulan
/ bulan
! bulan
! bulan
/ bulan
/ bulan
/ bulan
/ bulan

{ bulan

Catatan @ Penangpungjawaban atas biaya exploitasi dan pemeliharaan kendaraan haras

berupa natura.

Bagian Keduapuluh satu
Standar Biaya Exploitasi dan Pemeliharaan Kendaraan Pimpinan dan Komisi DPRD

¢+ Kendaraan Pimpinan
- Wakil Ketua .

Pasal 81

* Kendaraan Komisi ... i e

+ KendaramnPool DPRD ... ..o
Catatan ;. - Apabila sudah mendapat biaya ex

Rp.

1.500.000,00
1.400.000,00
1.250.000,00
1.000.000,00

diperkenankan untuk mendapatkan penggantian biava BEM.
- Pertanggungjawaban atas biaya exploitasi dan pemeliharan kendaraan harus berupa

natura.
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Bagian Keduapuluh dua
Standar Biava Pekerjaan Jasa Konsultan
Fasal 82
(1) Biayva Langsung Personil
Standar biaya pekerjaan jass konsultan crang per bulan disesuaikan dengan bidang keakhliannya
sebagal berikut

a. Tenaga Ahli

Kelompok Ahli :] Tahun Pengalaman Billing Rate

Ahli Kepala 12-16 Rp. 950000000 - Rp 12.000.000.00
Ahli Utama 812 Rp. 7.500.000,00 - Rp 9.500.000,00 |
Ahli 4-8 Rp. 5.500.000,00 - Rp 7.500.000,00
Ahli Muda = -4 Rp 450000000 - Rp 550000000
| Teknisi 0—4 Rp. 1.500.000,00 - Rp 3.000.000,00

b. Tenaga Pendukung

,Iﬁ Kelompok Ahli ] Billing Rate
Office Manager Rp.  2.500.000,00
i Sckretaris Rp  1.750.000,00
Juru Gambar | Rp.  1.750,000,00
Operator Komputer Rp. 1.500.000.00
Sopir Rp. 1.250.00000

(2) Biaya Langsung Non Personil

Jenis Pengeluaran Biava
Tunjangan Perumahan Rp. 650.000,00 / bin
Bizya Pelaporan Rp. 75.000,00 / buku |
Kendaraan Kerja Roda - 2 Rp. 750.000,00 / bin
Kendaraan Kera Roda - 4 Rp 10.500.000,00 / bin
Biaya Sewa Kantor Rp. 15.000.000,00 / bln
Biaya Komputer Rp.  600.000,00 /bln |
Biaya Mesin Tik Rp. 60.000,00 / bin
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BAB VI
KETENTUAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Pertama
Ketentuan Umum
Pasal 83

A, Pelaksanaan pengadasan barang/jasa dapat dilakukan
. Dengan menggunakan penvedia barang/jasa,
2 Dengan cara swakelola

B. Pengadaan barang/jasa dengan menggunakan penyedia barang jasa dilaksanakan melalui;
I, Sistem pengadaan barangjasa pemborongan/jasa lainnya;
2. Sistem pengadaan jasa konsultansi,

C  Pelaksanasn pengadaan barangfasa di lingkup Pemenntah Kabupaten Circbon berupaya

meningkatkan peran sera Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil dan kelompok masyarakat.

Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan

memenuhi kritena vang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha

kecil, kriteria Usaha Kecil adalah;

I.  Memihki kekavaan bersih paling banyak Rp 200 juta, ndak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha atau memihiki hasil penjualan whunan paling banyak Rp 1 miliar, dan

2, Milik Warga Negara Indonesia; dan

3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau berafiliast baik Jangsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah dan
Usaha Besar; atau

4.  Koperasi Kecil yang mempunyai unit usaha jasa pemborongan, pengadaan barang, atau jasa
lainmya.

Pembuktian Usaha Kecil cukup dengan surat ijin usaha yang dikelvarkan oleh pemenntah

kabupaten‘kota setempat

D. Pekeraan terbagi pada 2 {dua) jenis, yvaitu: Pekerjaan Kompleks dan Pekerjaan Tidak Kompleks
{Sederhana).
Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan vang:
I, memerlukan teknolog tinggi, dan/ataw

mempunyai resiko tinggl, dan‘atau

menggunakan peralatan didesain khusus, danfatau

bemnilai di atas Rp 50 nuliar,

I TS P R (O |

E.  Pemlman kompetensi dan kemampuan penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui:
1. Prakualifikasi
Proses penilasan kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terientu
lainnya dan penvedia batang/jasa sebelum memasukkan penawaran
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2,

*

4

Pascakualifikasi:

Proses penilaian kompetensi dan kemampoan useha serta pemenuhan persyaratan terténtu
lainnya dari penvedia barang/jasa setelah memasukkan peTiawaran,
Pekerjaan jasa pemborongan, pemasokan barang, dan pemasokan jasa lainnya:

| METODA PENGADAAN | TIDAK KOMPLEKS | KOMPLEKS
Pelelangan Umum Pascakualifikasi Prakualifikasi atau Pascakualifikasi
Pelelangan Terbatas Prukualifikasi Prakualifikasi
Pemilihan Langsung Prakualifikasi Prakualifikasi

. Penunjukan Langsung Prakualifikasi L Prakualifikasi

Pekerjaan jasa konsultansi:

METODA PENGADAAN :| TIDAK KOMPLEKS atau KOMPLEKS
Seleksi Umum Prakualifikasi
Seleksi Terbatas Prakualifikasi
Seleksi Langsung - Prakualifikasi
| Penunjukan Langsung - Prakualifikasi

Pemilihan penyedia barangjasa pemboronganjasa lainnya dapat dilakukan melalu metoda
Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, atau Penunjukan Langsung.

1

-2

Pelelangan Umum adalah metoda pemilihan penyedia barangfjasa pemboronganjasa lainnya
vang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melaln media massa dan
papan pengumnunan resmi untuk penerangan umum serta bilamana dimungkinkan melalui
media elektronik, sehingga masyarakat luas dunia usaha vang berminat dan memenuhi
kualifikasi dapat mengikutinya.

Pelelangan Terbatss adalah metoda pemilihan penyedia barmangfjasa pemborongan/jasa
lainnya vang dilakukan bila jumlah penyedia barang/jasa vang mampu melaksanakan diyakini
terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, sena harus diumumkan secara luas melalui
media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barangfjasa
yang telah divakini mampu, guna membert kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya
vang memenuhi kualifikasi.

Pemilihan Langsung adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa
lainmya yang dilakukan bila metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai ndak
efisien dan segt biaya pelelangan dengan cars membandingkan sebanyak-banyaknya
perawaran, sekurang-kurangnya 3 (liga) penawaran dan penyedia barangfasa yang telah
lulus prakualifikasi sena dilakukan negosiasi baik teknis maspun biaya serta hams
diumumkan mimmal melaly! papanpengumuman resni untuk penerangan umum dan bila
memungkinkan memalu intemet.

Penunjukan Langsung adalah metoda pemilihan penyedia barangfasa pemboronganijasa
lainnya dalam keadaan tertentu dan keadasn khusus dengan cara menunjuk langsung kepada
| (satu) penvedia barangfasa serta melakukan negoisasi baik teknis maupun biaya sehingga
diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan.
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Pemilihan penvedia jasa konsultansi dapat dilakukan melalui metoda: Seleksi Umum, Seleksi
Terbatas, Seleksi Langsung, atau Penunjukan Langsung.

i

[

Seleksi Umum adalah metoda pemiliban penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek
pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi secara terbuka, yaitu divmumkan secara luas
melalul media massa dan papan pengumuman Tesmi untuk penerangan umum s¢hingga
masyarakat luss mengetahu dan penyedia jasa konsultansi yang bermunat memenubn
kualifikasi dapat mengikutinya

Scleksi Terbatas adalah metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang
kompleks dan divakini jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut
Jumlahnya terbatas,

Scleksi Langsung adalah metoda pemilihan penvedia jase konsultansi vang dilakukan bila
metoda seleksi umum atau seleksi terbatas dinilar tidak efisien dan seg biaya seleksi dengan
mengeunakan dafiar pendek pesertanya ditenfukan melalui proses prakualifikasi terhadap
penyedia jasa konsultansi yang dipilih langsung dan diumumkan sekurang-kurangnya di
papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atau media elektronik (internet ).
Penunjukan Langsung adalah metoda pemilihan penvedia jasa konsultansi dalam keadaan
tertentu dan keadaan khusus dengan cara menunjuk 1 (satu) penyedia jasa konsultansi vang
memenuhi kualifiaksi dan dilakukan negoisasi baik dan segi teknis mavpan biaya schingga
diperoleh biaya vang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan.

Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendin oleh
pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendin, danfatau tenaga dan luar baik tenaga

ahli maupun tenagas upsh borongan, tenaga ahli dar luar tidak boleh melebihi 50% (hma puluh

persen) dan tenaga sendin

Dalam persiapan dan penyclenggaraan pengadaan barangjasa hans diperhatikan ;

1

!_u

- UNCNUNE Y

Pembuatan dokumen pengadaan barang/jasa secara lengkap, jelas dan tegas schingga dapat
ditkuti dan dimengerti oleh para peserta’rekanan;

Penggunaan kriteria dalam dokumen pengadaan barangjasa atay persyaratan pengadaan
secara rinci dan jelss dan diberitabukan kepada peserta/‘rekanan,

Adanya anzhisis biaya yang dikalkulasikan secara keahlian (profesional) atau harga pasar
vang berlaku sebagai acuan dalam evaluasi kewajaran harga;

Metoda penvampaian dokumen penawaran;

Tata cera evaluasi penawaran rekanan peserta;

Jenis kontrak pengadaan barang/jasa yang akan digunakan,

Penggunaan hasil produksi dalam negen dan rancang bangun rekayasa nasional,

Pengutamaan bagi usaha kecil, koperasi kecil, dan masyarakat;

Ketentuan mengenai tempat penyelenggaraan pelelangan.
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Untuk efisiens1, data vang diperlukan wniuk menilai kualifikasi cukup dan formulir isian yang
harus dilengkapi oleh penyedia barang/jasa disertal pernyataan kebenaran data yang disampaikan,
Bila termyata data tersebut palsu atan bohong, maka penyedia barangfjass sanggup dikenakan
sanksi scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku, antara lain bersedia
dimasukkan ke dalam Daftar Hitam selama 2 {(dua) tahun vang berarti tidak boleh mengikut
pengadaan barang/jasa pemerimah selama 2 (dua) tahun, Bukti kebenaran data tersebut baru
diminta apabila penvedia barang/jasa akan dissulkan menjadi pemenang atau cadangan

Hal-hal vang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan barangiasa adalah sebagai

benkut .

1. Mcembuat Pakta Integritas, vaitu sural pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna
barangjasa’ panitia pengadean’ pejabat pengadaan’ penyedia barang/jasa vang berisi ikrar
uniuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam
pelaksanaan pengadaan barangjasa.

2. Keseluruhan dokumen pengadaan vang bersangkutan harus disusun scsual dengan ketentuan
yang berlaku dan/atau ketentuan yang tércantum dalam perjanjian pinjaman luar negeri vang
bersangkutan.

3. Penyedis barang/jasa atau rekanan yang ditunjuk benar-benar mampu dan memiliki reputas:
vang baik, antara lain dibuktikan dari pelaksanaan pekenaannya pada kontrak yang lain pada
waktu lalu, di Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya yang bersangkutan atau di tempal
pemberi kerja vang lain.

4. Harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan menguntunghkan Dacrah dan
dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan cara pembayaran, valuta pembayaran
dan ketenfuan penyesuaian harga vang mungkin terdapat pada kontrak yang bersanghutan.

3. Harga vang disepakati telah dibandingkan dengan daftar harga (price fisr), analisis biaya yang
dikalkulasikan secara keahlian (profesional), harga pasar vang berlaku, perhitungan perencana
(engineers estimate), dan harga kontrak pekerjaan yang scjems sebelumnya di SetdaBadan/
Dinas/Kantor lainnya yang bersangkutan atau di tempat pemberi kerja yang lain.

6, Kuahtas pekersan dan waktu penvelesaian pekerjaan dijamin akan dapat dipenuhi oleh
rekanan yang ditunjuk seésuai dengan ketentuan kontrak

Bagian Keduoa
Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya

Paragraf Pertama
Pelelangan Umum
Pasal 84

Pelelangan Umum adalah penpadaan barangfjasa pemboronganjasa lainnya vang dilakukan
secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui medin massa dan papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bilamana dimungkinkan melaly media
elektronik, schingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat
mengikutinya;



Pada prinsipnya penilaian kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha peseria Pelelangan
Umum, dilakukan dengan pascakualifikasi. Khusus untuk pekerjaan yang kompleks dapat
dilakukan dengan prakualifikas:;

Penillaian kualifikast untuk pelelangan dengan pascakualifikasi terbadap 3 (figa} penawaran
terendah yang responsif;

Keikutzertaan dalam pelelangan dilakukan dengan penawaran tertulis;

Penawaran dilakukan berdasarkan svaral mengenai pekeraan yang akan dilaksanakan atau barang
vang akan dibeli dan ketentuan lainnya. Syarat tersebut dapat diketahui oleh para peminat melalui
pengumuman dan  penjelasan  yang diberikan oleh Kepala Satuan KerjaPejabat Pembua
komitmen

Biaya untuk penvelenggaraan pelelangan den pembuatan dokumen disediakan dari Dokumen
Anggaran Satuan Kerja (DPA-SKPD) kegiatan yang bersangkutan seria dokumen lainnya yang
disamakan.

Pelelangan dapat dilakukan dalam bagian-bagian dan satu kesatuan (paket) kegiatan dengan
ketentuan sebagal berikut :

1y Yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan,

2} Berupa penyerahan barang sejenis pada beberapa tempat.

31 Yang udak bermaksud untuk menghindan pelaksanaan pelelangan,

Paragrafl Kedua
Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 85
Anggaran Belanja Kegiatan
Untuk anggaran belanja kegiatan dalam pelaksanaan pengadasn barangfjasa dibentuk
PanitiaPejabat Pengadaan Barang/lasa vang selanjutnya disebut Panitia/Pejabat Pengadaan
oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah vang bersangkutan.

Panitia/Pejabat pengadaan/anggota unit lavanan pengadaan harus memanuhi persvaratan sehagai
bertkut ;

Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas,

Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan disdakan,

Memahami jenis pekenaan tertentu yang menjadi tugas panitia‘pejabat pengadaan/unit

layanan pengadaan bersangkutan;

4. Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keppres 30
tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden No.8 tahun
2006,

5. Tidak mempunyai hubungan kelvarga dengan pejabat vang mengangkatnva  dan
menetapkannya sebagal panitia‘pejabal pengadasn/anggota unit lavanan pengadaan;

6, Memiliki sertifikat keahlhan pengadaan barang/jasa pemerintah.

!.l.‘ [ ]

Dalam proses pengadaan barang/jasa kedudukan dan peranan Panitia Pengadaan sangat dominan
dan penting, karenanya agar Panitia Pengadaan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tertib
dan lancar, Kepala Satuan Kerja atau Penanggung Jawab Kegiatan berkewajiban melakukan
pembinaan teknis dan administratif serta pengawasan melekat kepada panitia pengadaan,
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d. Panitia Pengadaan beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang untlut kegiatan pengadaan
harang/jasa pemboronganfjasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 500 juta, sedangkan pengadaan
barang/jasa pemboronganasa lainnya dengan nila: di atas Rp. 25 juta s.d. Rp. 500 juta sekurang-

kurangnya 3 (tiga) orang

Susunan Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut :

Biays Pengadann | >Rp5jt vnd Rp2Sjt | >Rp2Sjt sd Rp S0t | = Rp 500 jt
L Pemilihan Penyedia Jasa Pemborongan Konstruksi
h Unsur Pengiana Anpgaran/
Pejabat Pengadain i =
TR Dies Teknis Terkait
| K it Pinbis Unsor Pengguna Angpacan’ | Linswr Penggune Angpgaran’
|! Dinas Teknis Tedkad Denas Tekonis Terakit
“Sekretaria : . | Unsur Bag Adn Pemb, " Unsur Bag Adm Pemb,
Atggos Ui D Tk Tty || ARgpean!
[Chmas Toknis Terkail
Angpoda . Unsur Dhone Teknas Terkait
Anggota B - Unsur Dinas Teknis Terkail
I [l Pemilikan Penyedia Jasa Pemborongan Non Konstruksi
| Pejobat Pengadoan | Unsur Pengguan Anggaran l .
o Linswr Pengpuns Amggsran/
Kefua Panit | Une I
i itia ) uf Pengyuma Anggarnn Dvgimg Tekiria. Toctiagt
Sekretans Unsur Bag, Adm. Pemb Unsur Beg, Adie Pemb
A | Unsar Penggunn Angpamn' | Unsur Penggunn Angiaran’
l | mstans Lein Yang Terkait Instansi Loan g Torkai
A Lingur Peogpuns Anggaran/'
Instans Laim Yanp Terkait
& Uinsur Pengpuns Anggaran/
. Instansi Lain Yang Terkns
IIL Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang
| Pejabat Pengadnan | Unsw Pengouna An,ﬁu.im: . =
Ketan Pansia o Linsir Pemgguna Anggaran Urgiar Pengwana Anggnran
Sekreiris - : Unsur Bag Adm Pemb. LUnsus Bag Adm Pemb.
Anggota | Unsur Bag Perlenykapan Unsur Bag Perlengkapan
b
| Anygoin % RS e ;
- . nsiansi Lain ¥ang Terkait
. Ursur Pengpsia Anggaran
Ly leezamt Lain Yooy Terkast
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 Biaya Penpadaan [ *RpSjt ud Rp25it | >Rp25jt sd HpSMje | = Rp S04 i
IV. Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya
Pepabast Pemgndean | Llmswer Poogguns Anggoran | -

g = Unsur Pengguna Anggsren!
Ketsa Pan nEga,
itia Ungur Pengiima A an Dimes Tekuds Terkal
Schretars: . Unsur Bag, Adm Pemb Unzor Bag. Adm Femb
Angoh Uz Pemgpunn Angparan’ | Unsur Penggunn Anggaran/
! fnstansi Lain Yang Terkait | Instensi Lain Yong Terkait
rhnw : | Unzar Penggues Anggaran/
[ngtanss Lain Yang Terknit
. ) Unser Pengguna Anggaron/
Anggoda % lestansi Lain Yang Terkast
Biaya Pengadean | >RpSjt sd Rp2Si | >Rp2Sjt sd Rp 200 jt - Rp 200 jt
V. Pemilihan Penvedia Jasa Konsuhtansi Konstruksi
; Umsar Penggiana A ngganan/ |
Mbanhic. Dinas Teknis Terkai : |
Kectun Panitia Umsur Penggana Anggarary' | Unsar Pengguna Angggaran/
Drnaa Tekmis Terkat [hnas Teknes Terksit
Selreiaris Unsur Bag Adn Pemly Unsur Bag. Adue Femb.
A i Lingur Pangguna Ampgaran’ | Uinser Penpguna Anggarsn/
Drinass Tekmis Terkan | Dinas Tekris Terkait
K i LUagur Ferl,g.p.l.nl .ﬁ.nmmlf
Dinas Tekonis Terkait
| Unisur Pengguna Anggaran/
Anggla 2

_'l_ I [hnas Tekns Terkait
VL Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Non Konstruksi
Pembat Pengedaan | Unsur Pengguna Angparan - -

[ Fema Panitia - Lingar Penggunn Angparon Unsur Penggung AngEaron
Selretans - Unsur Bog. Adm Pemiby Ungmr Bap. Adm. Pemb.
Kiioa . — Ursqur Peegguna Angaarand’ | Unsur Pengpuns Asggsran/

& | Instnmsi Lam Yoop Terksit | [nstansi Lo Yang Terkail |
- = Unswr Peagguna Anggaran

Instansi Lain ¥ang Terian
Unsaur Penggunn Anggaran’
A "
— | lnstansi Lain Y Terkait
VII. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan
U'nsur Penggunsa Angiarm/
Fojaban Penpadas 2
Diinas Tekms Terkat |
Bt Bt i Limzur Penggunn Am Unsaue Peagrguan Anggaron
; \ Devas Tekens Terkau Dhnas Telns Terkaii
Rekretans Limsur Bog Adm. Pemb. Ursur Bag Adm Pemb.
Limsier Ponpguns Anggaran’ ; . .
= Diinas Tebmis T
b Dias Teknis Terkait i
Angpola - 1 = Diinas Teknis Terkai
Lliigur
Neapils i i Penpzuna Anggaran’

[nsians Lain Yang Terkmt J




Persyaratan wntuk Pejabat Pengadaan / Ketua / Sekretaris /| Anggota Panitia Pengadaan sd
31 Desember 2007 yaitu -

I. Pegawai Negen Sipil { PNS )

2. Mempunvai Sertfikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemenintah, atau

3. Mempunyai Bukti Keikutsertaan dalam Pelatthan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Catatan -

1. Pejabat Pengadsan/Pamitia Pengadaan BarangJasa diutamakan vang telah
mempunvai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jass Pemenntah,

2. Pejabat Pengadsan/Panitia Pengudaan diangkat oleh Pengguna Anggaran atau
Kuasa Pengguna Anggaran.

3. [n dalam SK Pengangkatan PejabstPanitia Pengadaan aper melampirkan
fotocopi  Sertifikat Keahlian Pengadasn ataw Bukti Keikuisertaan dalam
Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

4. Apabila Dinas/Badan/Instansi tidak ada atau kekurangan Pegawai vang memiliki
Sertifikat Keahlian Pengadaan atau Bukti Keikutsertaan dalam Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka dapat minta bantuan kepada
Dinas/Badan/Instansi yang Pegawainya memiliki.

PEMILIHAN PENYEDIA CONTOH KEGIATAN
Pembanguanan Godang/Jaken Jembatan/Bendingan
JAS A FEMBORCEGAN KONSTRUKS] Pembangunan Jaringan Transms den Distribusi Kebsinkas

| | Pembuatan Pengofahan Air Bersih dan Aw Limbsh, dsbaya

Pembangrinan Kapal dan Alse Apung

JAZA PEMBORORGAN MO KINSTRUKS] Pemtvibotan Tannman PanganPerkehunanPeternakanPerikanas
=

Pembanguean Telskomumikes: Dara, debma

Perencannan Cedunyg Jalan' Jembatan Saluran
IASA KORSTLTANS] KONSTRUKSI " Perencanasn Inciales) Ligink
Porencansan Amdal, detivn.

e

-

Penyiapan dan Implementasi Provek Wisnta

JASA KONSULTANS] NON RONSTRUES] L'Pnhdihm dan Pengembangan S0M

| Perencamaan Sistesy Informasi biansjemman

IASA KONSTULTANST BERORIEMTAS] LAY ANAN Manajemen Konsinaks)
| Manajemsen Proyek, dsbeya

Penpadacn Kompuier
FEMGALIAAN HARANG Pengadain Kendaraan Roda-4/Rods-2
Pengadaan Perfengkopen Pooawsi,

| 1
T Kopaian MICE {Mocting, Incenbve, Convention, Exlibiton)
IASA LAY A | Pemeliharasn dan Perawatan Prolatan Famioe
[ Jasa Boga

]




1} Dilarang duduk sebapai panitia/pejabat pengadaan |

a)
h)

c)

Pejabat Pembuat Komitmen dan bendaharawan;

Pegawai pada Badan Pengawasan Daerash Kabupaten, kecuali menjadi
panitia/pejabal  pengadaan untuk pengadaan barangfjasa yang dibutuhkan
instansinya.

Pejabat vang bertugas mclakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran
dan‘atau pejabat yang beriugas menandatangani Surat Perintah Membayar,

2} Tugas, wewenang Jan tanggung jawab panitia’pejabat pengadaanTUnit Layanan
Pengadaan { Procurement Unit) meliputi meliput ©

al
b
c)
d)

e)
f)

g)
h}

L)

Menvusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokast pengadaan;
Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS),

Menyiapkan dokumen pengadaan;

Mengumumkan pengadaan barangfjasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi
danfatau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan
diumumkan di websie pengadaan nasional,

Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikas:,
Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

Mengusulkan calon pemendang;

Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen dan/atau pejabat vang mangangkatnya,

Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanasn penpgadaan barang/jasa
dimulai.

Paragral Ketiga
Dokumen Lelang
Pasal 86

Dokumen lelang terdini dan BKS, gambar-gambar, dan keterangan lainnya.

a  RKS Sekurang-kurangnya memuat :

(1) Syarat Umum :

a)
b)
c)
d

e)

Feeterangan mengenal pemben fugas;

Keterangan mengenai perencanaan {pembuat desain);
Keterangan mengenai direksi;

Syarat peserta pelelangan,

Bentuk surat penawaran dan cara penyampaiannya.

(2) Syarat Administratit :

i)
b}
)
d)
el

f)

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
Tanggal penyerahan pekerjaan / barang;
Svarat Pembayaran,

Denda atas kelambatan,

Besarnya jaminan penawaran,

Besarnya jaminan pelaksanaan,
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{3) Syarat Teknis :

a) Jems dan urasan pekenaan vang harus dilaksanakan;

b} Jenis dan mute bahan, antara lain bahwa semaksimal mungkin harus
mengguna-kan produkst dalam negen dengan memperhatikan potensi Masional,

c) Gambar detail, gambar konstruksi dan sebagainya.

Penjelasan mengenat dokumen lelang diberikan pada han pembenan penjelasan.

Paragrafl Keempat
Syarat Peserta Pelelangan
Pasal 87

Rekanan yang ikut serta dalam keguatan pemilihan penyedia barangfiasa harus

mempunyai :

I

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8

9)

Surat [zin [saha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemenntah
yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa perdagangan, [UJK
untuk jasa konstruksi, dan sehagainya;

Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan,

Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usshanya tidak

sedang dihentikan, dan/atan tidak sedang menjalani sanksi pidana,

Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barangjasa wajib

mempunyai perjanjian kena sama operasikemitraan yang memual persentasc

kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan

bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPN sckurang-kurangnya 3 (tiga)

bulan yang laly,

Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menvediakan

barang/jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman

subkontrak baik di lingkungan pemenntah atau swasta, kecuah penyedia barang/jasa
vang baru berdin kurang dari 3 (tga) tahun;

Memiliki kinenja baik dan idak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu

instansi;

Memiliki kemampuan pada hidang pekeaan yang sesusi untuk ussha kecil

termasuk koperasi kecil;

Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk

bukan usaha kecil

a} Untuk jasa pemborongan memenuhi KD = 2 NPt (KD = Kemampuan Dasar,
NPt = nilai pengalaman tertinggi pada subbidang pekerjaan yang sesual untok
bukan usaha kecil datam kurun waktu 7 {tujuh) tahun terakhir);

b} Untuk pengadsan barangfjasa lainnya memenuhi KD = 5 NPt (KD -
Kemampuan Dasar, NPt = nilai pengalaman tertinggi pada subbidang pekenaan
vang scsudl uniuk bukan wsaha kecil dalam kurun waktu 7 (wjuh) tahun
terakhirk
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10} Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan
yang mewakili kemitraan (fead firm),

11} Untuk pekerjaan khusus/spesifikiteknologi tinggl dapat ditambahkan persyaratan
lmmn, seperti peralatan khusus, tenaga ahh spesialis vang diperlukan, atau
pengalaman tertentu, J

12) Memiliki surat keterangan dukungan kevangan dan bank pemenintah/swasta untuk
mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 10% {sepuluh persen) dari
mlai proyek/kegiatan untuk pekerjaan jasa pemborongan, dan 5% (lima persen)
untuk pekerjaan pemasokan barang/jesa lainnya, kecuali untuk penyvedia barangjasa
usaha keeil termasuk koperasi kecil,

13} Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil vang
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan,

14} Termasuk dalam penvedia barang/jasa vang sesuai dengan nilai paket pekenaan;

15} Menvampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan khusus untuk
jesa pemiborongan;

16) Tidak membuat pernyataan vang tidak benar temtang kompetensi dan kemampuan
usaha yang dimilikinys,

17} Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki Sisa Kemampuan Keusngan (SKK)
vang cukup dan Sisa Kemampuan Paket { SKP).

Untuk pengadaan barangfjasa dengan milar di aas Rp 50.000.000,00 {lima puluh juta

rupiah), peseria pengadaan harus menyerahkan surat jaminan penawaran sebesar 1%

(satu persen) sampai 3% (tiga persen) dan perkiraan harga penawaran dengan ketentuan

sebagai berikut ;

1) Ditertatkan oleh Bank Umum (tdak termasuk bank perkreditan rakyat) atau
perusahaan asuransi vang mempunyal program asuransi kerugian (Surery Sond) dan
direasuransikan kepada perusahaan asurans: di luar negeri yang bonafid.

2) Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu vang ditetapkan
dalam dokumen lelang

3} Nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan
penawaran

4) Besar jaminan penawaran tidak kurang dar nilai nominal yang ditetapkan dalam
dokumen lelang,

5} Besarjaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf.

6) Nama pengpuna barang/jass vang menenma jamingn penawaran sama dengan nama
pengpuna barang/jasa yang mengadakan pelelangan.

7y Paket pekerjaan vang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelang.

8) lsisurat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang

Apabila ada hal-hal vang kurang jelas dan atau meragukan dalam surat jaminan
penawaran perlu klarifikasi dengan pihak yang terkait tanpa mengubah substansi dari
Jaminan penawaran,
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Jika peserta berkedudukan di Luar Negen, diserahkan surat jaminan dari Bank Devisa di
Indonesia atau di Luar Megen vang direkomendasikan oleh Bank Indonesia. Surat
jarminan penawargn tersebut scgera dikembalikan apabila vang bersanghutan Gdak
menjadi pemenang dalam pelelangan.

Surat jaminan penawaran tersebul menjadi milik Negara apabila peserna mengundurkan
diri setelah memasukan dokumen penawarannya dalam kotak pelelangan.

Dilarang ikut sehagai peserta’penjamin dalam penawaran :

1} Pegwwai Negeri, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Pegawai Bank milik
Pemerindah / Daerah;

2)  Mereks yang dinvatakan pailit;

3} Mereka yang pengikut sertaannva akan bertentangan dengan tugasnya.

Paragraf Kelima
Pengumuman dan Pemberian Penjelasan
Pasal 58

Pads Pengumuman pelelangan antara lain dimuat |

[} Mama Instansi yang akan mengadakan pelelangan;

2} Uratan singkat mengenai pekerjaan vang akan dilaksanakan atau barang yang akan
dibeli;

3)  Syarat peserta pelelangan;

4)  Tempat, har dan wakty untuk mendaflarkan dini sebagai peserta,

5)  Tempat, hari dan waktu untuk memperoleh dokumen lelang dan keterangan lainnya;

6} Tempat, han dan waktu untuk pemberian penjelasan mengenal dokumen lelang dan
keterangan lainnya;

71 Tempat, hari dan waktu pelélangan akan diadakan;

8) Tempat, hart dun waktu penvampaian pelelangan,

9} Alamat tujuan pengiriman dokumen penawaran;

Agar para peminat pelelangan mempunyvai cukup waktu untuk melakukan persiapan,
tenggang waktu pelaksanaan pelelangan diatur sebagai berikut :
a. Penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan barangfasa harus membernkan alokasi
waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan
b. Jadual lelang ditetapkan panitia dan disepskati bersama peserta lelang pada saat
penjelasan lelang Kecuali :
a) Anmtara awal pengumuman sampai dengan han terakhir pendaftran diberkan
waktu paling lama 7 {tujuh) han kerja. Masa pendaftaran sekurang-kurangnya
3 {tiga) han kerja.
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b) Amtara hari akhir pendaftaran dan hari terakhir pengambilan dokumen
pengadaan paling lama 7 (lujuh) hari kerja. Masa pengambilan dokumen
pengadaan sekurang-kurangnya 2 (dua) han kerja,
¢) Amara hari akhir penpambilan dokumen pengadaan dan han dimulainya
penjelasan sekurang-kurangnya 3 (tiga) han kerja,
d) Antara hari diterimanya surat usulan penetapan pemenang lelang dan har
dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang'Jasa (SPPBJ) selambat-
lambatnya
» 5 (lima) hari kega untuk penctapan penyedia barangjasa oleh pengguna
barang/jasa.

= 14 (empat belas) han kerja untuk penctapan penvedia barangijasa oleh
Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen / Gubemur /
Bupati / Waliketa / Direktur Utama BUMN / BUMD.

c. Antara han diterimanya SPPBJ dan han pengumuoman pemenang lelang selambat-
lambatnya 2 (dua) hari kerja

d Masa sanggah diberikan sekvrang-kurangnya 5 (lima) han kera sejak hari
pengumuman pemenang lelang.

e. Antara harn penenimasn sanggahan dan han penyampaisn jawaban sanggahan
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.

f Antara hari pengumuman pemenang lelang dan han penerbitan Surat Penunjukan
Penvedia Barang/Jasa (SPPBJ) selambat-lambatmya 5 (lima) hari kega. Dalam hal
ada sanggahan dari calon penyedia barang/jasa maka penerbitan SPPB) sclambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak berakhirmya masa sanggah.

g Amtara hari penerbitan SPPBJ dan han penandatanganan kontrak selambat-lambatmya
14 {empat belas) han kena

Penjelasan mengenai rencana kera dan syarat (RKS) pengadaan barangjasa, syarat
peserta dan tata cara penilaian pelelangan yang disahkan olch Kepala Satuan Kerja/
Pgjabat Pembuat Komitmen dilakukan di fempat dan pada wakiu yang ditentukan,
dengan dihadin calon peserta/peminat pelelangan yang telah mengisi dafiar hadir.
Penjelasan mengenal dokumen lelang harus diberikan kepada pam peserta atau rekanan
secarn jelas dan lengkap schingga dapat diikuti dan dimengerm.

Dalam penjelasan tersebut harus diberitahukan juga mengenai kebutuhan keterangan-
keterangan lain yang periu disampaikan oleh para peserta'rekanan. Dengan telah
diberikannya penjelasan, harus dihindarkan adanyn tambahan ketentuan yang timbul
kemudian. Jika diperlukan tambahan, penjelasan tambahan tersebut harus disampaikan

kepada semua peserta
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Ketidakhadiran penyedia barangfjasa pada saal penjelasan lelang (aanwijzing) tidak
dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran,

Pemberian penjelasan mengenai dokumen lelang dan keterangan lainnya termasuk
perubahannya dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan
sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dan calon peserta/peminat,

Parapral Keenam
Pengujian dan Syarat Dokumen Fenawaran
Pasal 89

Dalam pengajuan penawaran harus disertakan sermua dokumen yang dipersyaratkan.
Syural penawaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1) Bermeterai cukup, bertanggal, ditandatangam dan digjukan dalam sampul tertutup.
2) Panitia pelelangan dapal memilih salah satu dan tiga tata cara pemasukan
dokumen penawaran, vaitu dengan sistim :
a) Satusampul
b)  Dua sampul
¢} Dua tahap
Tata cara pemasukean dokumen penawaran yang akan digunakan harus tercantum dengan
jelas dalam dokumen pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan.

Sistim satu sampul

Penvampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan
penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada
pamtie/pejabat pengadaan,

Sistim dua sampul.

Penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukan
dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukan dalam sampul tertutup
I1, selampuetnya sampul 1 dan sampul 11 dimasekan ke dalam 1 (satu) sampul (sampul
penutup) dan disampaikan kepada panitia/pejabat pengadaan.

Sistim dua tahap

1} Tahap Pertama
Pada tahap pertama dimasukkan sampul pertama yang memust persyaratan
administratif dan tekms dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana disyaratkan
delam dokumen lelang,
Dokumen vang disampaikan dalam tahap ini mencakup semua persyarotan yang
diminta dalam dokumen lelang sepanjang tidak mencakup harga. Kelengkapan
dokumen lelang dimaksud dalam dokumen lainnya yang mutahir diperlukan oleh
Pamtia pelelangan dalam menilai kualifikasi teknis dan administratatif dari calon
rekanan vang bersanghkutan.
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2} TahapKedua

Fada tahap kedua, calon rekanan vang telah dinyatakan lulus oleh Panitia
Pelelangan pada evaluasi tshap pertama memasukan penawaran harga dengan
sampul Kedua. Pada tahap ini calon rekanan vang bersangkutan diminta
memasukkan harga penawaran pada satu tanggal yang telah ditentukan. Penawaran
harga tersebut dikalkulasikan berdasarkan analisis teknis, administratif’ dan syarat
lainnya vang telah disepakati pada tahap pertama. Harga terscbut menjadi dasar
pertimbangan panitia pelelangan dalam menentukan calon pemenang pelelangan,

Pada sampul dalam sistim satu sampul dan pada sampul penutup dalam sistim dua
sampul serta tahap satu pada sistim dua tahap hanya dicantumkan alamal sesuai dengan
alamat pengguna barangiasa vang mengadakan pelelangan umum dan kataz-kata
dokumen penawaran pelelangan (jenis, hari, tanggal, bulan, tahun, jam, akan diadakan
pelelangan)

Apabila penawaran disampaikan melalu pos, sampul pada sistim satu sampul penutup
vang berisi sampul [ dan sampul 11 pada sistim dua tshap dimasukkan dalam satu sampul
{disebut sampul luar),

Sampul Lusr hanya memuat alamat pengguna barangjasa serta Sampul Dalam
memenuhi syarat yvang telah ditentukan dalam penawaran melalu pos, sampul luarnva
diambil dengan diberi catatan tanggal penerimaanmya Dokumen penawaran yang
diterima setelah pelelangan dilaksanakan tidak diskutsertakan dan dikembalikan kepada
penguum,

Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dengan
angka dan huruf. Demikian pula dengan jumlah vang teriera dalam angka harus tertera
dalam huruf

Dokumen penawaran dilarang dikinm kepada anggota Panitia atau Pejabat.

K. Dokumen penawaran disampaikan pada wakiu yang telah ditentukan dan sekaligus

dimasukan kedalam kotak tertutup yang terkunci dan disegel yang disediakan oleh
Panitia,

Penawaran dinyatakan gugur pada saat pembukaan sampul penawaran, apabila :

Iy Tidak memenuhi persvaratan sesus dengan ketentuan.

2) Disampaikan dengan cara dikinmkan melalui anggota Panitia atau Pejabat.

3) Disampaikan di luar batas waktu vang ditentukan

Dokumen penawaran vang belum memenuln ketentuan pada huruf a, dapat dipenuha
kekurangannyn pada sant pembukaan pelelangan,

Dokumen Penawaran terdin dan 3 (tiga) buah dokumen yaitu °
1} Dokumen Administras

2) Dokumen Teknis

3) Dwokumen Harga Penawaran.
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Paragral Ketujuh
Pembukaan Dokumen Penawaran
Fasal )

Pada waktu vang telah ditentukan, panitia dinyatakan dihadapan para peserta lelang
bahwa saat penvampaian dokumen penawaran telah ditutup

Setelah saat penvampaian dokumen ditutup, tidak dapat la;gi diterima  dokumen
penawaran, soral keterangan dan sebagamya dan parg peserta. Perubahan atau susulan
pemberian bahan demikian pula penjelasan serta lisan penawaran yang telah disampaikan
tidek dapat diterima kecuali untuk memenubt kekurangan pada materai, tanggal dan
tanda tangan. Ketentuan ini berlaku bagi sistim satu sampul dan dua sampul,
Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistim dilakukan sebagai berikut |
. Sistim Satu Sampul
a) Pamitia penyelenggara membuka kotak dan sampul dokumen penawaran
dihadapan para peserta
b} Semua dokumen pemawaran dan surat keterangan yvang dengan jelas sehingga
terdengar oleh semua peserta dan kemudian dilampirkan pada beniw acara
pembukaan surat penawaran.

2. Sistim Dua Sampul

a) Panitia membuka kotak dan sampul penutup yang berisi sampul satu dan
sampul dua dihadapan peserta,

b} Sampul satu yang berisi data administratif dan teknis dibuka dan administratf
vang ada dibaca dengan jelas sehingpa terdengar oleh semua peserta dan
kemudian dilampirkan pada benta acara pembukaan dokumen penawaran
sampul satu,

€]  Sampul dua yang berisi data harga disimpan oleh panitia pelelangan dan baru
dibuka apabila penawaran yang bersangkutan dinyatakan lulus evaluas: teknis
dan administranf.

Sistim Dua Tahap

a) Panitia membuka kotak dan sampul satu dibadapan pesena.

b} Sampul satu vyang berisi data administratif dan teknis dibuka dan data
administratil’ yang ada dibaca dengan jelas sehingga terdengar oleh semua
peserta dan kemudian dilampirkan pada berita acara pembukaan dokumer
penawaran sampul satu,

¢) Sampul dua yang berisi data harga boleh diserahkan oleh penawar kepada
panitia pelelangan apabila penawaran yang bersangkutan telah dinyatakan lulus
evaluasi teknis dan admimstratif, yvang merupakan hasil evaluasi dan dokumen
dan dimasukkan yang dimasukkan dalam sampul satu,

Lad
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d}

€)

i

gl

h)

1)

1

k)

1}

m}

Dan data admimstratif yang sudah dibaca pamitia menyatakan mana yang
lengkap dan mana vang tidak lengkap serta mencantumkan dalam berita acara.
Kelainan dan kekurangan yang dijumpai dalam data administratif dinvatakan
pula dalam benta acara,

Para peserta yang hadir diberi kesempatan melihat dokumen penawaran yang
disampaikan kepada Panitia.

Setelah pembacaan dan penetapan lengkap ndaknya dokumen penawaran
tersebut, panita sepera membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran
yang memuat hal-hal tersebut digtas dan keterangan Jainnya.

Berita Acara, setelah dibaca dengan jelas ditandatangani oleh panitia vang hadir
dan sekurang-kurangnya dua orang wakil peserta yvang hadir.

Pada sistem satu sampul dan dua sampul, panitia pelelangan dapat melakukan
Klasifikasi teknis sepanjang tidak mengubah substansi. Pada sistim dua tahap
panitia pelelangan melakukan klasifikasi serta negosiasi teknis denpan para
peserta vang dinyvatakan memenuhi persyaratan teknis.

Hasil evaluasi data administratif dan teknis disampaikan kepada para peserta.
Data admimistratif dan teknis vang tidak memenuhi svarat tidak dapat
dipertanggungjawabkan dikembalikan kepada peserta vang bersangkutan. Pada
sistum dua sampul pengembahannya diseriai dengan sampul dua vang bensi
data harga penawaran vang belum dibuka oleh panitia,

Pada sistim satu sampul dilakukan analisis harga secara detail bagil para peserta
vang memenuhi svarat administratif dan teknis.

Pada sistim dua sampul peserta yang data administratif dan teknisnya
memenuhi syarat dan dapat dipertanggungjawabkan di undang lagr untuk
mengikuti pembukaan sampul dua yang berisikan harga penawaran. Harga
penawaran tersebut dinilai secara detail oleh panitia pelelangan. Pada berita
acara pembukaan sampul dua disertakan dokumen penawaran dengan semua
lampirannya dan surat keterangan serta sampulnya.

Pesenta yang lulus evaluasi whap satu diundang lag umtuk menyampaikan
sampul tahap dua yang bensikan harga penawaran. Panitia pelelangan tidak
melakukan analisis harga secara detail. Yang dipertimbangkan sebagai calon
pemenang adalah yang menawarkan harga terendah,

Paragraf Kedelapan
Evaluasi Penawaran
Pasal 21

Dalam pemilihan penyedia barangfjssa pemborongan/jasa lainnya dapat dipilih salah |
{satu) dari 3 (tiga) metoda evaluasi penawaran berdasarkan jemis barang/jasa vang akan
diadakan, dan metoda evaluasi penawaran tersebul harus dicantumkan dalam dokumen
lelang, yang meliputi | sistem gugur, sistem nilal dan sistem pemilaian biava selama
umur ekonomis.
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Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan carn memeriksa dan
membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan vang telah
ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barangjasa dengan urutan proses
evaluasi dimulai dan penilaian persyaratan administrasi, persyvaratan tekmiz dan
kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus pemilaian pada setiap
hapan dinyatakan gugur,
Sistem nilai adalah evaluasi penilaian dengan cara membenkan nilal angka tertentu pada
setlap unsur yang dimlai berdasarkan kriteria dan nilal yang telab ditetapkan dalam
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian membandingkan jaumlah nilai dar
setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.
Sistem penilaian biava selamas umur ekonomis adalah evaluasi penilaian penawaran
dengan cara membenkan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dimilar menurut
umur ekonomis barang vang ditawarken berdasarkan kriteria dan milai yang ditetapkan
dalam dokumen pemilihan penvedia barangfasa , kemudian nilai unsur-unsur tersebut
dikonversikan kedalam satuan mata vang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai
dan setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.
Dalemm  mengevaluasi dokumen penawaran, pamitia/pejabat  penilihan  penvedia
harang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tata
cara evaluasi tersebut dempan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain vang
bersifat post bidding,
Paragraf Kesembilan
Penetapan Calon Pemenang
Pasal 92
Penilaian penawaran dilakukan dengan penelitian teknis terlebnh dahulu. Apabila
persyaratan spesifikast teknis telah dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
dalam dokumen lelang, penilaian dilanjutkan dengan penelitian harga.
Perubahan atau susulan pemberian bahan, yang mengubah substansi, demikian pula
penjelasan secara hisan atau tertulis atas dokumen penawaran yvang telah disampaikan,
tidak dapat ditenima kecuali untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal dan
tandatangan sebagaimana dimaksud pada angka 6, hurof b, butir 1) Ketentuan ini berlaku
bagi sistem satu sampul dan sistem dua sampul.
Apabila harga dan penawaran telah dianggap wajar, dan dalam ketentuan mengenai harga
satuan (harga standar) vang telah ditetapkan, serta telah sesuai denpan ketentuan, maka
panitia pelelangan menetapkan 3 (tiga) peserta yang telah memasukan penawaran yang
paling menguntungkan bagt Daerah dalam arti
1. Penawaran secara teknis dapat dipertanggungjawabkan ;
Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipenanggungjawabkan ;
Penawaran tersebut adalah terendah diantara penawaran-penawaran yang memenuli
svarat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2);
4, Telah diperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negen.

SO
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Keputusan mengenai calon pemenang pelelangan sebagaimana dimaksud dalam hurui b
di stas diambil oleh panitia dalam suatu rapat yang dibadin oleh lebih dari 2/3 (dua
pertiga} dari jumlah anggota, Apabila pada rapat pertama tidak dicapwi kuorum pada
rapat berikutnva dapat diambil keputusan bila mana dihadini oleh separuh dari jumlah.
Dalam hal dua peserta atau lebih mengajukan harga vang sama, panitia dengan
memperhatikan  berbagai  ketentuan  terkait memilih  peserta  yang menurut
perimbangannya mempunyai kecakapan dan kemampusn yang lebih besar dan harus
dicatat dalam berita acara.

Calon pemenang pelelangan harus segera ditetapkan oleh Panitia Pengadaan, selambat-
lambatnya 7 (tujuh) han kera setelah pembukaan dokumen penawaran sistim satu
sampul, dan pembukaan dokumen penswaran sampul dua pada sistim dua sampul dan
pada sistem dua tahap,

Setelah calon pemenang pelelangan ditetapkan oleh Panitia Pengadaan, segera membuat
berita acara hasil pelelangan yang memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara
penilaian, rumus-rumus yang digunakan dan sebagainye, sampail pada penetapan calon
pemenangnya, Benta acara hasil pelelangan ditanda tangani oleh ketua dan semua
anggota panitia.

Panitiz membuat laporan kepada Pejabat vang berwenang mengambil keputusan
mengenai  penctapan pemenang yang selanjumya disebut pejabat yang berwenang.
Laporan terseunt disertai uwsul serta penjelasan tambahan dan keterangan lan vang
dianggap perlu sebagai bahan perimbangan untuk mengambil keputusan

Tembusan laporan dan berita acara pelelangan disampaikan kepada Badan Pengawas
Daerah Kabupaten, Bagian Keuangan, Bagian Administrasi Pembangunan dan
Dinas/Lembaga/Satuan Kerja vang bersangkutan.

Setelah calon pemenang pelelangan ditetapkan sebagal mana dimaksud pada huruf g
surat jaminan penawaran dikembalikan kepada peserta yang tidak menjadi pemenang
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) han,

Paragrafl Kesepuluh
Penetapan Pemenang
Pasal 93

Pejabat yang berwenang mengambil keputusan penstapan pemenang pelelangan untuk
selanjuinya disebut pejabat vang berwenang

Dilingkungan Pemenntah Daerah pengambilan Keputusan mengenai  keputusan mengenat
penetapan pemenang pelelangan ditentukan sebagai berikut

i

Kepala Satuan Kerja / Pejabat Pembuat Komitmen untuk pelelangan yang bermilai
sampai dengan  Rp 50.000,000.000,00 (Lima puleh miliar rupiah).

Bupati untuk pelelangan yang bernilai di atas Rp 50,000.000.000,00 (Lima puluh miliar
rupiah }.
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Paragraf Kesebelas
Pengumuman Pemenang
Pasal 94

Keputusan Pejabat vang berwenang tentang penetapan pemenang pelelangan diumumbkan
oleh panitia kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) han kerja setelah
diterimanya keputusan tersebut,

Penetapan pemenang pelelangan selanjulnya diomumkan secara tertulis.

Kepada peserta yang keberatan atas penetapan pemeénang pelelangan  diberikan
kesempatan untuk mengajukan sangpahan secara tertulis kepada atasan dan Pejabat vang
berwenang selambat-lambammya dalam wakiu 5 (lima) han kega setelah han
pengumman tersebut,

Sanggahan henya dapat diajukan terhadap sanggahan diberikan secara tertulis
selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) han kerja setelah diterimanya sanggaban
tersebut.

Setelah penctapan/pemenang pelelangan divmumkan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, surat jaminan penswaran segera dikembalikan kepada calon pemenang yang
tidak ditetapkan sebapai pemenang

Paragral Keduabelas
Penunjukan Pemenang

Pasal 95

Penunjukan pemeénang hanya dapat dilakukan setelah ternyaia tidak ada sanggahan
atau penolakan atau sanggshan sedah diterima oleh Kepala Satuan Kepa/Pejabat
Pembuat Komitmen. Berdasarkan ketentuan penctapan pelelangan sebagaimana diatur
dalam lampiran 1 ini Kepala Satwan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk
pemenang pelelangan sebagai pelaksana pekerjaan/pelaksana penyerahan barang,

Peserla vang menang wajib menerima penunjukan tersebut dan apabila mengundurkan
diri hanya dapat dilakukan dengan alasan yang dapat diterima oleh Kepala Satuan Kerja /
Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam hal demikian jaminan penawaran peseria yang
bersangkutan milik Daerah

Dalam hal pemenang pertama pelelangan mengundurkan din, pemenang urutan kedua
dapal ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, sepanjang harga penawaran
tidak melebibi perkiraan harga vang dikalkulasikan secara keahlian {profesional ).
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Dalam hal pemenang pertama mengundurkan din dan pemenang urutan kedua tidak

bersedia untuk ditunjuk sebapai pelaksana, maka ditunjuk pemenang urutan ketiga

sehapai pelaksana, sepanjang harga penawaran tidak melebihi perkiraan harga yang

dikalkulasikan secara keahlian (profesional). Bila pemenang ketiga juga tidak bersedia

ditunjuk sebagai pelaksana, panmitia atas permuntaan Kepala Satuan Kepa' Pejabat

Pembuat Komitmen dapat mengadakan pelelangan ulang.

Surat keputusan penunjukan pemenang harus dibuat paling lambat sepuluh hari kerja

setelah pengumuman penetapan pemenang. Surat keputusan penunjukoan terscbut scgera

disampaikan kepada pemenang.

Untuk pelaksanaan pengadaan barangjasa vang tidak termasuk dalam syarat/tujuan

pelelangan semula, walaupun untuk pengadaan barang dan jasa yang sejenis/serupa harus

diadakan pelelangan tersendin,

Surat keputusan penunjukan pemenang, keputusan penelapan pemenang pelelangan,

berita acara hasil pelelangan, berrta acara pembukaan dokumen penawaran, dan berita

acara pembenian penjelasen serta dokumen pelelangan lainya merupakan dasar dan

bagian yang tak terpisahkan dari perjanjiankontrak yang akan diadakan,

Untuk pengadaan barangjasa dengan nilai di ams Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) pemenang vang bersangkutan sebelum menanda tangani surat perjanjizn/kontrak

diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai surat

perjanjiankontrak, berupa surat jaminan pelaksanaan dari Bank Umum atau Lembaga

Keuangan lainnya vang diakui Pemerintah, Pada saat jaminan Fr:laillisamaan di terima oleh

Kepala Satuan Kera' Pejabat Pembuat Komitmen, jaminan penawatan dari pemenang

yang bersanghkutan segera dikembalikan,

Surat keputusan penunjukan disertai berita acara pemberian penjelasan, berita acara

pembukaan dokumen penawaran, bernts acara hasil pelelangan dan  surat

perjanjiankontrak disampaikan kepada :

1} Bupath;

2}  Rekanan (Salinan otentik bermeterai),

3) Kantor pelavanan pajak;

4) Instansi lain vang bersanpkutan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut sesuai
dengan keperluannya,

5% Panina Pengadaan (sebaga arsip).

Dalam hal reksnan dalam wakin vang telah drtetapkan tidak dapat melaksanakan
pekerjaan/penyerahan barang dalam wakiu vang telah ditstapkan maka jaminan
pelaksanaan menjadi milik Dacrah.

Dalam hal rekanan mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak, maka
jaminan pelaksanaan menjadi milik Daerah. Penunjukan rekanan  bernikutnya
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam  huruf ¢ dand
di atas Kemungkinan perhitungan/pembayaran nilai hasil pekerjaan yang telah
dilaksanakan didasarkan atas hasil penelitian dan penilaian hesil pekerjaan tersebut serta
kegunaanva bagi daerah tersebot.
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I Jamnan pelaksanaan dikembalikan kepada rekanan setelabh pelaksanaan pekegaan
penyerahan barang selesal sesual dengan surat perjanjian/kontrak.

Paragraf Ketigabelas
Pelelangan Ulang
Pasal %
Pelelangan dinvatakan gagal apabila;
Harga standar dilampaui;
Dana yang tersedia tidak cukup;
Harga-harga yang ditewarkan dianggap tidak wajar atas dasar analisis secara tertulis,
Sanggahan dari rekanan temyata benar;
Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang;
Dalam hal pelelangan dinvatakan gagel, Pamtia Pengadaan Barang/Jasa atas Permintaan
Kepala Satuan Kerja/ Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan pelelangan ulang,

o g TR

Paragraf Keempatbelas
Penandatanganan Kontrak
Fasal 97

. Pembuatan dan Penandatanganan Surat Penintah Mular Kerja (SPMEK ) dan Surat
Perjanjian Pemborongan / Kontrak :

8. Pembelian dan pekerjaan baru dapat dilaksanakan setelah dibuat Surat Perintah Mulai
Kera (SPME ) atau Surat Perjanjion Pemborongan / Kontrak.

b. Penmandatanganan SPMK/Kontrak oleh Kepala Satuan Kerja / Pejabat Pembuat
Komitmen yang bertindak sebagai Pihak Kesatu dan ditandstangani oleh Direktur
Perusahaan bertindak sebagai Pihak Kedua serta diketahui oleh Iu’:pah Satuan Kerja
apabila Pihak Kesatu Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Pembuatan dan Penandmtanganan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita
Acara Serah Tenma Pekerjaan (scbagm dasar untuk mengajukan pembayaran),
dilaksanakan oleh Kepala Saivan Kerga / Pejabat Pembuat Komitmen, Direktur
Perusahaan, Konsultan Pengawas | pengawas pekerjaan) dan Pengelola Teknis.

3, Pembuatan dan Penandatanganan Berita Acara Pembavaran Pekerjaan dilaksanakan oleh
Kepala Satuan Kerju' Pejabat Pembuat Komitmen, Direktur Perusahaan, dan Kepala
Bagian Administrasi Pembangunan,

Paragral Kelimabelas
Pelelangan Terbatas
Pasal 98

1. Dalam hal jumlah penyedia barangfasa yang mampu melaksanakan divakini terbatas yaitu
untuk pekenaan kompleks, maka pemilihan penyedia barangfjasa dapat dilakukan dengan
metoda Pelelangan Terbatas.
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Pelelangan Terbatas diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman
resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yvang telah divakini mampu, tapi masth
membenkan kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi,
Proses Pelelangan Terbatas pada prinsipnya sama dengan proses Pelelangan Umum, kecuah
dalam pengumuman dicantumkan kritena peserta dan nama-nama penyedia barang/jasa yang
akan diundang,

Apabila setelah diumumbkan ternyata ada penyedia barang/jasa yang tidak tercanum dalam

pengumuman dan berminat serta memenuhi kualifikas:, maka wajib untuk ditkuisertakan

dalam Pelelangan Terbatas.

Proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta persyaratan tertentu lainnya dar

penyedia barangjasa dilaksanakan dengan prakualifikasi, baik unmtok pekerjaan kompleks

maupun tidak kompleks.

Ketentuan alokssi waktu dalam penyusunan jadual adalah sebagai berikut :

a. Penavangan pengumuman lelang terbatas sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7
(tujuh)} han kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papen pengumuman resmi unfuk
penerangan umum, dan internet. Penayvangan pengumuman lelang vang dilaksanakan
melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, di awal masa
pengumuman,

b.  Pengambilean dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah pengumuman sampai
dengan satu han sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran;

¢. Pemjelasan {aanwijizing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kermja sejak tanggal
Pengumuman;

d.  Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (ganwiizing). Batas
akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh} hari kerja setelah
penjelasan.

Paragraf Keenambelas
Pemilihan Langsung
Fasal 99

Dalam hal metoda Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas dinilai tidak efisien dari segi

biava pelelangan, make pemilihan penyedia barangfjasa dapat dilakukan dengan metoda

Pemilihan Langsung.

Kriteria Pemilihan Langsung :
a. Dilaksanakan jika Pelelangan Umum dan Pelelangan Terbatas dinilai tidak efisien dari
segi biava pelelangan;

b. Diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi, dan bila memungkinkan
melalui mternet;

¢ Membandingkan mnimal 3 (tiga) penawaran;,
Dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya;

e.  Pemilihan Langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan vang bemilai sampal dengan
Rp 100.000.000,00 {seratus juta rupaah);
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Dilakukan apabila dalam pelelangan ulang hanya 2 (dua) peserta vang lulus
prakualifikasi,

Dilakukan apabila dalam pelelangan wlang hanya 2 (dua) peserta vang memasukkan
penawaran.

Paragraf Ketujuhbelas
Penunjukan Langsung
Pasal 100

Penunjukan Langsung adalah pengadaan barangfjasa dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus
dengan cara melakukan negoisasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga vang wajar
dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan dengan menunjuk langsung  kepada 1 (satu)
penyedia barang ! jasa,

Penunjukan Langsung dapat dilakukan untuk
I.  Keadaan Tertentu, yaitu :

i,

LT

B3

a
b

Penanganan darural untuk pertahanan negarakeamanan dan keselamatan masyarakat

yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera

termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, dan atau

Pekerjaan yang perlu dirshasiakan yang menysngkut perahanan dan Keamanan negara

vang ditetapkan oleh Presiden, dan atau.

Pekerjaan vang berskala kecil dengan milai maksimum Rp. 50.000.000.00 (lima puluh

Juta rupizh) dengan ketentuan :

e  Untuk keperluan sendiri, dan atau

e Teknolog sederhana, dan atau

e Resiko kecil, dan atau

= [niaksznakan olch penyedia barang / jasa ussha perorangan dan/atau badan usaha
kectl termasuk koperasi kecil,

Pengadaan Barang/Jasa Khusus, vaitu :

Pekerjaan berdasarkan tarif resmi vang ditetapkan pemerintah; atay

Pekerjaan/barang spesifik vang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang'
jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atan

Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil
vang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif mantap, atau

Pekerjaan yang kompleks vang hanva dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi
klusus dan/staw hanya ada satu penyedia barang / jasa yang mampu mengaplikasikannya.

3. Apabila dalam pelelangan uwlang hanyva | (satu) peserta yvang lulus prakuahifikasi, atau apabita
dalam pelelangan ulang hanya | (satu) peserta yang memasukkan penawaran.
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Tk

Penclinan

Untuk pelaksanasn kegiatan penelitian yang bersifat kerjasama dengan Perguruan Tinggi/
Lembaga Penelitian, dengan syarat Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian termaksud telah
memiliki ikatan kerjasama denpgan Pemerintah Kabupaten Cirebon,

Pelaksanaan Penunjukan Langsung sebagai mana dimaksud di atus dengan nilai di bawsh Rp

50 juta dilakukan dengan cara sebagal berikut ©

p Untuk pengadaan barangjasa yang hemilal tidak lebih dan Rp. 5.000,000,00 (lima juta
Rupiah) dapat dilakukan secara langsung kepada penvedia barangfjasa dengan bentuk
kontrak cukup dengan kwitansi pembayaran dengan materai secukopnya.

b. Untuk pengadaan barang/jasa vang bernilal lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
sampal dengan Rp.25.000.000.00 {dua pulubh lima juta rupiah) dilakukan dengan cara
Penunjukan Langsung oleh | (satu) orang Pejabat pengadaan barang/jasa vang ditunjuk
oleh Kepala Satuan Kera' Pejabat Pembuat Komitmen kepada penyedia barang(jasa,
usgha perorangan atau badan usaha kecilkoperasi kecil dengan penawaran tertulis
dilengkapi Sertifikat Badan Usaha dan TUTK dengan Surat Perintah Kevja tanpa jaminan
pelaksanaan

¢.  Untuk pengadaan barang/jasa vang bernilai lebih dan Rp.25.000.000,00 (dua pulub ima
Jjuta rupiah) sampai dengan Rp.50,000,000,00 (lima pulub juta rupiah) dilakukan dengan
cara Penunjukan Langsung oleh Panitia Pengadaan barang/jasa (terdim dan 3 orang) yang
ditunjuk oleh Kepala Satuan Kera/ Pejabat Pembuat Komitmen kepada penyedia
barang/jasa,usaha perorangan atau badan usaha kecil/koperasi kecil dengan penawaran
tertulis dilengkapr sertifikat badan usaha dan SIUJK dengan Surat Periniah Kera tanpa
jaminan pelaksanaan.

Paragraf Kedelapanbelas
Pekerjaan Penagpulangan Bencana Alam, Bencana Sosial dan Bencana Perang
Pasal 101
Pekerjaan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan bencans perang adalah
pekerjaan untuk penanganan darurst menjelang, pada saat, dan setelah terjadinya bencana
Pekerjaan penanggulangan bencana alam vang tidak masuk dalam cakupan areal suatu
kontrak, pengadaan penyedia barang’jasa dilakukan dengan Penunjukan Langsung kepada:
* Penyedia barangjasa yang sedang melaksanakan kontrak pekerjasn sejemis terdekat,
dan/atau
= Penyedia barangijasa veng dimilai mempunyai kemampuan, peralatan, (2naga yang
cukup, kinerja vang baik, dan divakini dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.
Pekerjaan penanggulangan bencana alam dilaksanakan dengan whepan sbb.:
a  Pengguna barang/jasa dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kena (SPMK) setzlah
mendapat persetujuan dari Bupati dan ada pernyataan bencana alam dari Bupati,
b. Opname pekerjaan di lapengan dilakukan bersama antara pengguna dan penvedia
barang/asa, sementara proses dan administrast pengadaan dapat dilakukan secara

simultan;
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Dana bencana alam dalam DPA-SKPD bencana alam digunakan hanya uniuk
membiaval penanganan darurat dengan konstrukst darurat, bukan uniuk membiayai

penanganan yang sifatnya permanen,

Bagi bencana alam yang masuk dalam cakupan areal suatu kontrak, pekerjaan
penanganan darurat dapat dimasukkan ke dalam Comtract Change Order (CCQ) dan
dapat melebitun 102 (sepuluh persen) dan nilm kontrek awal.

Paragraf Kesembilanbelas
Pemaketan Jasa Pemborongan, Jasa Pemasokan Barang dan Jasa Lainnya

Pasal 102
A. Pemaketan Jasa Pemborongan :
NO | SEGMEN PASAR KUALIFIKASI CATATAN
| Kecuali pekerjaan menuntut
i Usahe Kecil ; " kompetensi teknis vang tidak dapat
Nilai s.d. Rp 1 miliar, dipenufi  Usaha Kecil termasuk
' koperasi Kecil,
* Dengan memperhatikan KD,
= | Usaha Non Kecil : —_—  Kecuali pekerjaan  menuntut
| 7 | Nilai di atas Rp 1 miliar kompetensi teknis yang tidak dapat
i dipenuhi Usaha Menengah.
B. Pemaketan Jasa Pemasokan Barang dan Jasa Lainnys :
- . g
| NO SEGMEN PASAR KUALIFIKASI CATATAN
Kecuali pekerjaan menuniut
I Usaha Kecil: ; i kompetensi teknis yang tidak dapat
Nilai s.d. Rp | miliar, ' dipenuhi  Usaha Kecil  termasuk
\ Koperasi Kecil,
| Bukan Usaha Kecil: : ,
2 Non K Dengan memperhatikan KD

Nilai di atas Rp 1 miliar

KD = Kemampuan Dasar



.

3,

Bagian Ketiga
Pengadaan Jasa Konsultansi

Paragraf Pertama
Pendahuluan
Pasal 103

Jasa Konsultansi

Layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi: jasa perencanaan
konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka
mencapal sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk pirant lunak, yang disusun secara
sistematis berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan pengguna jasa,

Penyedia Jasa Konsultansi
Badan Usaha' orang perseorangan vang kegiatan usshanva menvediakan layanan jasa
konsultansi.

Persyaratan Dasar Penyedia Jasa Konsultansi

a) Memiliki Surat [zin  Usaha sesuai dengan bidang usahanys vang dikelusrkan oleh
instansi pemenntah vang berwenang, sepertt SIUP untuk jasa konsultansi non konstruksi
dan [LJK untuk jasa konsultansi kontruksi;

b)  Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangan kontrak pengadaan;

¢t Tidak dalam pengawasan pengadilan, tdak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang
drhentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana berupa surat pernyataan dari
konsultan vang bersangkutan,

d) Dalam hal penvedia jasa konsultansi akan melekukan kemitrsan, penyedia jasa
konsultansi wajib mempunval perjanjian kerja sama operasi’kemitraan yang memuat
perseniase kemitraan dan perusahaan vang mewakili kemitraan tersebut;

el Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) sertsa memiliki laporan
bulanan PPh pasal 25 atau pasal 2 1/pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
yang lalu, kecual untuk perusahaan baru yang belum berkewsjiban untuk melapor,

f) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman memyedizkan jasa
konsultansi termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia jasa konsultansi yang
baru berdiri kurang dan 2 (dua) tahun;

g}  Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu
instanst pemenntah;

h) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yanp sesuar untuk usaha kecil termasuk
koperasi kecil;

1} Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesua,

j}  Untuk pekenasn Khusus/spesifikiteknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain,
seperti; peralaan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperiukan, atau peéngalaman
tertentu,
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k) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang
diperlukan,

I} Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha
vang dimiliki;

m) Memenuhi KD = 3 NPt (KD = Kemampuan Dasar, NPt = nilai pengalaman tertinggi
pada subbidang pekerjaan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir);

Persyaratan Tenaga Ahli

o Memiliki NPWP dan Bukti Penyelesaian Wajib Pajak;

b. Lulusan:
= PIN,

* PTS yang telah diakreditas atau telah lulus ujian Negara;
* PTLN yang ijazahnva telah disahkan/diakui oleh yanp berwenang

¢. Pengalaman profesional di bidangnya didukung dengan referensi Pengpuna Jasa,

d  Pegawai Negeri, Pegawai Bl pegawai BHMN/BUMMN/BUMD dilarang menjadi
Penyedia Barang/Jasa, kecuah yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan
negara/BIBHMN/BUMN/BLMID.

Paragral Kedua
Persiapan Pengadaan
Pasal 104

Panitia

a) Asal keanggotaan:

Fegawai negerl, baik dari instansi sendin maupun instansi teknis lainnya.
by Jumlah Anggota :

Berjumlah sekurang-kurangnya
1. 3 (tign) orang untuk nilai s.d Rp 200 juta
2. 5 (lima) orang untuk nilai di atas Rp 200 juta

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Pengadaan:

Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan sena lokasi pengadaan;
Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendini (HPS),
Menyiapkan dokumen pengadaan;
Mengumumkan pengadaan jasa konsultansi melalui media cetak dan papan
pengumuman resmi unluk pencrangan umum, jika memungkinkan melalui media
elektromk;
Menilai kualifikasi penvedia melalo prakualifikasi;
Melakukan evaluasi terhadap penawaran vang masuk;
Mengusulkan calon pcrm:mng;
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¢ Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepads pengguan jasa
konsultansi;
*  Menandatangani Pakia Imtegntas scbelum pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi

dimula

3, Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran
8. METODA SATU SAMPUL

1
i

3.

Untuk pekerjaan bersifat sederhana atay ada standar harga;

Hanya untuk Penunjukan Langsung { Juksung).

Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan ke delam satu sampul, yang
mencakup sermua persyaratan dan dokumen sebagaimana diminta dalam dokumen
pengadoan

Metoda Satu Sampul lebih tepat digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang
bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan dengan standar
harga vang telah ditetapkan pemerintah atau penpadaan jasa vang spesifikass
tekmis atau volumenya dapat dinyatakan dengan jelas dalam dokumen pengadaan

b. METODA DUA SAMPUL

.
2,
3.

Dalam hal diperlukan evaluasi teknis mendalam;

Untuk Seleksi Umum, Seleksi Terbatas, dan Seleks) Langsung,

Sampul Pertama berist kelengkapan data administrasi dan teknis yang disyaratkan
dan pada sampul tertulis “Data Administrasi dan Teknis™

Sampul Kedua berisi data perhitungan herga penawaran dan pada sampul ditubis
“Data Harga Penawaran™

Sampul Pertama dan Sampul Kedua dimasnkkan ke dalam satu sampul (disebut
Sampul Penutup),

Metoda Dua Sampul digunakan dalam hal diperlukan evaluasi ieknis yang lebih
mendalam terhadap penawaran yang disampaikan oleh para penyedia jasa
konsultansi, dan untuk menjaga agar evaluasi teknis jangan sampai terpengarub
oleh besamya penawuran harga. Metoda ini lebih tepat digunakan untuk
pengadaan peralatan dan mesin yang tidak sederhana.

c. METODA DUA TAHAP

1.

Untuk pekenaan dengan teknologi tingg, kompleks, dan resiko tinggi, dan/atau
yang mengutamakan pemenuhan kriténa Kinerja tertentu, seperti: kontrak terima
Jadi (furnkey profect), rancang bangun rekayasa, dan pembangkit ienaga listnk.

Untuk MMetoda Evaluasi Kualitas

3. Tahap Pertama: Dimasukkan sampol yang memuat persyaratan adminisiras: dan

teknis schagaimana disyaratkan dalam dokumen pengadaan jasa konsultansi dan
tidak termasuk usulan harga

87



4. Tahap Kedua: Calon penvedia jasa konsultansi, yang telah dinyatakan Iulus olch

Panitia Pengadaan pada evaluasi Tahap Pertame, diminta memasukkan surat
penawaran harga yang dimasukkan ke dalam Sampul Kedua

. Metoda Dua Tahap dapat digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi berkaitan

dengan penggunaan teknologi tinggi, kompleks, dan resiko tinggi, dan atau yang
mengutamakan tercapainya’pemenuhan kriteria kinerja tertentu dan keseluruhan
sistem termasuk pertimbangan kemudshan atau efisiensi pengoperasian dan
pemeliharsan peralatanmya dan atan veng mempunyai beberapa  alternatif
penggunasn sistem dan desan penerapan teknologi vang berbeda, serta pengadaan
Jjasa konsultansi yang memerlukan penyesuaian kriteria teknis untuk menyetarakan
spesifikasi tekmis &i antara penawar sesuai vang disyaratkan pada dokumen
pengadann

4. Mectoda Evaluasi Penawaran
a. EVALUASI KRUALITAS

Iy

3)

4]

3}

&)

7)

Untuk jasa konsultans: vang kompleks dan menggunakan teknolog tinggt,
Contoh:

# Desain pembangkit tenaga nuklir;
# Perencanaan terewongan di bawah laut,
# Desain Bandar Udara (Bandara) Internasional.

Metoda penyampaian penawaran

#  Dua Sampul

» Dua Tahap

Dhlakukan klarfikasi dan negosiasi teknis dan biaya terhadap penawaran tekmis
terbark

Diberikan masa sanggah uniuk

= Hasil prakualifikas
# Hasil peringkat 1eknis

Evaluasi berdasarkan kualitas adalah evaluasi penawaran dengan sistem evaluasi
digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang kompleks dan menggunakan
teknologi tinggi, kualitas, usulan merupakan faktor yang menentukan terbadap
oufeome secara keseluruban, dan linglup pekerjaan sulit ditetapkan dalam Kerangka
Acuan Kerja (KAK).

Urutan Proses adalah sebagai benkut:

a) Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih konsultan
yang mengajukan penawaran tekms yang terbaik dan di atas batas lulus
terendah { pasving grode)

by Dilakukan pembukaan penawaran biaya dari konsultan dengan nilal penawaran
teknis terbaik

c) Diadakan klarifikast dan negosiasi penawaran teknis dan penawaran buava.

d) Klanfikasi tidak boleh mengubih sasaran Kerangka Acuan Kena (KAK)

¢) Negosiasi biava dapat segera dilakukan apabila biaya tersebut tidak wajar.

Pengadaan jasa konsultansi dengan cara Evaluasi Kualitas digunakan bagi pekerjaan

jasa konsultansi vang memerlukan inovasi atau pekerjsan konsultans: yang

permasalahannya kompleks.



b. EVALUASI KUALITAS TEKNIS DAN BIAYA

¥

31

4)

5}

6

7)

)

Lintuk pekerjaan yang lingkup, keluaran, waktu penugasan, dan hal-hal lan vang

dapat diperkirakan dengan baik dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Contoh:

= [Desain jaringan irigasi primer;

# Desain jalan;

= Studi kelayakan;

# Konsultansi manajemen,

#  Supervisi bangunan nongedung,

Metoda penvampaian penawaran: Dua Sampul,

Dilakukan klanfikasi dan negesiasi teknis dan biaya terhadap penawaran dengan

nilai kembinasi terbaik (lulus tekms)

Diberi masa sanggah untuk:

# Hasil prakualifikasi.

# Hasil peringkat kombinasi tekms dan biava,

Motoda Fvaluasi berdasarkan Kualitas dan Biava digunakan untuk pekerfaan yang

lingkup, keluaran (owipur), wakiu penugasan, dan hal-hal lain dapat diperkirakan

dengan baik dalam Kerangka Acuvan Kerja (KAK), serta besaran biaya dapat
ditentukan déngan tepat.

Urutan proses evaluasi adalah sebagai berikut:

a) Dilakukan pemilaian kualitas penawaran tekmis, kemudian dipilih penawaran-
penawaran yang di atas batas lulus (passing grade).

bj Dilakukan penilaian penawaran biaya terhadap konsultan yang mempunyai nilai
evaluasi penawaran teknis di atas batas lulus (passing grade).

¢) Dilakukan penjumlaban atau perhitungan kombinasi nilai perawaran tekmis dan
mali penawaran biaya

d) Diadakan klanfikasi dan negosiasi terhadap konsultan vang mempunyai nilai
kombinasi penawaran teknis dan penawaran biaya terbaik,

g) Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran Kerangka Acuan Kera
(KAK). Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh dinegosiasi kecuali untuk
biaya langsung non personil yang dapat diganti dan biaya personil yang dimlai
tidak wajar.

Pengadaan jasa konsultansi dengan Evaluasi berdasarkan Kualitas dan Biaya tidak

boleh mempersaingkan antara penyedia jasa konsultansi yang berbentuk badan

usaha dengan lembaga non-profit

Pengadaan jasa konsultansi dengan Evaluasi berdasarkan Kualitas dan Biaya
digunakan bagi pekerjaan jasa konsultansi yang jumlah madpun kualifikasi tenaga
ahh yang diperlukan sudah diketahw dengan pasti



e, PAGU ANGGARAN
1} Untuk pekerjaan sederhana,

2)

3)

4)

3)

)

7

%)

Contoh:

» Desain dan supervisi bangunan gedung,

» Survey dan pemetaan skala kecil, dan lam-lain vang serupa

Metoda penyampaian penawaran: Dua Sampul

Dilakukan klarifikasi dan neposiasi teknis dan biaya terhedap penawaran tekms

terbaik dengan biava sama'lebih kecil dari pagu anggaran.

Diberikan masa sanggah untuk:

# Hasil prakualifikasi.

# Hasil peringkat teknis.

Metoda Evaluasi Pagu Anggaran digunakan untuk pekeraan yang sederhana, dapat

didefinisikan dan dirinci dengan tepat, meliputi: waktu penugasan, kebutuhan tenaga

ahli, dan input lainnya serta anggarannya tidak melampaui pagw tertentu.

Urutan proses adalah sebagai benikut:

a) Dilakukan pembukaan penawaran biaya dan koreks! artmatik.

bl Dipilih kensultan vang menawarkan biaya lebih rendah atau sama dengan pagu
anggaran setelah dilakukan koneksi aritmatik

¢) Dilakukan penilaian kualitas penawaran tekms dari konsultan yang lulus dari
persyaratan penawaran biaya tersebut pada butir &) huruf b).

d} Penentuan pemenang pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilai penawaran
tekmis terbank, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi.

e} Klanfikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran Kerangka Acuan Kena
(KAK) Pada prinsipnya harga satuan tidsk boleh dinegosiasi kecuali untuk
braya langsung non personil yang dapat diganti dan biaya personil yang dinilai
tidak wajar,

Peserta pengadaan jasa konsuhansi dengan sistem Evaluasi Pagu Anggaran terdin

dari konsultan vang memenuhi syarat prakualifikasi.

Pengadaan jasa konsuliansi dengan cara Evaluasi Pagu Anggaran digunakan bagi

pekerjaan jasa konsultansi yang sederhana dan dana terbatas.

d. EVALUASI BIAYA TERENDAH

L)

3)

4)

Untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar,
Contoh:

# Desain dan/atau supervisi bangunan gedung sederhana.
#  Pengukuran skala kecil.

Metoda penvampaian penawaran: Dua Sampul,

Dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya terhadap penawaran vang lulus
teknis dengan biaya terendah

Diberikan masa sanggah untuk:

= Hasil prakualifikasi.

~ Penetapan pemenang,
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5) Urutan proses adalah sebagai berikut:

a} Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih penawaran-
penawaran yang di atas batas ulus (passing grade).

b) Dilakukan pembukaan penawaran biaya terhadap konsullan vang mempunyai
milai evaluasi penawaran tekms di atas batas lulus (passing grade) serta
pengembalian penawaran biaya dan konsultan yang tidak fulus,

¢} Dilakukan penilaian penawaran biayva termasuk koreksi perhitungan pada han
yang sama dengan hari pembukaan pemawaran hiaya,

dy Penentyan pemenang pengadann jasa konsultans1 berdasarkan nilan penawaran
biaya yang paling rendah

¢} Doadakan klarfikasi teknis dan negosiasi terhadap konsulan pemenang,
Klarfikasi tidak boleh mengubah sasaran Kerangka Acuan Kerna (KAK) dan
mengubah harga satuan,

EVALUASI PENUNJUKAN LANGSUNG
1) Metoda Evaluasi Penunjukan Langsung digunakan untuk evaluasi vang hanya terdiri
dari satu penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas teknis yang dapat
dipertangpungjawabkan dan biaya yvang wajar.
2} Urutan proses adalah sebagai benkut:
a} Pembukaan penawaran teknis dan penawaran harga, dibuka sekaligus.
by Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis.
¢)  [mlakukan klanfikasi dun negosias penawaran tekmis;
dl [hlakukan kesesuaian penawaran teknis dan penawaran harga;
e} Dilgkukan Kklarifikasi dan negosiasi penawaran harga meliputi biaya personil,
biava langsung non personil dan komposisi hiaya personil dan/atau biaya
langsung non personil,

Jadual Pemilihan Penyedia Jasa
Pengpuna jasa wajib mengalokasikan waktu yang cukup untuk:

= RLE =

Penayangan pengumuman;

kesempatan pengambilan dokumen;
Kesempatan untuk mempelajan dokumen;
Penyampaian dokumen,

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

i

HPS dibuat pada saal akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dan:

1) Biaya Personil {Remtateration).

2) Biaya Langsung Non Persomil (DNrect Reimbursable Cost) yang meliputi antara lain:
biaya sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman do kumen, biava pengurusan
surat izin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lzin-lam

Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) tidak melebihi 40% (empat

puluh persen) dan total biaya, kecuali untuk pekerjaan yang bersifat khusus, seperti:

pemetaan vdara, survey lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah, dan lain-lain.
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7.

I-l

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Sebelum melaksanakan pengadaan, pengguna jasa konsultansi wajib menyusun dan
mempersiapkan KAK dengan tujuan sebagai berikut:

Menjelaskan tujuan dan lingkup jasa kensultansi serta keahlian vang diperfukan.

Sebagai acuan dan informasi bagi para konsultan yang diundang mengikuti pengadaan
dalam rangka menyiapkan kelengkapan administrasi, usulan teknis, dan usulan biaya
Sebagai acuan dalam evaluasi usulan, klarifikasi dan negosiasi dengan calon konsultan
terpilih, dasar pembuatan kontrak, dan acuan evaluasi hasil kerja konsultan.

KAK schkurang-kurangnya memuat hal-bal sebagal berikun:

i

Uralan pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan vang akan
dileksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan twjuan, lokasi, asal sumber
pendanaan, nama dan organisasi pengguns jasa konsultansi.

Data penunjang berupa data vang berkaitan dengan pelaksanzan pekerjaan, antara fain:
data dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu yang permah dilaksanakan, dan peraturan
perundang-undangan yang harus dipunakan.

Tujuan dan reang lingkup pekerjaan yang memberikan gambaran mengenai tujuan yang
ingin dicapai, kelvaran vang akan dihasilkan, keterkaitan antsra suatu keluaran dan
keluaran lainnya, peralatan dan material yang harus disediakan oleh konsultan, lingkup
kewenangan vang dilimpahkan kepada konsultan, perkiraan jangka wakiu penyelesaian
pekenaan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus disediakan oleh konsultan,
perkiraan keseluruhan tenaga ahlitenaga pendukung yang diperlukan (jumlah person-
months) dan jadual setiap ahapan pelaksanaan pekerjaan. Khusus untuk pengadaan jasa
Konsulansi dengan Evaluasi Pagu Anggaran jumlah tenaga ahli tidak dicantumkan dalam
KAK,

Jenis dan jumlah laporan vang disyaratkan (antara lain: laporan pendahuluan, laporan
bulanan, laporan antara, dan laporan akhir)

Ketentuan bahwa kegiatan jasa konsultansi hares dilaksanakan di Indonesia, kecuali
untuk kegiatan tertentu yang belum mampu dilaksanakan di Indonesia

Hal-hal lain seperti fasilitas vang disediakan olch pengguna jasa konsultansi untuk
membantu kelancaran tugas konsultan, persyaratan kerjasama dengan konsultan lain
{apabila diperlukan), dan pedoman tentang pengumpulan data Japangan

Paragraf Ketiga
Pelaksanaan Fengadaan
Pasal 105

UMUDM:

a.
b

&,

Pengadaan jasa konsultansi wajib dengan prakualifiaksi,

Persyaratan prakualifikasi harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan.
Pengguna jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta
seluruh dokumen yang disvaratkan, cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia
jasa konsultanss,



d  Pamitia/Pejabat Pengadaan tdak boleh melarang, menghambat, dan membatasi
keikuisertaan calon peserta pengadaan jasa dan luar Kabupaten Cirebon

¢, Pembuktian kualifikasi untuk yang divsulkan sebagai pemetang dan pemenang
cadangan, dilakukan verifikasi semua data dan informas yang ada dalam Formulir lsian
Kualifikasi dengan meminta rekamsn atan ash dokumen yang sah dan bila perlu
konfirmasi dengan instansi terkait.

f  Pemilihan penvedia jasa konsultansi dapat dilakukan melalui metoda: Seleksi Umum,
Seleksi Terbatas, Seleksi Langsung, atay Penunjukan Langsung.

I, SELEKSIUMUM
8, Pengumuman Prakualifikasi:
1} Untuk nilai s.d Bp 200 juta menggunakan:
a) Surat kabar dan radio pemenntah/swasta yang mempunval jangkauan pembaca
dan pendengar sckurang-kurangnya di Kabupaten Cirebon,
b} Papan pengumuman resmi vang strategis di Sumber,
¢} Papan pengumuman Pengguna Jasa,
2} Untuk milai di atas Rp 200 juta
a) Surat kabar jangkauvan nasional,
b} Papan pengumuman resmi yang strategis di Sumber;
¢) Papan pengumuman Pengeuna Jasa.
b. Evaluasi Prakualifikasi
1) Selama 4 (empat) tahun terakhir perngh memiliki pengalaman termasuk subkontrak,
kecual: badan usaha baru kurang dan 2 (dua) tahun
2} Memenuhi KD = 3 NPt pada subbidang pekerjaan dalam 7 {tujuh) tahun terakhir.

3} Pemlaian
a) Tenaga Ahh (Nilal Faktor F1):
= Sarjana (81, 52, §3) etau setara = 1.0
» Sarjana Muda (D3) atau setara 7 05
b} Lama Waktw' Pengalaman Kerja Profesiounl (Nilai Faktor F2):
# Lebih dan 8 tahun = 10
» Sampai dengan 8 tahun - 0,5
¢) Profesi/Keahlian (Nila1 Faktor F3)
» Sesuai Bidang/Subbidang paket - 1.0
= Tidak sesua S 0

d) WilaiTA=FixF2xF3 (TA= Tenaga Ahli}
¢, Penetapan Hasil Prakualifikas:
1) Peserta yang lulus

*  Minimal -5 (lima) konsultan terbaik
¢ Maksimal 7 (tujuh) konmsultan terbaik
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Bila vang lulus kurang dan 5 (lima) konsultan, maka hams diadakan prekualifikas:
ulang dengan mengumumkan kembali.

Bila vang lulus prakualifikasi ulang berjumlah 2 {dua) s.d 4 (empat), proses Seleks
Umum tetap dilanjutkan

Bila yang luwlus prakualifikasi wlang hanya 1 (satu) konsultan, maka proses
dilanjutkan dengan metoda Penunjukan Langsung (Juksung).

Penjelasan Pekerjaan { danwijzing)

1)

)

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan Addendum (perubahan dokumen seleksi)
wajib disampaikan kepada seluruh peserta dalam waktu vang memadai.
Ketidakhadiran peserta dalam rapat penjelasan pekerjaan dan kKunjungan lapangan
tidak menggugurkan keikutsertaan peseria.

Pembukaan Penawaran

1}

)

Dokumen Penawaran tidak dapat lag ditenma setelah batas wakiu pemasukan yvang
telah ditetapkan.

Setelah pemasukan dokumen penawaran ditutup, perubahan/usulan pemberian bahan
dan penjelasan lisan‘tertulis tidak dapat diterima

Evaluast Administrasi

1)
2}

Hamya dilakukan terhadap hal-hal vang tidak dinilai pada peakualifikasi.

Penawaran gugur bila:

a) Tidak ditandatangani PimpinanDhirektur Utama atan penerima kuasa dan
Pimpinan/Threktur Utama yang namanya tercantum dalam Akta Pendinan dan
perubahannva atau Kepala Cabang, '

b} Masa berlakunya penawaran kurang'tidak ditentukan;

¢} Tidak menvampaikan Dokumen Penawaran Teknis;

d) Meterai dan tanggal tidak ada,

Evaluesi Teknis

Pembobotan Unsur:

»  Pengalaman Perusahaan 10-20

s Pendekatan dan Metodologi : 2040

o Kualifikasi L s
Jumlah : 100

Evaluasi Biaya

Dilakukan koreksi aritmanika i hadapan pesena.

Mila: Kombinas

Perhitungan Nilai Kombinasi dihadapan peserta
Milai Akhir = (skor x Bobot Penawaran Teknis) + (skor x Bobot Penawaran Biaya)
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Klarifikasi dan Negosias

1} Calon Penyedia Jasa | Pimpinan/Direktur Utama atau vang diben kuasa
2)  Klanfikasi tidak boleh mengubah sasaran Kerangka Acuan Kerna (KAK);
3} Untuk Meteda Evaluas: Kualias

a) Klarifikasi dan‘atau negosiasi Unit Biava Personil (UBFP) berdasarkan dafiar
e vang telah diaudit dan/atau bukt setor PPh tahun terakhir,

b) Satuan Biaya Langsung Personil (BLP) maksimum:
# 3.2 x gaji dasar untuk TA tetap.  (TA = Tenaga Ahli)

# 1.5 x penghasilan TA tidak tetap.

SELEKSI TERBATAS

Seleks: Terbatas dilaksanakan jika divakini jumlah penvedia jasa konsultansi vang

mampu melaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas

Untuk pekerjaan vang kompleks.

Prosedur metoda Seleksi Terbatas pada prinsipsva sama dengan prosedur metoda Seleksi

Umum, hanya berbeda pada cara penyusunan Daftar Pendek {Shorr Lise).

Pada pengumuman prakualifikasi harus dicantumbkan;

1} Mama penvedia jasa konsultansi yang akan ditkutsertakan dalam seleksi;

2} Penyedia jasa komsultansi lan vang memenuh kualifikasi dapat mengikuti
prakuaslifikasi.

SELEKSI LANGSUNG

i.

Dilaksanakan jika metoda Seleksi imum dan Seleksi Terbatas dinilai tidak efisien dani
segi biaya seleksi

Tata cara Seleksi Langsung pada prinsipnya sama dengan Seleksi Terbatas, kecuali
prakualifikasi cukup diumumbkan melalui papan pengumuman resmi uniuk penerangan
umum dan bila memungkankan melalul internet. )

Daftar Pendek (Shorr List) pesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasi terhadap
penyedia jasa konsultans: vang dipilth langsung

Dapat dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan
Rp 100.000.000.00 (seratus juta rapiah),

PENUNJUKAN LANGSUNG

a,

Dalam keadaan ternentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa konsultansi dapet
dilakukan dengan menunjuk 1 (satm) penvedia jasa konsultansi yang memenubi
kualifikas:.

Dilakukan negosiasi baik dar sez teknis maupun biaya sehingiga diperoleh biava vang
wajar dan secara tcknis dapat dipenanggungjawabkan.
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¢, Dilaksanakan dengan memenuhi kriteria shb.:

1) Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan, dan  keselamatan
masyarakat yang pelaksannan pekerjasnnya tidak dapat ditunda’ harus dilakukan
segera, danjatau

2) Penyedia jasa tunpgal, dan‘atau

3) Pekerjaan vang perlu dirshasiakan yang menyangkut periahanan dan keamanan
negara vang ditetapkan oleh Presiden, dan/atau
4) Pekerjaan berskala kecil dengan ketentuan:

Untuk keperluan sendiri,

Mempunyai resiko kecil;

Teknologs sederhana;

Dulaksanakan oleh Penyedia Jasa Usaha Orang-perseorangan dan Badan Usaha
Keeil, dan/atau

Bermila: s.d. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta ruptah), dan/atau

5} Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang
telah mendapat izin.

Paragraf Keempat
Lain-Lain
Pasal 106

Lintuk pengadaan jasa konsultansi tidak diperfukan:

a  Surat keterangan dukungan kéuangan dan Bank,

b. Jaminan Penawaran; dan

¢, Jaminan Pelaksanaan,

Badan Usaha Asing diperbolehkan untuk nilai di atas Rp 5 miliar dengan bekerjasama dengan
Badan Llsaha Masional.

Pemaketan pelaksana jasa konsultansi s.d. 31 Desember 2006;

MO SEGMEN PASAR | KUALIFIKASI —‘ CATATAN
l 0 i PR s csveuinwon
Milal s.d. Rp 200 juta [ : . .
dipenuhi oleh Usaha Kecil,
:i ; Bukan Usaha Kecil: _;Jnn = Dengan memperhatikan KD
Nilai di atas Rp 200 juta (KD = Kemampuan Dasar)
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A,

.

Bagian Keempat
Pekerjaan Swakelola
Pasal 107

Swakelola

Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan vang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh
pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri, dan/atau tenaga dasi luar baik tenaga
ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh
persen) dan tenaga sendiri.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola :

b

Pekenasn yvang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia
nstansi pemeriniah yang bersangkutan dan sesua dengan fungsi dan tugas pokok pengguna
barang/jasa;, dan‘atan

Pekerjaan yang dilihat dan segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh
penyedia barang/jasa; dan/atau

Pekerjaan vang operasi dan pemeliharaanya memerlukan partisipasi masyarakal setempat,
dan’ atau .

Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga
apabila dilaksanakan oleh penvedia barang/jasa akan menanggung resiko vang besar, dan/atau
Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atan penyuluhan, dan'atau
Pekerjaan untuk  proyek percontohan (pifot prafect) yang  bersifat  khusus  untuk
pengembangan teknologymetode kerja yang belum dapamt dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa. dan' atan

Pckerjaan khusus yang bersifat pemprosesan data |, perumusan kebijakan pemerintah,
pengujian di Jaboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan
tinggi/ lembaga ilmiah pemerintah:

Pekerjaan vang bersifat rahasia bagi instanst pengguna barang/jasa yeng bersangkutan

Swakelols dilihat dari pelaksana pekerjaan dibedakan menjadi :

1

b

Swakelola oleh pengguna barang/jasa sdalah pekerjnan vang direncanakan, dikerjakan dan
diawasi sendin oleh pengguna barangjasa dengan menggunakan tenaga sendin, dan/atau
tenaga dari luer baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan;

Swakelola oleh instansi pemerintah [ain nonswadana (umiversitas neger, lembaga
penelitan/ilmiah pemerintah, lembaga pelatihan) adalah pekenjzan yang perencanaan dan
pengawasannya dilakukan oleh pengguna barangfjasa, sedangkan pelaksanaan pekenaan
dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran,

Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan peleksanaan dan
pengawasannya dilskukan oleh peperma hibah (kelompok masvarakat, LSM, komite
sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta’lembaga penclitian/ilmiah non badan usaha
dan lembaga lain vang ditetapkan oleh pemenntah) dengan sasaran ditentukan ofeh instanss
pemberi hibah
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D. Pelaksanaan Swakelola
Swakelola oleh Pengguna barang/jasa perlu mengikuti ketentuan sebagai beriku ;
2. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli vang diperlukan

L

dilakukan oleh panitia yvang ditetapkan oleb pengguna barangfasa dan menggunakan
metoda sesum dengan ketentuan vang ditetapkan di dalam keputusan presiden . yaitu
lelang'seleksi umum lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan
langsung;

Pembayaran upeh tenaga yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar

hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;

Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak
konsultan perorangan,

Penggunaan tenaga kerja, bahan | dan peralatan dicatat setiap han dalam laporan harian,
Penpiriman bahan dapat dilakukan secara berahap sesuai dengan  kebutuhan dan
kapasitas penyimpanan;

Panjar kena dipertangzungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat
diketahui apak dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapal, sedangkan
pencapaian target non fisik/ perangkat lunak dicatat dan dicvaluasi setiap bulan,
Pengawasan pekeraan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditenjuk oleh
pengguna barangjasa, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana

.

Pengadaan bahan, jasa lainya, peralastan/‘sukucadang, dan tenaga abli vang diperlukan
dilakukan oleh panitia dari unsur inctansi pemenntah pelaksana swakelola vang
ditetapkan oleh pengguna barangfjasa dan menggunaken metode pengadaan sesuai
dengan ketentwan vang ditetapkan di dalam keputusan presiden ini, yaitu lelang/seleksi
umum, lelang/seleksi terbatas, pemiliban/seleksi langsung atau penunjukan langsung;
Pembayaran upah fenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan
daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;

Pelaksanaan pengadaan  yang menggunakan UYHD  (wang vyang harus
dipertanggungjawabkan) dilakukan oleh mstansi pemernntah pelaksana swakelola,
Pemhbayaran gaji tenaga ahli tertentu vang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak
konsoltan perorangan;

Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat seriap hari dalam laporan hanan;
Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap seswai dengan kebutuhan dan
kapasitas penyimpanan,

Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
Pencapeian target fistk dicatat setinp han dan dievaluasi setiap minggu agar dapat
diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesual dengan target fisik yang dicapa,
sedanpgkan pencapaian target non fisik/ perangkat lunak dicatat dan dievaluas: setiap
bulan;

Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana vang ditunjuk oleh
instansi penerima kuasa, berdasarkan rencana yang t¢lah ditetapkan
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Swakeloln yang dilaksanakan oleh kelompok masyeraketlembaga swadaya masyarakat

penerima hibah.

a. Pengadaan barang, jasa lainnva, peralatan/suko cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan
dilakukan oleh penenma hibah;

b.  Penyaluran dana hibah khusus untuk pekerjaan konstruksi dilakukan secama beriahap
sebagni berikut .
1y 50 % (lima puluh persen) apabila organisasi pelaksana penerima hibah telah siap:
2} 50 % (lima puluh persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh

persen).

¢ Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana vang dikeluarkan dilaporkan secara berkala
kepada pengzuna barang'jasa;

d.  Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penerima hibah.

E. Pelaporan Pelaksanaan Swakelola

e

Laporan kemajuan pelaksanaan pekeraan dan penggunaan kevangan dilsporkan oleh
pelaksana lapangan’ pelaksana swakelola kepada pengguna barang/jasa setiap bulan;

Laporan kemajuan realisasi fizsik dan kevangan dilaporkan setiap bulan olch pengguna
barang/jasa kepada Bupati

Bagian Kelima
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 108

A. Kontrak Pengadaan Barang/lasa dibedakan atas:
Berdasarkan bentuk imbalan:

\ )

[/

d.

Lamp Sum

Kontrak Lump Sum adalah kontrak pengadaan barangijasa atas penyelesaian selaruh
pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlsh harga vang pasti dan tetap, dan
semua resiko vang mungkin lerjadi dalam proses penyelesaran pekerjaan sepenuhnya
ditanggung oleh penvedia barang/jasa,

Harga Satuan

Kontrak Harga Satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penmyelesaian seluruh
pekerjaan dalam batas waktu tertenty, berdasarkan harga satuan vang pasti dan tetap untuk
setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, vang volume
pekenaannya masith bersifat sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil
pengukuran bersama atas volume pekerjsan yang benar-benar telah dilaksanaken oleh
penyedia barang/jasa,
Gabungan Lump Sun dan Harga Satuan

Kontrak Gabungan Zwmp Sum dan Harga Satwan adalah kontrak vang merupakan
gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

Terima Jadi { Furn Kav)

Kontrak Terima Jach adalah kontrak pengadsan barang/jasa pemborongan atas
penyelesaian seluruh pekenaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti
dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan, dan jaringan utama maupun
penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
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2. Persentase
Kontrak Persenmtase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di bidang konstruks:
atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yangbersangkutan menerima
imbalan  jasa berdasarkan persentase tertenmtu  dari  nidai pekerjaan  fisik
konstruksi‘pemborongan tersebut.

Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan

a.  Tahun Tunggal
Kontrak Tahun Tunggal adalah kontrak pelaksansan pekerjaan yang mengikat dana
anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.

b. Tahun Jamak
Kontrak Tabun Jamak adalah kontrak pelaksansan pekerjaan yang mengikat dana
anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tshun anggaran yvang dilakukan atas persetujuan
oleh Mentern Keuangan untuk pengadaan vang dibiaym APBMN, Gubernur untuk
pengadaan yang diblayai APBD Provinsi, Bupat untuk pengadaan vang dibiayai APBD
Kabupaten.

Berdasarkan jumlah pengguna barangfjasa:

a  Kontrak Pengadaan Tunggal
Kontrak Pengadaan Tunggal adalah konirak antara satu unil kerja atau satu provek
dengan penvedia barang/asa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam
waktu tertentu,

b. Kontrak Pengadaan Bersama
Kontrak Pengadaan Bersama adalah kontrak antara beberapa unit kena atau beberapa
provek dengan penyediz barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu
dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing
unit kerja dan pendanaan bersama yvang dituangkan dalam kesepakstan bersama,

B. Penandatanganan Kontrak

Para pihak menandatangam kontrak selambai-lambatnya 14 (empat belas) har kega terhitung
sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barangjasa dan setelah penyedia
barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilal kontrak
kepada pengguna barangjasa, kecuali untuk pekerjaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan
pelaksanaan.

., Bentuk Kontrak

b

Untuk pengadaan dengan nilai di bawah Rp 5 juta bentuk kontrak cukup dengan kuitansi
pembayaran dengan meteras secukupnya.
Untuk pengadaan dengan nilal di atas Rp S juta s.d Bp 50 juta, bentuk kontrak berupa Surat
Perintah Kegja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huref B &
atas.
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3 Untok pengadaan dengan nilai di atas Rp 50 juta, bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan
barang(jasa {KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimasud dalam hurof B di atas.

4. Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin menggunakan standar kontrak atau
contoh SPK vang dikeluarkan instansi yang bersangkutan ataw instansi lainnya,

5. Kontrak untuk pekerjaan barangfasa yang bermilai di atas Rp 30 miliar ditandatangani oleh
pengguna barangfjasa setelah memperoleh persetujuan pendapat ahli hukum kontrak yang
profesional,

6. Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barangjasa dan penyedia
barangfasa (para pihak) apabila tegadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau
wakiyu pelaksanaan, sesual dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Fisik Konstruksi
Pasal 109
I. Panitia Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Fisik Konstruksi / Non Konstruksi ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Satuan Kerja vang bersangkutan dengan susunan sebagai berikut :

a. D4 lingkungan Setda
- Susunan Panina Pemenksa Barang Inventaris terdini dan ;

Ketua . Unsur Bagian Perlengkapan Setda
Sekretans . Unsur Bagian Perlengkapan Setda
Anggota - Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda

- Unsur Baman Keuangan Setds
- Unsur Bagian terkait Setda

- Susunan Panitia Pemeriksa Barang Pakai Habis / Non Konstruksi terdin dan :

Ketua - Unsur Bagian terkait Setda

Sekretans . Unsur Bagian terkait Setda

Anggola - Linsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda
- Unsur Bagian terkan Setda
- Unsur Bagian terkait Setda

b. Susunan Panitia Pemeriksa Barang Inventaris di lingkungan SKPD, terdin dari

Ketua . Unsur SKPD yang bersangkutan
Sckretaris . Unsur SKPD yang bersangkutan
Anggota - Unsur Bagian Perlengkapan Setda

- Unsur Kevangan Umit SKPD yang bersangkutan
- Unsur Pemakai pada Unit SKPD yang bersangkutan
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¢ Susunan Panitia Pemeriksa Barang Pakar Habis di lingkungan SKPD, terdiri dari -

Kema Unsur SKPD vang bersangkutan

Sekretaris Unsur SKPD yang bersangkutan

Angpoia - Unsur SKPD vang bersangkutan
- Unsur SKPD yang bersangkutan
- Unsur SKPD yang bersangkutan

d. Susunan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Fisik Konstruksi / Non Konstruksi diluar Dinas
Teknis terdin dari :

Kefua : Unsur Dinas Teknis Terkait

Sekretaris - Unsur SKPD vang bersangkutan

Anggota ¢ = Unsur Dinas Teknis Terkait
- Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda
- Unsur SKPD yang bersangkutan

e. Susunan Pamtia Pemernksa Hasil Pekenaan Fisik Konstruksi / Non Konstruks: Dinas Tekms

terdirt dars

Ketua . Unsur SKPD yang bersangkutan

Sekretaris ¢ Unsur SKPD yang bersangkutan

Anggota ¢ = Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda
= Unsur SKPD yang bersangkutan
- Unsur SKPD vang bersangkutan

2. Untuk barang-barang yang masih diolah, pemerksaannya dilakukan oleh pengawas lapangan
disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui Kepala SKPD.

Bagian ketujub
Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 110

a Kepala SKPD agar melaporkan hasil realisasi pengadaan barangfjasa kepeda Bupan melalui
Bagian Perlengkapan Setds untuk barang inventaris dan kepada Bagian Administrasi
Pembangunan Setda untuk semus kegiatan,

b Apabila suatu kegiatan seluruhnya atau scbagian selesal, maka Kepala Satuan Kerja/ Pejabat
Pembuat Komitmen menyerahkan kegiatan atau hasil pekerjaan yang selesai tersebut berikut
seluruh kekayaan kepada Bupati melalui Bagian Perlengkapan Seida dengan Berita Acara
Penyerahan yang tembusannya disampaikan kepada Badan Pengawasan Daerah
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BAB VI
PENUTUP
Pasal 111

(1) Petunjuk Tekmis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Circbon i adalah sebagai
upaya untuk menyempumnakan Administrasi Kegiatan yang pengaturannya terbatas hanya kepada
pembakuan biaya dalam pelaksanaan kegiatan,

(2) Petunjuk Teknis ini memberikan arahan tentang siklus kegiatan mulai dar tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sampai dengan perhitungan AFBD.

{3) Melalui petunjuk teknis ini diharspkan pelaksansan ketentuan / petunjuk yang berlaku dalam
pengelolaan Angpgaran Belanja Daerah akan lebih dimasyarakatkan, khususnya bagi Aparat
Pengelola di Kabupaten Cirebon.

(4) Dengan telah dikeluarkannya Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat meningkatkan tertib
administrasi dan tertib pelaksanaan kegiatan ¢ Kabupaten Cirebon,

Pasal 112
Peraturan Bupati i1 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang dapai mengetahuinya, memerinahkan pengundangan Peraturan Bupati i dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Desasber 2006

BUPATI CIREBON,
D

DEDI SUFARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Degenmber 2006

/SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 17 SERI E.12

ﬁ NUNUNG SAN

103



BAB VIl
PENUTUP
Pasal 111

(1). Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Circbon ini adalah sebagai
upaya untuk menyempurmakan Administrasi Kegiatan yang pengaturannya terbatas hanya kepada
pembakuan biaya dalam pelaksanaan kegiatan,

{2) Petunjuk Teknis ini memberikan arahan tentang siklus kegiatan mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sampai dengan perhitungan APBD.

(3} Melalui petunjuk teknis ini diharapkan pelaksanaan ketentuan / petunjuk vang berlaku dalam
pengelolaan Anggaran Belanja Daerah akan lebih dimasvarakatkan, khususnva bagi Aparat
Pengelola di Kabupaten Cirebon,

{4) Dengan telah dikeluarkannya Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat meningkatkan tertib
administrasi dan tertib pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Cirebon.

Pasal 112
Peraturan Bupati im mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Deaember 2006

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

/

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 17 SERI E.12

NUNUNG 5A
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